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KATA SAMBUTAN
KEPALA BADAN PBENIAAN HUKUM NASIONAL

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT sdgala

limpahan rahmat, hidayah, karunia serta pengetahuan yang telah diberikan,
sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Higpah menyelesaikan
seluruh tah@an kegiatan, yang dimulai dengan rapapat Pokja, diskugpublik,

focus group dicussion rapat dengan narasumbefpakar, konsinyasi hingga
menghasilkan laporan analisis dan evaluasi hukum, yang selesai tepat pada
waktunya.

Pusat Analisis dan Evaluasukdm Nasional, Badan Pembinaan Hukum
Nasional, Kementerian Hukum dan HAM berdasarRanaturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusidomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata
Kerja Kementerian Hukum dan HAM, melaksamakalah satu tugas dan fumgs
yaitu melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan elvakugsi
terhadap peraturan perundangndangan dilakukan tidak hanya terhadap materi
hukum yang adaeisting) tetapi juga terhadap sistem hukum yangemcakup
materi hukum, kelembgaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum
serta kesadaran hukum masyarakat. Dengan telah diundangkannya Uhthalagg
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undaimglang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan PeraturaPerundangundangan, maka kegjian analisis dan
evaluasi hukum menjadi bagian dari kegiatan pemantauan dan peninjauan. Hasil
analisis dan evaluasi berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundang
undangan yang dianalisis, apakah diubah, dicabut atetap dipertahankan.
Mekanismeevaluasi hukum ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi
peraturan perundangindangan apakah tumpang tindih, disharmoni, kontradiktif,
multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak sslar
dengan nilanilai Pancaa.

Dalam kerangka makrdegiatananalisis dan evaluasi hukum ini merupakan

bagian dari usaha untuk melakukan penataan peraturan perundaigngan

PusatAnalisis dan Evaluasi kiun Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkuyniham



dalam rangka revitalisasi hukum. Laporan hasil analisis dan evaluasi hukisin be
berbagai temuan permasahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan
perundangundangan dengan dilengkapi berbagai rekomendasi diharapkan dapat
dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan,
sehingga upaya untuk bersamama membangun sistem hukunmasional dapat
terwujud.

Pada akhirnya, kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran
dari para khalayak untuk terus melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi yang

ada paddaporanini.

Jakarta, Novemb&019

Kepala Badan PembinagHukum Nasional

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto,S.H.,M.Hum.,C.N.
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KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadiraffuhan yang Maha Esdas zin dan kuas&lya, Analisis dan

Evaluasi Hukurterkait Perdagangan Dalam Neg&ahun 2019 telah selesai dilaksanakan.
Pada tahun 2019 Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional memb2ritiua bela
Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum, salah satunya Pokja Analisis dan
Evaluasi Hukunterkait Perdagangan Dalam NegeRPokja melakukan analisis dan
evaluasihukum terhadap22 (dua puluh dud peraturan perundangindangan, yang
terdiri dari: 10 (sepuluh UndangUndang,4 (empaf) Peraturan Pemerintah? (dua)
Peraturan Presidend (empat) Peaturan Menteri, dan 2 (dua) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Analisisdan evaluasi hukum ini difokuskatepada peraturan perundang
undangan yang terkailengan perdagangan melalui sistem elektrorelcgmmerce di
Indonesia.

Pokja melakukarkegiatan analisis dan evaluasi hukum selama 9 (sembilan) bulan
terhitung mulai bulanMaret 2019 sampai dengan bulan November 2@Eydasarkan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi MaauRepublik Indonesia Nomor PHN
30.HN.01.01 Tahun 20IRanggal 20 Febauwi 2019tentang Pembentukan Kelompok Kerja
Analisis dan Evaluasi Hukum terkderdayjangan Dalam Negeridengan susunan

keanggotaarsebagai berikut :

Pengarah . Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto,S.H.,M.Hum.,C.N.
Penanggung Jawab . Liestiariniwulandari, S.H., M.HKepala Pusat Analisis di
Evaluasi Hukum Nasional BPHN)
Ketua . Prof. Dr. Ags Sardjono, S.H., M.H.
(Universitas Indonesia)
Sekretaris : Oki Lestari, S.H., M.Si.
(Kasubbid EkuindagtuPusanev BPHN

Anggota . 1.Drs. Bambang Hendiswara, M.TPysat Pengkajia
Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdaggng;
2. Mohamad Rosiharirfdonesian ECommerce Asosiatijn

3.Andry Satrio Nugroholristitute for Development o
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Economics and Finance

4.KamalBarok S.H., M.H.Komisi Pengawas Persainge
Usaha)

5.Sukesti Iriani, S.H., M.H. (Kabid Ekuindagtur Pus
BPHN)

6.Danang RisdiartoS.E., S.H. (Kasubbid Ekuindagtur I
Pusanev BPHN)

7.Nurhayati, S.H., M.gBPHN)

8. Mela Sari, S.HBPHN)

9. Hesti Rusti Purba, S.H. (BPHN)

10. Ardyan Erfananta$.H. (BPHN)

Sekretariat . Dinar Panca, S.KBPHN)

Tugas Tim Pokja diawali dengan kegiatan inventarisasi masalah bafanja
masalah dalam bentuk diskusi publik daRocus Group Discussioawal yang
diselenggarakatulan Maret 2019 Setelah itudilanjutkan dengan kegiatan analisis dan
evaluasi hukum terhadap seluruh Perundanglangan terkait yang hasilnya berupa
rekomendasi yang disempurnakan melalbbcus Group Discussialan rapat dengan
Narasumber/Rkar. Narasumber/Pakar yang ditunjuk merupalNarasumber/Pakar yang
berkompetenbaik dari kalangan akademisiaupunpraktisisehinggdebih mempertajam
analisis dan evahsi yang dilakukan. Seluruh bahan yang diperoleh dari serangkaian
kegiatan tersebut di atas dianalisis dan dievaluasi secard lei@ndalam sehingga
menghasilkan rekomendasi yang secara konkrit bisa ditindaklanjuti oleh
Kementerian/Lembaga terkait.

Kami meigucapkan terima kasih kepada Ketua Pokja dan para anggota Pokja, yang
telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam osemylaporan ini. Ucapan
terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber/pakar yang telah memberikan
kontribusi berupa saran dan masukan sesuai dengan kompetensi dan bidang

kepakarannya, khususnya kepaflaudara
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1. Prof. Dr. F.X. Djoko Priyono, SM.Hum (Dosen Pascasarjana FH Universitas
Diponegoro)
2. Prof.Bismar Nasution, S.H., M.fDosen Pascasarjana FH USU)
3. Bima Lag#AVPPublic Policy and Government RelatioiBokalapak)
4. Septo SoepriyatnoK@subdit Perdagangan Melalui Sistéttektronik ¢ Kementerian
Perdagangan)
5. Dr. Bryan Ami, S.H., M.Li., LL.M. (Dosen FH UlI)
6. Dr. Yu Un Oppusunggu, S.H., LL.M., @dxen FH Ul)
7. Gumawan Suryomurcito, S.H., M.@KonsultarHK)
Kami menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari sempuleia karena itu
kritik, saran, dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan dalam rangka
menyempurnakan analisis dan evaluasi ini. AkhiaKedmi berharap laporan ini dapat

memberi manfaat dan berguna bagi pengembangan dan pembinaan hukum nasional

Jakarta, November 2019

Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

Liestiarini Wulandar, S.H., MH.

PusatAnalisis dan Evaluasi kium Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkunvham
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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satutujuan berdirinya Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan
kesejahteraan umumi.! yidzl YSyYy OF LI A (Gdz2zdzZly GSNBSOodzix «a
dza I K 0 SNEF Yl | GF%aRIIya IRA 4158 (SYt3dzH NNE I I y€ S0 6 SNRE
ekonomi dengan prinp kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
S12y2YA 3/PridgsibRinsip felsebut memberikan ruang kontribusi kepada semua
warga negara Indonesiaathm membangun perekonomian nasional.

Pembangunan ekonomi memtuhkan strategi nasional. Sejak awal 2015 strategi
nasional tersebut tertuang dalarReraturan Presiden Republik Indonedlamor 2 Tahun
2015tentangRencana Pembangundangka Menengah Nas@an(RPJMN) 20180194

UndangUndang PerdaganganY SYRSTFAYA&A (Y LISNRFIlFy3Ily
kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan
melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dajdatau
dzy G dzl YSYLISNRt SK A Y05 Sdangkan Reldaandar? Dald® yNaderds A £ @
RARSTAYA&AALlFY RSy3ry @GLISNRFIFYyILY o6FNFy3I RI
wSLIz0ft A1 LYR2ySaiAl @&ly3a (AR ?P Scidhgkdnlelisppy t S NI
add K a1 SAALGlLY YSy3IStdzZIiNnégd y oFNIy3 RIENR RIS

Arah Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri tahun 2019 diarahkan untuk mendukung

pencapaian prioritas bidang perdagangan, yaitu meningkatkan perdagangan dalam negeri

! Alinea keempat Pembukaan Undadgdang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945).
2 Pasal 33 ayat (1JUD NRI Tahun 1945.
3 Pasal 33 ayat (4)UD NRI Tahun 1945.
4 Pasal 2 ayat Peraturan Presiden Republik Indonelliamor 2 Tabin 2015tentangRencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20, LNRI 20153.
5> Pasal 1 angka 1 Undathmdang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, LNRI 2014
45,
TLNRI 5512. Bdk. Carole Murray, David Holloway Ddaen Timso#iunt, Schmitthoff The Law and Practice
of
International Trade12" ed., (LondonStevens & Sons, 2012), hal. 1.
6 Pasal 1 angka 2 Undatndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
" Pasal 1 angka l18ndangUndangRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.



dan luar negeri dalam rangka mempestiperekonomian domestik dan daya saing produk

ekspor.Upaya tersebut dilakukan melalui strategi, yditu:

1. Memberikan bantuan sarana usaha perdagangan, khususnya bagi pelaku usaha dagang
kecil dan menengah, termasuk di wilayah perbatasan;

2. Memberikan penghayaan bagi pelaku usaha ekspor yaryprestasi dan show case
produk ekspor;

3. Melakukan verifikasi produk ekspor bernilai tambah dan sertifikasi produk; serta

4. Menyusun statistik perdagangan jasa untuk meningkatkan upaya perluasan ekspor jasa
Indonesia.

Adapuwn strategi pembangunan untukengemlangan perdagangan dalam negeri
antara lain: meningkatkan efisiensi jalur distribusi bahan pokok dan strategis, terutama
untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok; menerapkan Standar Nasional
Indonesia $N) secara konsisten, baik untydtoduk impor maupun produk domestik, untuk
mendorong daya saing produk nasional, peningkatan citra kualitas produk ekspor Indonesia
di pasar Internasional, serta melindungi pasar domestik dari barang/jasa yang tidak sesuai
stardar; serta meningkatkan akitas dan efisiensi perdagangan antar wilayah di Indonesia.

Terkait dengan peningkatan kualitas produk ekspor, dalam pelaksanaasrtggpat
hambatan dan kendala. Guna meningkatkan nilai ekspor produk Indonesia kiyasosn
migas, perlu diketahuihambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ekspor.
Terdapat 2 (dua) kelompok hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ekspor, yaitu hambatan
tarif dan hambatan non tarif.

1. Hambatan tarif
Tarif yang dikenakan terhadap produk yang makeksuatu negara dengan alasan
penerimaan negara tujuan dan melindungi produk domestik negara tujuan dari serbuan
barang luar negeri. Dengan adanya tarif yang dikenakan akan mengurangi daya saing
produk tersebut di negara tujuanSalah satu usaha untuk meatgsi hambatan
tarif adalah @ngan melakukan kerja sama perdagangan baik bilateral maupun
multilateral, sehingga tarif yang dikenakan terhadap produk Indonesia dapat

diminimalkan atau bahkan dihilangkan.

8 Peraturan Presiden Republik Indoneliamor72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019



2. Hambatan non tarif
Hambatan non tarif merupakan hdratan yang dihadapipelaku ekspor selain
pengenaan tarif atas produk yang masuk ke negara tertentu. Terdapat berbagai macam
hambatan non tarif, antara lain:
Kuota
Dengan adanya kebijakan kuota, negara tujuan membatasi secara ketat produk yang
diimpor untukmelindungi produk dmestik negara tujuan.
Dumping
Dumpingmerupakan pemberlakuan harga lebih rendah terhadap produk ekspor
yang dijual ke negara lain dibandingkan dengan harga normal yang diberlakukan di
pasar domestik.
Standard/compliance
Pemberlakukan taran dimana produkyang akan masuk ke suatu negara harus
memenuhi standar ataupun persyaratan khusus yang ada di negara tujuan.
Hambatan teknis dalam perdagangan
Negara tujuan menerapkan aturan teknis dalam perdagangan internasional, antara

lain kemasanpelabelan, deskripgiroduk dan laidain.

Beberapa isu strategis yang diperkirakan masih menjadi hambatan peningkatan
perdagangan dalam negeri di Indonesia antaradain:

1. Masih terdapatnya kelangkaan stok dan disparitas harga bahan pokok yang tinggi.
Kordisi ini salah satunya disebabkan oleh kurang memadai sarana dan prasarana
perdagangan terutama di kawasan timur Indonesia dan daerah pedalaman.

2. Belum optimalnya aktivitas perdagangan dalam negeri. Kapasitas pelaku usaha
domestik yang masih terbatas dan bsgjian sar masih bersifat informal
merupakan salah satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya aktivitas
perdagangan dalam negeri.

3. Masih rendahnya minat masyarakat terhadap produk domestik. Kurang baiknya citra
kualitas produk domestik yang kemudianpeiiburuk dengan perilaku konsumen

Indonesia yang lebih menyukai produk yang berkesan impor menyebabkan

® Bab 3Lampiran Peraturan Presien Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Renchaaderan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ZIIY.
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masyarakat kurang meminati produk domestik sehingga mengurangi insentif pelaku
usaha untuk menjadi produsen barang di pasar domestik.

4. Belum optimalnya ugya perindungan konsumen. Perlindungan konsumen di
Indonesia masih terkendala oleh jumlah dan kapasitas lembaga perlindungan
konsumen, tingkat kesadaran masyarakat dan produsen, terbatasnya upaya tertib
ukur, dan belum efektifnya implementasi sistem darergngkat regulasi

perlindungan konsumen.

Meski masih ditemukan hambatan sebagaimana tersebut di atasdengan
berkembangnyateknologi dan informasi yangnemberi kemudahandan fleksbilitasdi
bidang perdagangami sisi lain hal injustru memunculkansebuah daya tarik. Model
perdaganganersebut dikenal sebagai perdagangan melalui sistem elektr&thifimerce.
PerkembanganEcommerce tidak terlepas dari laju pertumbuhan internetdengan
pertumbuhan penggunayayang sedemikian pesatenjadkan internet sebaaisalah satu
media yang efektif bagi perusahaan maupun perorangan untuk memperkenalkan dan
menjual produk barang/jasa ke calon pembeli/lkonsumen di seluruh dunia.

Untuk Negara Asia, pengguna jasternet pada tahun 1998udah mencapai jurah
66 juta danJepang sebagai pengguna terbesar yakni sebanygkit@@pengguna Omzet
bisnisecommercedi Asia pada tahun 1998encapaUSD 3 Miliadandilayani oleh kurang
lebih 1.400 situs di Asia yang menawarkan berbagai jenis prdduRada ahun 2019
jumlah pengguna internet di Indonesia suddbih dari 100 juta penggund dimana ahun
2017 pasarE-commercesudah mencapaUSD 8 Miliadengan proyeksi kenaikan di tahun
2022 menjadi USD 5% Miliar. Sementara jumlah transaksiang difasilitasi oleh
marketplacetahun 2016 sebesar USD 900 Juta daengalami pertumbuhan 1.000%
tahun 2017menjadi USD 10 Miliat?> Jika dibandingkan dengan data tahi899, tahun

10 yahya Ahmad Zein, Kontrak Elektronik & Penyelesaian SerRjkatsE-commerce CV Mandar Maju,
2009
him 5.
11 https://mediaindonesia.com/read/detail/26785penggunaE-commercedi-tanahrair-akancapail683juta
diakses pada tanggal 20 amber 2019.

12 Mira TayyibaKebutuhan Peraturan Perundangan TerE&aftommerce Dsampaikan pada acara FGD Pokja
Perdagangan Dalam Negediselenggarakan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN,
Jakarta,
23
Juli 2019.


https://mediaindonesia.com/read/detail/267857-pengguna-e-commerce-di-tanah-air-akan-capai-1683-juta

2018 secara umum IMF menyatakan Asia adalah pemintpcommercedan layanan
keuangan berbasis teknologiinancial technology/fintech Hal ini terlihat dari lonjakan
transaksi ritel dalam satu #tade contohnyanegaraChinayangsebelumnyamenyumbang
1% dari total transaksi ritdcommerceglobalnamun kini angkanya sudah menjadi 45%

Berbelanja atau mlakukan transaksi secara elektronik di dunia internet atau
didunia maya sangat berbeda dengan transaksi padammya atau yang dikenal dalam
dunia nyata. Perubahan drastini menimbulkan perubaha dalam sistem kehidupan
manusia. Permintaan ataupun penawannya melalui perangkat lunak dyberworld
menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelakisnis yang kini memiliki kecenderungan
memerlukaninformasi yang cepatlan tidak memakan waktyang lama. Segmentasi atau
ruang lingkugecommercdtu meliputi 3 sisj yakniE-commerceyang terdiri dari segmentasi
bisnis ke bisnis (business to businessisnis ke konsumen lusiness to consumgesserta
konsumen ke konsumemrgnsumer to consumgt4

Peraturan perundangndangan menjadi hal yang penting untuk menuloy
perkembangan dan pertumbuhaBcommercelndonesiaagar tercipta kepastian hukum
sehingga para pelaku usaha dan konsumen dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman.
Salah satuPUU yang mengatuEcommerceyaitu UU Nomor 7 tahun 2014 tentang
PerdaganganUU Perdagangan telah mengatur mengenai perdagangan melalui sistem
elektronik atauE-commercedalam pasal 65 dan 66. Pemberlakuan atuesscommerceyang
tercantum di dalam UU Pdagangan ini berlakjugauntuk skala internasional. Maksudnya
adalah seluruhtransaksi elektronik yang dilakukan pelaku usaha dalam negeri dan luar
negeri, yang menjadikan Indonesia sebagai pasar wajib mematuhi aigcammerceyang
ada di dalam UWPerdagangan dan peraturan pelaksanaantiy@alam UU Perdagangan ini,
Pemerintah megatur bagaimana transaksi elektronik dabisnis online dapat
dipertanggungjawabkan oleh pelakisnisdan dapat memberikan perlindungan terhadap
konsumen. Tujuan dari penggman Ecommercedalam UU Perdagangan adalah untuk

memberikan perlindungan kepadahsumen dan juga bagi para pelaku usaha.

13 https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/16/130001426/inEcommercejadi-mesinpertumbuhan
ekonomtasiadiakses pada tanggal 18 Desember 2019.

14 Barkatullah, Abdul Halim, Teguh PrasetfisnisscommerceStudi Sistem &amanan dan Hukurdi
Indonesia,
Pustaka Pelajar, 2005, him 18.

15 |bid, Hal. 14



https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/16/130001426/imf-e-commerce-jadi-mesin-pertumbuhan-%20%20%20%20%20%20%20%20ekonomi-asia
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/16/130001426/imf-e-commerce-jadi-mesin-pertumbuhan-%20%20%20%20%20%20%20%20ekonomi-asia

Dalam pasal 65 UU Perdagangan ini mewajibkan pelaku Usabenmerceuntuk
menyediakan data dan /atau informasi secara lengkap dmnar sehingga akan
memudahkan untuk menelusuri legalitasnya. Hal ini sangat bd&ndaegi perlindungan
konsumen namun, implementasi dari ketentuan memerlukan aturan pelaksananya
karenaE-commercdatu sendiri sangat kompleks dan terjadiliditas negaralsu yang penting
dari perdagangare=commercedalam UU Perdagangan ini adalahghenana UU ini dapat
melindungi pelaku usaha mikro yang baru berkembang tanpa mengenyampingkan perlindungan
konsumen

Kehadiran Ecommerceini seringkalimenimbulkan keragwiaguan mengenai hukum
yang ada dan yurisdiksi hukum yang mengikat kedua belsdik piang melakukabisnis
atau transaksi. Ada sementara pihak yang berpendapat transaksi tersebut terjadi di dunia
maya, maka hukum yang berlakii dunia nyata tidak dapat diberlakukan walaupun dalam
beberapa hal terdapat pula ketentuan yang dapat dikemagada transaksi di dunia maya.

16 Namun akhirnya dlam perjalanan menyusun laporan analisis dan evaluasi hukum ini,

tanggal 25 November 2019 & disahkan Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2019

tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSEYMBE merupakaaturan

pelaksana Ecommerce yang mengacu kepada UWNomor 7 Tahun 2014 tentang

PerdaganganPP tersebut juganempertimbangkan U9 tahun 2016 tentang Perubahan

atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektroniknteibrawahal

baru dalam dunia perdagangamtara lain

1. Persamaa Perlakuan bagi pelaku usaha (dalam negeri dan luar negeri) dan pedagang
online(formal dan informal)

2. Kepentingan nasional (penguatan pelaku usaha damduk lokal), meliputi:
pengutamaan produkokal, peningkatan kapasitas pelaku usah&alp pemberian
fasilitas lainnya kepada pelaku usaha dalam negeri

3. Perlidungan Konsumemeliputi: kewajiban pelaku usaha untukenyediakan layanan
pengaduan bagi konsumen,oksumen dapat melaporkan kerugian PM&&pada
Menteri yang harus ditindaklanjuti oleh Pelaku Usalilea tidak ditindaklanjuti, Pelaku

Usaha akan masuk dalam daftar PriasiPengawasan oleh Menteri

16 Barkatullah Abdul Halim, &guh PrasetyoBisnisscommerceStudi Sistem Keamanan dan Hukum di
Indonesia, Pustaka Pelajar, 2005, lm



4. Data meliputi: kewajiban penyampaian data secara berkala dan sewaktktu serta
mekanisme pdukaran data antar K/L dan dengan otoritas lain (Bank Indonesia dan
0JK)

PP PMSE memunculkan optimisme perlindungan hutarhmadap transaksbisnisE
commercedi IndonesiaNamun adakalanya Peraturan perundamgdanganyang adaelum
dapat mengikuti lajupertumbuhan dan perkembangan hal baru di masyarakat. Saat ini
masih berkembanguisu yang berkaitan dengdhcommerceantara lainberkaitan dengan:

1. PembayaranMasih banyak pembayaran yang dilakukan melalui transfer danicash
on deliverysehingga slit dilakukan pencatatan transaksi, Banat& masih 36% (tahun
2014)

2. Infrastruktur Teknologi, Informasidan Telekomunikasi; Disparitas kecepatan akses
internet antar wilayah di Indonesia, Keterbatasan spektrum frekuensi untuk penyediaan
akses intemnet.

3. Keamanan SiberMisusedan abusedata pribadi, serangan siber yang meningkat dan
literasi mayarakat tendang keamanan siber.

4. Pendanaan Skema pendanaan alternative untuitart-up (aset intangible risiko
kegagalan tinggi)

5. Logistik Terbatasnya konektivitaslesa ke kota, kapasitas logistik belum mampu
mendorongEcommerce

6. Sumber DayaManusia; Literasi dital pengambil kebijakan, pelaku usaha dan
masyarakat, persoalan Staup serta UMKM

7. Pajak Persamaan perlakuan perpajakan terutama pajak penyeleng@avanthe-Top.

Berdasarkan latar belakantersebut di atas, Badan Pembinaan Hukuxasional
Kementerian Hukum dan HAM memandang perlu untuk melakukan kegiatan Analisis dan
Evaluasi Hukunterkait Perdagangan Dalam Negeffiokus padaEcommercé dengan
menganalisis Peraturan Perundanmdangan mulai dari tingkat Undaftiéndang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Presiden serta Peraturan Menteri terksgfperti UU Perdagangan,

UU Perlindungan Konsumen, UU Larangamangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidk SehatKhususUU Kepabeanan tidak dilakukan analisis dan evaluakim

karena sudah dilakukan oleh Tim Pokja di tahun sebelumnya (2018).



Analisis dan evaluasi hukum merupakan bagian dari kegiatan Pemantauan dan
Peninjauan yang merupakan salah satu aatadari UndangJndangniNomor15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undardndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundanyndangan Kegiatan inidiharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap pembangunan nasional khususmgmulasiterkait perdagangan dalam negeri.
Secara khusus kegiatan analisis dan evaluakum ini selain sebagai bahan dalam
penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, juga dapat digunakan
untuk Penyusunan Naskah Akademik Rancangan UAdadgng dan Pemgunan Program
Legislasi Nasional.

Dalam melaksanakan kegiatan Analisisn davaluasi Hukum ini, Tim Pokja juga
melaksanakanFocus Group DiscussidifGD) di daerah dan di Jakartéocus Group
Discussiordi daerah dilaksanakan padanggal1l3 Maret 2019 dikota Medan, Sumatera
Utara Pemilihan kota Medan sebagai tempat FGD dikakem laju peningkatan ekspor
impor di Sumatera Utara ini tergantung kepada sektor komoditi, pertambangan dan
kehutanan, begitu juga dengan perdagangan, untuk lebih bersinergi asg¢dtar ekonomi
di Sumatera Utara.

Tujuan dari pelaksanaan FGD adalaituk memperoleh data dan/atau informasi
mengenai permasalahan hukum terkpgrdagangan dalam negdfokus pada&scommercé
baik potensi disharmoni pengaturannya, hambatan/kendala maimplementasi PUldya
dan juga masukan serta rekomendasi datakehdder di daerah terhadap persoalan
tersebut. Sementara FGD di Jakarta juga telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2019 di
BPHN.

B. PERMASALAHAN
Mendasarkan uraian pada latar belaigp terdapat beberapa permasalahan yang

diidentifikasi sebagaidasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait

Perdagangan Dalam Negéokus padeecommercg, adapun permasalahan dalam kegiatan

ini adalah:

1. Peraturan perundangindangan darperaturan kebijakan apa saja yang terkait dengan
Perdagangan Dam Negeri(fokus padaecommercg, yang perlu dilakukan analisis dan

evalussi?



2. Bagaimana analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan peruadadangan dan
peraturan kebijakan terkaitPerdaganganDalam Negeri(fokus padaEcommercé
tersebut, jika ditinjau dri penilaian: ketepatan jenis Peraturan Perundang
undangannya; potensi tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas kejelasan
rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perungahgngan; dan
efektivitas pelaksanaan peraturan perundamgdangan?

3. Rekomendasi apakah yang harus ditindaklanjuti terhad2@raturan perundang

undangan yang terinvetarisir tersebut, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi?

C. TUJUAN KEGIATAN
Kegiatan Analis dan Evaluasi Hukum terkalPerdagangan Dalam Negeri

dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Menginventarisasi peraturan perundagdangan dan peraturan kebijakan terkait
Perdagangan Dalam Negdiffokus padaE-commercg, yang teridentifikasi perlu
untuk dianalisis dan dievaluasi.

2. Menganalisis dan memrgaluasi peraturan perundangndangan terkait
Perdagangan Dalam Negef(fokus pada Ecommerce¢ yang terinventarisasi,
berdasarkan penilaian: ketepatan jenis Peraturan Perundargangannya; potensi
tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas kejelasanusan; kesesuaian
norma dengan asas materi muatan perundamglangan; dan efektivitas
pelaksanaan peraturan perundaigdangan.

3. Memberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti terhadap peraturan

perundangundangan yang dievaluasi berdasarkan hasilisisadlan evaluasi.

D. RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
Objek yang dilakukan Analisis dan Evaluasi Hukum adalah peraturan perundang

undangan yang terkait dengan masald&erdagangan Dalam Nege(fokus padaE
commercg, yang terdiri darUndang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
Peraturan Menteri dan Peraturan perundangdangan lainnya yang diakui keberadaannya
menurut Pasal 8 UndaAdndang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentulkeraturan

Perundangundangan, serta peraturakebijakan yang terkait.



E. METODE
Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap

peraturan perundangindangan adalah didasarkan pada 5 dimensi penilaian, yaitu:
1. Dimensi Parasila;

Dimensi Ketepatan Jeriferaturan Perundangndangan;

Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan;

Dimensi Kejelasan Rumusan;

Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan;

o gk~ w N

Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundarangan.

Penjelasan meranai keenamdimensi penilaiandrsebut dapat diuraikan sebagai
berikut:

1. Penilaian BerdasarkaRancasila
Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan
melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundamtpangan
menginternalisagkan nilainilai yang terkandug dalam silssila dalam Pancasila.
Internalisasi nilanilai dari silasila dalam Pancaila dalam masimg@sing norma yang
terkandung dalam suatu peraturan perundangdangan adalah landasan bagi
pelaksanaan analisis dan evadi hukum terhadap suatu pera@an perundang
undangan. Nilanilai Pancasila ini terjabarkan dalam asass umum materi muatan

peraturan perundangindangan.

2. Penilaian BerdasarkaKetepatan Jenis Peraturan Perundatndangan

Peraturan perundangndangan harus benabenar memperhatikan materi muatan
yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundaci@ngan. Penilaian
terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang
undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarkatpesin perundangundangan.
Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam
pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar
pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber etdasar
pada norma gng lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang

tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dagarndnorn). Peraturan
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perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peaatur
perundangundanga yang lebih tinggiéx superiori derogat legi inferiprDalam sistem
hukum Indonesia peraturan perundagdangan juga disusun berjenjang sebagaimana
diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undddgdang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

PembentukarPeraturan Perundangndangan.

3. Penilaian Berdasarkan Potensi Disharmdtengaturan
Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui
adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak dan kewajiban, 3)

perlindungan, dn 4)penegakan hukum.

4. PenilaianBerdasarkarKejelasan Rumusan
Setiap peraturan perundangndangan harus disuusn sesuai dengan teknik
penyusunan peraturan perundangdangan, dengan memperhatikan sistematika,
pilihan kata atau istilah, teknilpenulisan dnegan menggunakan bahasa peraturan
perundangundangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa
subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara
konsisten, memberikan definisi atau batasan artiaecaga cemat. Sehingga tidak

menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas
Penilaian ini dilakukan untuk memastikan peraturan perundandangan dimaksud
sudah sesuai dengan asas materi muatan seimagna yag diatur dalam Pasal 6
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
undangan. Asas materi muatan meliputi:
1) Pengayoman
Materi muatan peraturan perundangndangan harus berfungsmemberikan
perlindungan untuk ketentramramasyaréat.
2) Kemanusiaan
Setiap materi muatan peraturan perundamgdangan harus mencerminkan
pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap

warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

11



3) Kebangsaan
Setiap materimuatan peraturan perundangindangan harus mencerminkan sifat
dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

4) Kekeluargaan
Setiap materi muatan peraturan perundamgdangan harus mencerminkan
musyawarah untuknencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5) Kenusantaraan
Setiap materi muatan peraturan perundangdangan senantiasa memperhatikan
kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang
undanganyang dibuat di daerah merugan bagian dari sistem hukum nasional yang
berdasarkan Pancasila dan Undasigdang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

6) Bhineka Tunggal Ika
Materi muatan peraturan perundangndangan harus memperhatikakeragaman
penduduk, agama, suku dan golong&ondisi khusus daerah serta budaya dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7) Keadilan
Setiap materi muatan peraturan perundangdangan harus mencerminkan keadilan

secara proporsional bagi sepiavarga negara.

8) Kesamaan kedudukan dalam kum dan pemerintahan
Setiap materi muatan peraturan perundangdangan tidak boleh memuat hal yang
bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras,

golongan, gender, atau status salsi
9) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/ata

Setiap materi muatan peraturan perundangdangan harus dapat mewujudkan

ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

12



F.

10)Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Setiap materi muatan peraturan pandangundangan harus mencerminkan

keseimbaigan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu,

masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Penilaian Berdasarkan Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan
Setiap pembentukan peraturarperundangundangan harus mempunyai kejelasan
tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan
asas pembentukan peraturan perundangdangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5
(huruf a dan huruf e) Undargndang Nomor 12 Taun 2011. Penilaian ini perlu
dilakukan untuk melihasejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan
perundangundangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung
dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan pemggdadangan.
Penilaian pada dimensi efektivitas, @dpdilakukan dengan menggunakan metode
analisis terhadap beban dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang
undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan
efekltivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai ralseban dan manfaatnya. Data
empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang
undangan), dan data yang berkaitan dengan kebencanaan. Analisis terhadap beban dan
manfaat pelaksaman peraturan perundangndangan dapat digunakan sadai
pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang

undangan.

PERSONALIA TIM POKJA
Personalia pada Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka

Perdagangan Dalamelgeri sebagai berikut:
Penanggungjawab : Liestiarin Wulandari, S.H., M.HKepala Pusat Analisis dan

Evaluasi Hukum Nasional BPHN)

Ketua : Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., Mbhiversitas Indonesia)
Sekretaris : Oki Lestari, 8l., M.Si Kasubbid Ekuindagtur | BPHN)
Anggota

1. Drs. Bambang Helswara, M.T. Rusat Pengkajian Perdagangan
Dalam Negeri Kementerian Perdaganpan

2. Mohamad RosiharrfdonesianE-commerceAsosiation)
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3. Andry Satrio Nugroho (Institute for Development of Economics and
Fnance)

KamalBarok, S.H., M.HKomisi Pengawas PersaamgUsaha)

Sukesti Iriani, S.H., M.H. (Kabid Ekuindagtur Pusanev BPHN)
Danang Risdiart&.E.,S.H(Kasubbid Ekuindagtur Il Pusanev BPHN)
Nurhayati, S.H., M.G8PHN)

Mela Sari, S.HBPHN)

Dinar Panca, S.KBPHN)

10. Hesti Rusti Purba, S.H. (BPHN)

11. Ardyan Eananta, S.H. (BPHN)
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G. JADWAL KEGIATAN

No. Bulan 1/12/3|4|/5/6|7|8]9]|10|11|12

Kegiatan

A. | POKJANRALISIS DAN EVALUASI HUKUM (AEH) (9ReldarariOktober)

1. | Pokja Analisis dan Evalua
Hukum Terkait Pedagangan
Dalam Negeri

(a) Rapat Pengarahan

(b) Rapat Pokja (1)

(c) Rapat Narasumber(1)

(d) RapatPokja (2)

(e) Rapat Narasumber(2)

() FGD di Daerah

(g0 Rapat Pokja (3)

(h) FGD di Jakarta

0] Rapat Narasumber(3)

() Penyusunan Lapord
Hasil Analisis dan Evalug
Hukum
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BAB Il

ANALISIS DAN EVALUAS| HUKUM

A. Inventarisasi Peraturan PerundarAgndangan

terkait Perdagangan Dalam Negekhususnya perdagangan melalui

Kelompok Kerja tah me

nginventarisasi peraturan perundangdangan

system

elektronik &commercé. Dari hasil inventarisasi tersebut, maka objek peraturan

perundangundangan yang dilakukan analisis dan evalsabanyak 22 (dua puluh

dua) peraturan perundangindangan, terdiri dari10 (sepuluh) UndangUndang;4

(empat) PeraturanPemerintahdan 2 (dua) PeraturanPresiden, 4 (empat) Peraturan

Menteri dan 2 (dua) Peraturan Otoritas Jasa Keuangdmcian peraturan

perundangundangan yang dijadikan obyek analisis dan evaluasi hukum sebagai

berikut :
No. |Jenis Peraturan Dasar Hukum
UndangUndang
1. |UndangUndang Republil Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27 Ay:
Indonesia Nomor 5 Tahu dan Pasal 33 Undarddndang Dasar 1945.
1999 tentang Laranga
Praktek Monopoli dar

Persaingan Usaha Tidak Se

2. |UndangUndang Nomor § Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27
Tahun 1999 tentan¢ Pasal 33 Undangndang Dasar 1945
Perlindungan Konsumen

3. |Undangq¢ Undang Nomor28 | Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C (ayatan
Tahun 2014 Tentang Hak| Pasal 33 Undangndang Dasar Negara Repuk
Cipta IndonesiaTahun 1945

4. |Undang¢ Undang Nomor 3] 1.Pasal 5 ayat (1), Pasal 2(3n Pasal 33 Undan

Tahun 2000 Tentang Desg
Industri

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Te
1945;

2.UndangUndang Nomor 5 Tahun 1984 tenta
Perindustrian  (Lembaran Negara Repul
Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambalt
Lembaran Negara Republik Indonesia Nofr
3274);

3.UndangUndang Nomor 7 Tahun 1994 tentan
Pengesahan Agreement Establishing the W

Trade Organization (Persetujuan Pembentuka
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No.

Jenis Peraturan

Dasar Hukum

Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Ne
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indon
Nomor 3%4).

5. |UndangUndang Nomor ¢ Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (1) dan ay
Tahun 2011 tentan¢ UndangUndang Dasar Negara Republik Indone
Perubahan atas Undang | Tahun 1945
Undang Nomor 9 Tahun 20(
tentang Sistem Resi Gudang

6. | UndangUndang Nomo 20| 1.Pasal 5 ayat (1), pasal 18A ayat (2), Pasal 18B
Tahun 2016 tentang Merel (2), Pasal 20, dan Pasal 33 Undaimglang Dasa
dan Indikasi Geografis Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.UndangUndang Nomor 7 Tahun 1994 tenta
Pengesahan Agreementstablishing the Worlg
Trade Organization(Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Ne
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indon
Nomor 3564).

7. | UndangUndang Nomor 13 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28C @yatdan
Tahun 2016 tentangd®en Pasal 33 Undangndang Dasar Negara Repul

Indonesia Tahun 1945.

8. |UndangUndang Nomor 7 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pas
Tahun 2014 tentang UndangUndang Dasar Negara Republik
Perdagangan Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rak
Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/19
tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demoki
Ekonomi.

9. |UndangUndang Nomor 2( Pasal5 ayat (1), Pasal 20, ddpasal 33 Undang
Tahun 2014 tentan¢ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Té
Standarisasi dan Penilaig 1945.

Kesesuaian

10.| UndangUndang Nomor 19 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 258alFPz8D
Tahun 2016 tentang ayat (1),Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat
Perubahan UU Nomor 1 Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ay
Tahun 2008 tentang dan Pasal 33 ayat (2) Undabgdang Dasa
Informasi dan  Transak Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Elektronik 2. UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tental

Informasi dan Transakdtlektronik (Lembam
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No
58, Tambahan Lembaran Negara Repu
Indonesia Nomor 4843).

Peraturan Pemerintah
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No.

Jenis Peraturan

Dasar Hukum

11.

Peraturan Pemerintah No. 3
Tahun 2011 tentang Tindaka

1.

Pasal 5 ayat (2) Undaitdndang Dasar Nega
Republik Indonesia Tahun 1945;

Antidumping, Tindakat 2. UndangUndang Nomor 7 Tahun 1994 tenta
Imbalan dan Tindaka Pengesahan Agreement Establishing The W,
Pengamaan Perdagangan Trade Organization (Persetujuan Pembentul
Organisasi Perdagangan Dunia);
3. UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tenta
Kepabeanan sebagaimana telah diubah den
UndangUndang Nomor 17 tahun 2006 tentat
Perubahan atas UndarAgndang Nomor 1(
Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
12. |Peraturan Pemerintal 1. Pasal 5 ayat (2UndangUndang Dasar Nega
Nomor 29 Tahun 201 Republik Indonesia Tahun 1945;
tentang Cara Pembayara | 2. UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tenta

dan Cara Penyerahan Bara
dalam Kegiatan Ekspor dg

Perdagangan.

Impor
13. | Peraturan Pemerintah Nomd 1. Pasal 5 ayat (2) Undaténdang Dasar Nega
34 Tahun 2018 tentan Republik Indonesia Tahun 1945;
Sistem Standarasasi dan 2. UndangUndang Nomor 7 Tahun 20l4 tenta
Penilaian Kesesuaian Perdagangan (Lembaran Negara Repu
Indonesia Tahun 20Il4 Nomor 45, Tambal
Lembaran Negara Republik Ind@sia Nomor
5512);
3. UndangUndang Nomor 20 Tahun 20I4 tenta
Standardisasi dan  Penilaian  Kesesug
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta
2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Neg
Republik Indonesia Nomor 558a).
14. | Peraturan Pemeritah Nomor| 1. Pasal 5 ayat (2) Undaitdndang Dasar Nega
24 Tahun 208 tentang Repubiik Indonesia Tahun 1945;
Pelayanan Perizinan Berusa 2. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tenta
Terintegrasi Secara Elektron Penanaman Modal (Lembaran NegdRapublik
Indonesia Tahun 2007 Nom&?7, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nor
47241,
3. UndangUndang Nomor 23 Tahun 20I4 tenta

Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2
Tambahan Lembaran Negara Republik Irekia
Nomor 5587) sebagaimana teldieberapa kai
diubah terakhir dengan UndangUndang Nomg
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua A
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tenta

17



No.

Jenis Peraturan

Dasar Hukum

Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
Tamkahan Lembaran Negara Republik Indsia
Nomor 5679)

Peraturan Presiden

15.

Pemturan Resden Nomor
98 Tahun 2014 tentan
Perizinan untuk Usaha Mikr
dan Kecil

1. Pasal 5 ayat (2) Undaitndang Dasar Nega
Republik Indonesia Tahun 1945

2. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004

3. UndangUndang Nomor20 Tahun 2008 tentan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah

4. UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tenta
Perdagangan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20
tentang Pelaksanaan Undatundang Nomor 2(
tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil d
Menengah

16.

Peraturan Presiden Nomo
74 Tahun 2017 tentang Pe
Jalan Sistem Perdagang
Nasional Berbasis Elektron
(Road Map Ecommercg
Tahun 20172019

Pasal 4 ayat (1) Undandgndang Dasar Negar:
Republikndonesia Tahun 1945

Peraturan menteri

17.

Peraturan Menteri
Perdagngan Republil
Indonesia Nomor 83 Tahu
2017 tentang Pembinaa
Terhadap Pelaku  Usal
Dalam Rangk
Pengembangan Ekspor

1. UndangUndang Nomor 39 Tahun 2008 tenta
Kementerian Negara;

2. UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tenta
Perdagangan;

3. UndangUndang Nomor 23 ahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana te
beberapa kali diubah, terakhir dengan Unda
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peruba
Kedua atas hdangUndang Nomor 23 Tahu
2014 tentang Pemerintahan Daerabh;

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahunl8Gentang
Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2(
tentang Kementerian Perdagangan,;

6. Peraturan Menteri Perdagangan NomOB/M-
DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan
Kerja Kementerian Perdagangan;

7. Peraturan Menteri Perdagaag Nomor 19/ M
DAG/PER/3/ 2016 tentang Organisasi dan T
Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pendid
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No.

Jenis Peraturan

Dasar Hukum

dan Pelatihan di Kementer

Perchgangan.

Lingkungan

18.

Peraturan Menteri
Perdagangan Republ
Indonesia No. 47/M
DAG/PER/6/2016 tentan
Peningkatan Paygunaan

Produk Dalam Negeri

1.

2.

3.

UndangUndang Nomor 39 Tahun 2008 tenta
Kementerian Negara,;

UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tenta
Perdagangan;

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tenta
Pemerintahan Daerah sebagaimana te
beberapa kali diubah, terakhiredgan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tenta
Perubahan Kedua atas Undadgdang Nomot
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

19.

Peraturan Menteri
Perdagangan No. 36 Tah

2018 tentang Pelaksanasg
Pengawasan Kegiate
Perdagangan

. UndangUndang Nomor 39ahun 2008 tentan(

Kementerian Negara;

UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tenta
Perdagangan;

UndangUndang Nomor 20 Tahu2014 tentang
Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian;
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tenta
Pemerintahan Daerah sebagaimana te
beberapa kali diubah, terakhir dengan Unda
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peruba
Kedua atas UndanAgndang Nomor 23Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tents
Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Preside Nomor 48 Tahun 201
tentang Kementerian Perdagangan;

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2(
tentang Penetapan dan Penyi@nan Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/
DAG/ PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat
Usaha Perdagangan sebagaimana telah bebe
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Ments
Perdagangan Nomor 07/ MdAGPER/2/2017
tentang Perubahan Ketiga atas Peratul
Menteri Perdagangan Nomor 36AV
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat
Usaha Brdagangan;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/
DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum
bidang Impor;

10.Peraturan Meng¢ri Perdagangan Nomor 90AvV

DAG/PER/12/2014 tentang Penataan ¢
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No.

Jenis Peraturan

Dasar Hukum

11.

12.

13.

Pembinaan Gudang;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/
DAG/PER/2/216 tentang Organisasi dan Tg
Kerja Kementerian Perdagangan;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/|
DAG/PER/3/2016 tdang Ketentuan Umun
Distribusi Barang;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/
DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bid
Perdagagan.

20.

Peraturan Menteri
Perdagangan Republ
Indonesia Nomor 66 Tahy
2019 tentang Perubaha
atas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 22/M
DAG/PER/3/2016 tentan
Ketentuan Umum Distribus
Barang

UndangUndang Nomor 3 Tahun 1982 tenta
Wajib Daftar Parsahaan (Lembaran Nega
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indon
Nomor 3214);

UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tenta
Larangan Praktek Monopoli dan Persaing
Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Rep
Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nor
3817);
UndangUndang Nomor 25Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Repu
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambal
Lembaran Negara Republik Indonesia Nor
4724);

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 tenta
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lemba
Negara Republik Indesia Tahun 2008 Nomc
93, Tambahan Lembaran Negara Repu
Indonesia Nomor 4866);

UndangUndang Nomor 39 Tahun 2008 tenta
Kementerian Negara (Lembar&egara Republi
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tamba
Lembaran Negara Republik Indonesia Nor
4916);
UndangUndang Nomor 7 tahun 2014 tentar
Perdagangan (Lembaran Negara Repu
Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambal
Lembaran Negara Republik Indesia Nomor
5512);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2(
tentang Waralaba (Lembaran NegaRepublik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambal
Lembaran Negara Republik Indonesia Nor
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No.

Jenis Peraturan

Dasar Hukum

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tent

4742);

Organisasi Kemeatian Negara (Lembarag
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No
8);

9. Peraturan Presiden Nomod8 Tahun 2015
tentang Kementerian Perdagangan (Lemba
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No
90);

10.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/]
DAG/PER/2/201G@entang Organisasi dan Ta
Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Neg
Republik Indonesia hian 2016 Nomor 202);

Peraturan Otoritas Jasa Keuanga

21.

Peraturan  Otoritas Jas
Keuangan Nomo
77/POJK.01/2016  tentan
Layanan Pinjam Meminjar
Uang Berbasis Te&logi
Informasi

UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tenta
Otoritas Jasa Keuangabefmbaran Negara Repub
Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tamba
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 525

22.

Peraturan  Otoritas  Jas
Keuangan Nomo
13/POJK.02/2018  teang
Inovasi Keuangan Digital

Sektor Jasa Keuangan

UndangUndang Nomor 21Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Rep
Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tamba
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 525
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B. HASIL ANALISIS BAVALUASI PERATURAN PERUNDANIANGAN TERKAIT PERDAGANN DALAM NEGERI

Hasil analisis dan evaluasi dari peraturan perundamgangan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Undangg Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaisggima Tidak Sehat

a. Jumlah Pasal
b. Berlaku Pasal

c. Rekomendasi

: 53 Pasal
: Seluruh Pasal

: Terdapat Pasal yang mebutuhkan sinkronisasi/persamaapenafsiran dengan Undanndang Nomor 7 Tahun 2014

tentang Perdagangan

NO. |PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI P
(Judul, Konsiderang
DasarHukum, Penjelasg
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
Konsideran Dimensi Menjalankan | Diamanatkan UU No 12 Tahun 2011 Tenta Tetap
Ketgpatan ketentuan UWD | untuk diatur Pembentukan Peraturan Perundar
Jenis PUU dalam bidang | dalam UU, Undangammenegaskammateri muatan
ekonomi namuntidak yang harus diatur dengan UU berisi:
disebutkan a. Pengaturan lebih lanjut mengen
materinya ketentuan UndandJndang Dasar

Negara Republik Indonesia;

b. Perintah suatu UndangJndang
untuk diatur dengan Undang
Undang;

c. Pengesahan perjanjig
internasional tertentu

d. Pemenuhan kebutuhan huku
masyarakat;

Pasal 33 ayat (5) UUD 19

mengamanatkan lebih lanjut mengen

pelaksanaan @sal ini diatur dalam UU
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NO. |PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI P
(Judul, Konsiderang
DasarHukum, Penjelasg
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7

Yang dimaksud ehgan pasal in
berkenaan dengan:
(1) Perekonomian disusun sebagai usi
bersama  berdasar atas as
kekeluargaan.

(2) Cabangcabang produksi yan
penting bagi negara dan yai
menguasai hajat hidup orang bany
dikuasai olemegara.

(3) Bumi dan air dakekayaan alam yan
terkandung di dalamnya dikuag
oleh negara dan dipergunakan unt
sebesatbesar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasiong
diselenggarakan  berdasar at
demokrasi ekonomi dengan prins
kebersamaan, efisiensi Heradilan,
berkelanjutan, lkerwawasan
lingkungan, kemandirian,  ser
dengan menjaga keseimbang
kemajuan dan kesatuan ekonot
nasional.

Ketentuan di

konsideran

atas tercermin dala
menimbang dalam U

Larangan  Praktik  Monopoli  dg
Persaingan Usaha Tidak Seyaitu:
a. bahwa pembanguna  bidang

ekonomi harus diarahkan kepag

terwujudnya kesejahteraan rakyi
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NO. |[PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI P
(Judul, Konsiderang
DasarHukum, Penjelasg
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
berdasarkan Pancasila dan Unda
Undang Dasar 1945;

b. bahwa demokrasi dalam bidarn
ekonomi  menghendaki adany
kesempatan yang sama bagi set
warga Negara unik berpartisipasi d
dalam proses produksi da
pemasaran barang dan atau jas
dalam iklim usaha yang sehat,efek
dan efisien sehingga dap
mendorong pertumbuhan ekonon
dan bekerjanya ekonomi pasar ya
wajar;

Pasal 1 - - - Tidak ada temuan Tetap
Pasal 2 Dimensi Kesesuaian |Berisihahal [LAGAf I K AGRSY2{ NI &|Tetap
Pelaku usaha di IndonegKejelasan dengan lain yang dalam hukum positif melalui Perubah
dalammenjalankan Rumusan sistematika dan bersifat umum |Keempat UUD NRI Tahun 19
kegiatan usahanya teknik yang berlaku |Demokrasi adlah konsep polik yang
berasaskamemokrasi penyusunan |bagi pasal ataulmenghendaki partisipasi dan kont
ekonomi dengan Peraturan beberapa pasal publik atas kekuasaan. Dari perspektif
memperhatikan Perundang berikutnya ekonomi juga dapat menjadi sug
keseimbangan antara undangan bentuk kekuasaan. Namun penggabun

kepentinganpelaku usah
dan kepentingan umum.

Rdz: 1+FdGF &FAdGdz aR
berasal dari ilmu yang berbedaq
demokras ekonomi ¢ tidak sertamertg
membentuk konsep atau makna Y4
dapat dimengerti, dan oleh karena

dapat diatur secara sistematis.

24



NO.

PENGATURAN/PASAL/B/
BAGIAN LAIN DARI P
(Judul, Konsiderang
DasarHukum, Penjelasg
Lampiran)

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

6

Dikaitkan dengan perdagangaermasul
perdagangan dengan system elektrg
(ecommercg demokrasi ekonor
menjadi lebih alit untuk dimengeti.
Pertama, perdagangan umumri
mengutamakan  untungugi. Kedug
dalam melakukan aktivitas perdagan
para pihak secara sadar maupun ti
sadar menerapkan prinsip efektivitas (
efisiensi. Ketiga, ilmu ekono
mempunyai banyak aliran Negarg
melalui peraturan hukum positif dap
mengadopsi suatu aliran ilmu ekonomi

Namun dalam suatu negara VY
demokratis seperti Indones
pengadopsian prinsip kekeluargaan g
ekonomi kerakyatan ¢ apapun yan
dimaksud dengan itug tidak pernal
melarang aktivitas konomi yang mencg
keuntungan semata. Hal tersebut ny
RSy3aly I|RIyel 1
Pasal 33 ayat 4 UUD NRI Tahun 1945,

Pasal 3

Tujuan pembentukan
undangundang ini
adalah untuk:

Dimensi
Kejelasan
Rumusan

Ke®suaian
dengan

sistematika dan
teknik

Berisi halhal
lain yang
bersifat umum
yang berlaku

Seyogianya semua undangdang yang
dianalisis dan dievaluasi diperiks
terlebih dahulu tujuan pembentukannyg
untuk mendapatkan ketajamandan

Ubah

Tujuan pembentukan
UU Antimonopoli
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PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI P
(Judul, Konsiderang
DasarHukum, Penjelasg
Lampiran)
2 3 4 5 6 7
a. menjaga kepentingan penyusunan |bagi pasal ataul memberikan panduan untuk sebaiknya dilihat
umum dan Peraturan beberapa pasal menafsirkan atau melaksanakan sug dalam hubungannya
meningkatkan Perundang berikutnya undangundang dalam rangka mencapdengan Pas& UJ
efisiensi ekonomi undangan kepastian hukumTujuan pembentukan Perdagangan
nasionalsebagai salal UU Antimonopoli inisebaiknyadilihat
satu upaya untuk dalam hubungannya dengaresal 3 UU
meningkatkan Perdagangan yang memberikg
kesejahteraan rakyat panduan tentang tujuanpengaturan
b. mewujudkan iklim kegiatan perdagangan
usaha yang kondusif
melalui pengaturan Kondisi saat ini @hgan berkembangnya
persaingan usahayan Ecommerce sangat memungkinkar
sehat sehingga adanya perdagangan antar negara yal
menjamin adanya dapat mengakibatkan iklim persaingg
kepastian usaha tidaksehat d Indonesia Baik
kesempatan berusah karena adanya predatory pricingatau
yangsama bagi peta seorang pedagang dari luar nege
usaha besar, pelaku menjual barangnya dengan harga sang
usaha menengah, da murah dengan tujuan mematikar
pelaku usahakecil; penjual barang yang sama di dala
c. mencegah praktek negeri dan penjualanya menggunaky
monopoli dan atau platform E-commerce Maka itu perlu
persaingan usaha perubahan hukum untuk mengatu
tidak sehat yang perubahan yang terjadi secara mag
ditimbulkan oleh salah satu caranya dengan
pelaku usaha; dan menyesuaikan tujuan pembentukan U
d. terciptanya efektivitag dengan UU Perdagangan
dan efisiensi dalam
kegiatan usaha.

26



NO. |PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI P
(Judul, Konsiderang
DasarHukum, Penjelasg
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
4. |Pasal 4Pasal 35 - - - Tidak ada temuan Tetap
5. |Pasal 36 ayat (3) DimensiPotensj Kewenangan |Ada pengaturar Dalam Pasal 1 angkaU4ndangUndang|Ubah
(3)Melakukan Disharmonisasi mengenai No. 8 Tahun 1981 Tesmig Hukum Acar
penyelidikandan atau kewenangan |Pidanamenyebutkan bahwaPenyelidik Pengaturan mengena
pemeriksaan terhadap pada peraturan adalah pejabat polisi negara Repul batas kewenangan
kasus dugaan praktek yang séingkat, |Indonesia yang diberi wewenang ol{penyelidikan yang
monopolidan atau tetapi undangundang ini untuk ralakukan|dilakukan antara
persaingan usaha tidak memberikan |penyelidikan. Dan Pasal 4 disebutkg Pejabat polisi Negarg
sehat yang dilaporkan kewenangan |bahwa Penyelidik adalah setiap pejal Republik Indonesia
oleh masyarakat atau yang sama polisi negara Repuifl Indonesia. dengan Komisi agar
olehpelaku usahatau tidak terjadi tumpamy
menghadirkan pelaku Sesuai dengan ketentuan tersebuti|tindih kewenangan
usaha, saksi, saksi ahli, atas yang berwenang melaksanak
atau setiap kegiatan penyelidikan adalah pejab
orangsebagaimana polisi Negara Republik Indosia. Tetap
dimaksud huruf e dan dalam Pasal 36 ayat (3) UU Nomo
huruf f, yang tidak Tahun 1999 timbul kewenangan ba
bersedia memenuhi yang diberikan kepada Komisi dalar
panggilanKomisi; melaksanakan kegiatan penyelidik
sebagai langkah awal dari investigdan
terlepas apakah hasil pemeriksa
tersebut dilanjutkan atau tidk, namun
tetap dianggap sebagai penyelidik
yang berpotensi ditingkatkan menja
penyidikan
6. |Pasal 37Pasal 40 - - - Tidak ada temuan Tetap
7. |Pasal 41 aydtl) dan (2) |DimensiPotensi Kewenangan |Ada pengaturar Frasa penyelidikan emimbulkan| Ubah
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NO. |PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI

BAGIAN LAIN DARI P
(Judul, Konsiderang
DasarHukum, Penjelasg
Lampiran)

1 2 3 4 5 6 7
(1) Pelaku usaha dan | Disharmoni mengenai ketidakpastian hukum karena tidak a
atau pihak lain yang kewenangan |kejelasan lebih lanjut apakg Perlu diperjelas
diperiksa wajib pada perduran |kewenangan penyelidikan yang dimilkewenangan
menyerahkan alat bukti yang setingkat,|oleh KPPU merupakan penyelidik penyelidikan yang
yangdiperlukan dalam tetapi pidana ataukah kewenanganuntuk |dimiliki oleh KPPU
penyelidikan dan atau memberikan | melakukan pemeriksaan administratif. | merupakan
pemeriksaan. kewenangan |Karena sesuai dengan Undadgdang|penyelidikan pidana
(2) Pelaku usahdilarang yang sama No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Ac|ataukah
menolak diperiksa, Pidana Pasal 1 ayat 5 yang dimak{kewenaigan untuk
menolak memberikan dengan Penyelidikan adalah serangkg melakukan
informasi yang tindakan penyelidik untuk mencari dg pemeriksaan
diperlukan dalam menemukan suatu peristiwaayg didugg administratif
penyelidikan dan atau sebagai tindak pidana guna menentuk
pemeriksaan, atau dapat atau tidaknya  dilakuka
menghambat proses penyidikan menurut cara yang diat
penyelidikan dan atau dalam undangundang ini.
pemeriksaan.

8 |Pasal 4zPasal 43 - - - Tidak ada temuan Tetap

9. |Pasal 44 ayat (4) DimensiPotensj Kewenangan |Ada pengaturar Dalam pasal ini disebutkan bahwa Ko Ubah

(4) Apabila ketentuan
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat
(2) tidak dijalankan oleh
pelaku usahakomisi
menyerahkan putusan
tersebut kepada penyidi
untuk dilakukan
penyidikansesuai denga

ketentuan peraturan

Disharmonisasi

mengenai
kewenangan
pada peraturan
yang setingkat,
tetapi
memberikan
kewenangan
yang sama

menyerahkan putusan kepada penyid
Namun tidak jelas pihak penyidik ri
Komisi itu sendiri atau penyidik dg
pihak kepolisian yang berwenang unt
menindaklanjuti hasil putusan paq
tahap penyidikanDiddam PUU ini jug
tidak diatur mengenai mekanism
pemberitahuan dimulainya penyidikg
dan hasilpenyidikannya kepada Penyiq

Pejabat Polisi Negara Republik Indone
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NO. |PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI P
(Judul, Konsiderang
DasarHukum, Penjelasg
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
perundangundangan Karena sesuai dengan ketentubtlukum
yang berlaku. Acara Pidana Undarddgndang No. §
Tahun 1981 Pasal 1 ayat 1sebutkan
bahwa Penyidik adalah pejabat po
negara Republik Indonesia atau Peja
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang dib
wewenang khusus oleh undangdang
untukmelakukan penyidikan.
10.|Pasal 4%, Pasal 46 - - - Tidak ada temuan Tetap
11.Pasal 47 ayat (1) DimensiPotensi Kewenangan |Adanya Dalam bab tentang sanksi ini terdagUbah
(1) Komisi berwenang |Disharmonisasi pengaturan pengaturan penjatuhan sank
menjatuhkan sanksi mengenai administratif, pidana pokok dan pidar
berupa tindakan kewenangan [tambahan ini disatuka dalam Bab.

administratif terhadap
pelaku usaha yang
melanggar ketentuan
Undangundang ini.

yang sama pad
peraturan yang
berbeda

Meskipun dalam Pasal 47 ayat
dikatakan bahwa Komisiberwenang
menjatuhkan sanksi berupa tindak
administratif tetapi hal ini bisa saja ak
menimbulkan persepsi bahwa Kom
dapat menjatuhkan sanksi pidaf
sehingga akan timbul ketidakpaest
hukum.

KPPU mempunyai fungsi penegal
hukum khususnya Hukum Raingan
Usaha, namun KPPU bukanlah lemb
peradilan khusus persaingan usa
Dengan demikian KPPU tidak berwen:

menjatuhkan sanksi baik pidana maup
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NO.

PENGATURAN/PASAL/BA
BAGIAN LAIN DARI P

(Judul,

DasarHukum,

Lampiran)

Konsideran;
Penjelasg

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

6

perdata. Kedudukan KPPU el
merupakan  lembaga  administrat
karena kewenangan yang melek
padanya adlah kewenangal
administratif, sehingga sanksi ya
dijatuhkan merupakan sank
administratif. Bukan menjatuhkan sank
baik pidana maupun perdatkarena
merupakan wewenang dari bada
peradilan untuk menjatuhkan sanksi.

12.

Pasal 47 ayat (1)

Dimensi
Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
Perundang
undangan

Aspek
Kekosongan
Pengaturan

Belum ada
pengaturan

Industri Ecommercemenciptakan pasa
kompetitif dan  kondusif  karen
memberikan peluang kepada semu
pelaku usaha untuk masuk ke sug
pasar dengan mudah melalui meq
internet. Banyaknya pelaku usaha dal
suatu pasar akan memberikan bany
pilihan bagi konsumen untuk membg
produk yang berkualitas dengan harn
yang murah. Meski deikian, E
commerce dalam perspektif hukun
persaingan usha dapat berdampa
negative. Misalnya ketika seorang pels
usaha menjalankan beberapa webs
untuk mengelabui konsumen, sehing
tercipta diskriminasi harga yang dap
menyebabkan berkurangan kekuat

pasar dalanBusiness to Consum@s2C

Tetap
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NO.

PENGATURAN/PASAL/BA

BAGIAN LAIN DARI
(Judul,
DasarHukum,
Lampiran)

P

Konsideran;
Penjelasg

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

6

dan pasar kowensional. Perlu adany
pengaturan dalam  Undargndang
Nomor 5 Tahun 1999 mengen
ecommerce serta peran Kom
Pengawas Persaingan Usaha (KH
dalam industriEcommerce Pengaturan
tersebut berkaitan dengan tugas da
kewenangan KPPU dalam Industs
commerce Dengan adanya pengatur:
secara jelas, maka tindakan pelaku us
E-commerceyang menyebabkan prakte
monopoli dan persaingan usaha tid
sehat dapat dihentikan dan kepenting
konsumen akan teridungi

13.

Pasal 47, 48 dan 49

Dimensi
Kejelasan
Rumusan

Kesesuaian
dengan
sistematika dan
teknik
penyusunan
peraturan
perundang
undangan

Perumusan
sanksi
administrasi da
sanksi
keperdataan
sesuai dengan
petunjuk

Pasal 47 merupakan pasal mengg
sanksi administratif Sedangkan pasal
dan 49 mengenai sanksi Pidana. Ke
pasal sanksi tersebut terdapat dalg
satu Bab yaitu Bab VIII mengenai San

Sanksi pidana sebaiknya ditempatkan
Bab tersendiri ssuaidengansistematika|
dan teknik penysunan dalam UU No.]
Tahun 2011 Lampirai No. 65 dan Ng
115:
1 Nomor 65. Jka norma vyar

memberikan sanksi administratif atg

keperdataan terdapat lebih dari sa

Ubah

Menempatkan saksi
Pidana pada Bab
tersendirisesuai
dengan sistematika
dan teknik
penyusunarPUu
Lampiran IUUNo0.12
Tahun 2011
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NO. |PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI P
(Judul, Konsiderang
DasarHukum, Penjelasg
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7

pasal, sanksi administratif atau san

keperdataan dirumuskan dalam pas

terakhir dari tagian (pasal) tersebu

Dengan demikian diak merumuskar

ketentuan sanksi yang sekalig

memuat sanksi pidana, sank

perdata, dan sanksi administral

dalam satu bab.

1 Nomor 115. Ketentuan pidang

ditempatkan dalam bab tersendit

yaitu bab ketentuan pidanayang

letaknya sesudah materi pokok ya

diatur atau sebelum bab ketentug

peralihan. Jika bab ketentua

peralihan tidak ada, letaknya adal

sebelum bab ketentuan penutup.

14|Pasal 50 - - - Tidak ada temuan Tetap
15|Pasal 51 Dimens Aspek Belum ada Dalam pasal ini ada perlakuan khugUbah

Monopoli dan atau Efektivitas kekaosongan pengaturan pengecualian monopoli terhadap Bad| Diperlukan pengaturg
pemusatan kegiatan Pelaksanaan |pengaturan Usaha Milik Negara dan hanya beberd jelas dan tegas
yang berkaitan dengan |Peraturan BUMN yang diamanatkan melalui pajmengenai
produksi dan atau Perunding ini  yang dibolehkan  memonopgkewenangan BUMN
pemasaran barang dan |undangan kegiatan usaha  Tetapi dalan)terkait hak monopoli
atau jasa yang pelaksamannya, beberapa anggota dqyang dimilikinya
menguasai hajat hidup BUMN seringkali melakukan monop|tersebut.
orang bangk serta karena pelaku usaha/anggota BUN
cabangcabangproduksi cenderung berlindung dibalik pasal i
yang penting bagi negar Berbeda dengan isi dari Pasal 19 sar
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NO. |PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI P
(Judul, Konsiderang
DasarHukum, Penjelasg
Lampiran)

1 2 3 4 5 6 7
diatur dengan undang jelas  pengaturan dan pelarang
undang dan monopoli dan persaingarusaha tidak
diselenggarakan oleh sehat kepda tiap pelaku usahg
Badan Usaha Milik Dikaitkan dengn UUD NRI Tahun 19
Negara dan atau badan monopoli yang diselenggarakan BUN
atau lembaga yang selaras dengan semangat pengatul
dibentuk atau ditunjuk dari pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 UUD
oleh Pemerintah. Tahun 1945. BUMN sebagai alter €

Negara dalam melaksanakan mondg
atau pemusatan kegian produksi
dan/atau pemasaran barang dan jaj
Namun ketentuan ini daps
bertentangan dengan Pasal 33 ayat
UUD NRI Tahun 1945 Perubal
Keempat

Diperlukan pengaturan jelas dan teg
mengenai kewenangan BUM#HIrkait hak
monopol  yang  dimilikinya ag
kedepannya tercipta lingkung
persaingan usaha yang kompetitif ¢
sehat.

16|Pasal 5%, Pasal 53 - - - Tidak aé temuan Tetap
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2. Undangg Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

a. Jumlah Pasal
b. Berlaku Pasal
c. Rekomendasi

: 65Pasal
: seluruh pasal
: Perludiatur mengenaibarang digital darpelaku transaksi digitaseiringdenganpesatnyapertumbuhanE-commercedi

Indonesia

: Perlu adanya perubahan pasal yang mendorong pengajuan gugatan masalah pettansa
kepada penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
1. |Konsideran/Dasar Hukur Dimensi Mengatur lebih| Diamanatkan |Bagian ini  sudah  menyebutké Tetap
Penilaian lanjut ketentuan untuk diatur ketentuan dalam UUD RI Negara 1944
ketepatan jenis dalam UU,
PUU namun tidak
disebutkan
materinya
2 | Judul Dimensi Kesesuaian Judul Sebagaimanalidefinisikan dalam pasgq Ubah
Penilaian dengan Mencerminkan|1 angka 1,6t SNJI A y R dzy 3 [Judul perlu
Kejelasan sistematika dan isi PUU adalah segala upaya yang menjanidisesuaikan dengan
Rumusan teknik adanya kepastian hukum  untu|penggantian diksi
penyusunan memberi perlindungan kepaddyang tepatatau perlu
PUU 12yadzySy o¢ Y I Y dza |dilakukan
Indonesia membedakan lem{penyesuaian
GLISNI Ay Rdzy 3l yé R [terhadap judul
Yang pertama é&rarti 1. tempat | menjadi
berlindung; 2. Hal (perbuatan dan{é t St A y Rdzy 3
sebagainya) memperlindung|Y 2 y & dzY Sy ¢
{SYSyGFN: ely3a 1S
OF N} LISNbBdz Gy
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PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)
2 3 4 5 6 7
lema ini sudah dikenal sejak lama.
Gt St AYRdzy 3l y¢ RA 3
dalam UU Hak Cipta, UU Paten, |
Merek dan Indikasi Geografis, U
Pedagangan. Sementara itu, selain U
Perlindungan Konsumen
GLISNI Ay Rdzy 3l yé RA
dalam UU Merek dan Indikas
Geografis, dan UU Informasi dg
Transaksi Elektronik. Mengingat
perbedaan makna perlindungan daq
pelindungan, definisi yang diberika
oleh, serta tujuan dari UU Perlindungg
Konsumen, maka diksi yang seharusr|
digunakan adalaRelindungan.
Bagian Mengingat Dimensi Penggunaan |Konsisten antafBagian mengingat ini masih meryUbah
Penilaian bahasa, istilah,| ketentuan pada ketentuan Undanigndang Das
Kejelasan kata 1945 sebelum perubahan. Merujuk kepada UULC
Rumusan Negara Republik
Indonesia setelah
perubahan
Pasal 1 angka 2 Dimens Penggunaan |Tepat Pasal 1 angka 2 UU ini menggunalUbah
Konsumen adalah setiap Penilaian bahasa, istilah, GSNX¥YAYy2f23A & urBuk
orang pemakai barang |Kejelasan kata mendefinisikan ~ Konsumen. Apak|{- Perlu penyesuan
dan/atau jasa yang Rumusan dalam hal ini pengertian konsumg definisia { S A
tersedia dalam RFEFY ! AyA (GAR| hNJI gubyeknya
masyarakat, baik bagi K dz]l dz¥fechtspérsoo)? Bandingkal termasuk juga
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)

1 2 3 4 5 6 U
kepentingan diri sendiri, RSy 3ly LISY3ISNIALY| BadanHukum
keluarga, orang lain, Pasal 1 angka 3 yang secara eksg- Perlu
maupun makhluk hidup YSYRSTFAYAAALFY at| menambahkan
lain dan tidak untuk & h NlpefsBorangan atau badan usa] RS TFTAY A & A
diperdagangkan. baik yang berbentuk berbadan huky ! y I NI £

Y| dzLddzy GARF {1 o6 SNB| menambahkan
cBadan Hukum
Dimensi Aspek Belum ada Teknologi yang semakin cangg dalam definisi
Penilaian kekosongan |pengaturan maraknyamarketplacedan online shog  Konsumen
Efektivitas peraturan yang dibuat oleh peroranga- Rekon definisi
Pelaksanaan menyebabkan konsumen tidak han| ¢&Konsumed R A
PUU menjadi pengguna akhir,tapi juga| Perdagangan
menjadi konsumen antara yang menji  dengan UU
kembali (e-selle) barang yang sudg Perlindungan
dibeli. Konsumen jenis inbelum diatur] Konsumen
didalam UU Perlindungan Konsumg
sehingga perlu diatur agar tidak terjg
kekosongarpengaturan.

5 |Pasal 1 angka Dimensi Penggunaan |Belum ada 1. Sebagaimana didefinisikan, pelgUbah
Pelaku uaha adalah Penilaian bahasa, istilah,| pengaturan usaha akan mencakupdividubadan
setiap orang perseorangi Kejelasan kata usaha yang menjual bang atau/- Perlu
atau badan usaha, baik |Rumusan menyediakan jasa untuk sesek dipertimbangkan
yang berbentuk badan karena dasarnya adalah perjanjig menambahkan

hukum maupun bukan
badan hukum yang
didirikan dan
berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalg

Definisi  yang
mengkategorikan
mempunyai online shop untuk
menjual barang bekas  atg
melakukan kegiatan garage sdl

demikian  dap
seseorang Yya

1F3dS32NA
terus menerus
atau berulang
dzt I y3€¢ LIk
defisy A & A ud i
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)

1 2 3 4 5 6 U
wilayah hukum negara sebagai pelaku usaha. dza I K| €
Republik Indonesia, baik| Oleh karena itu, perlu(- Rekon definisi
sendiri magpun bersama RALISNIAYOlY3ILY Gt St I 1 dz
sama melaluperjanjian diberikan kategori tambahan, yakl UU Perdagangan
menyelenggarakan melakukan kegiatan usaha dalg dengan UU
kegiatan usaha dalam OSNB I Al A oARI Y3 Perlindungan
berbagai bidang ekonom terussmenerus atau berulangzt | y| Konsumen

. Definisi pelaku usahdalam pasaini

seolaholah dibatasi oleh apek
GSNRG2NRFEY ARt
yS3F NI  wS Lldzo padlahal
dalam Ecommerce pelaku usaha
tidak dapat dibatasi hanya untu
orang atau badan usaha Indones
saja. Namun di Frasa selanjutnya
Gt G dz Y SKediatadz]dklam
g At | mdndgaskarbahwa cfinisi
pelaku usaha sudah mencaky
pelaku usaha asing

Hanya sajadefinisi pelaku usaha d
siniberbeda angan pasal 1 angka 1
UU Perdagangan, yang membatd
pelaku usaha hanya badan huku
Indonesia saja.Mengingat adanya
potensi disharmoni, atapaling tidak
tidak efektifnya pelaksanaar

peraturan perundangindangan,
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
perlu dilakukan rekonsiliasi antar
1SRdzZr RSTAYAAA «a
Pasal 1 angka 4 Dimensi Penggunaan |Tepat .Apakah perbedaan antaraistilah|Ubah
Barang adalah setiap  |Penilaian bahasa, istilah, GRALI 1 FAQX GRA L
benda baik berwujud | Kejelasan kata GRAYFYTFIFFG1F yéK |- Perludiakukan
maupun tidak berwujud, | Rumusan rekonsiliasi definisi

baik bergerak maupun
tidak bergerak, dapat
dihabiskan maupun tidak
dapat dihabikan, yang
dapat untuk
diperdagangkan, dipakai
dipergunakan, atau
dimanfaatkan oleh
konsumen.

.Definsi dbarang pada pasal in

. Pasal inibelum mengatur dalam ha

sifatnya sempit Berbeda dengar
pasal 1 angka 5 UU Perdagangd
RS T A Y A a Abersifat Hebith i
karena adanya tambahankategori
GRAYL YTI I fpdlakyUsdhd

benda tidak dpindahtargankan
/penggunaan dalam waktu tezhtu
(rental/sharing) dan pengaturan
barang dengard Sy (i dz] .dH&A
ini perlu agarbarang digital digital
goods e-goodg seperti e-books
online games dan data digital dap3
tercakup. Pengaturan yang demikig
misalnya dapat mencegal
penyalahgunaan data seperti ya
terjadi di AS pada kasuirma yang
melakukan pengambilan data pribag
di media sosial secara illegal (ka:

Cambridge Analytia)

a . | Npagally
Perlindun@n
Konsumen dengan
UU Perdagangan.
Perlu diatur
mengenai barang
dengart 6 Sy { ¢
RAIAGH T €
sebagaimana
diatur dalam PP 8(
Tahun 2019
tentang
Perdagangan
Melalui Sistem
Elektronik (PP
PMSE)
Perludiatur
mengenai benda
yang tidak
dipindahtangankan
atau hanya
penggunaan
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)

1 2 3 4 5 6 7
wewenang dalam
waktu tertentu
(rental/sharing

7 |Pasal 1 angka 5 Dimensi Pengguaan |Tepat 1.CNJ al G5AaSRABT NUbah
Jasa adalah setiap layan Penilaian bahasa, istilah, dimaknai oleh Shidarta bahwa ja/- Penegasan definis
yang berbentuk pekerjaa Kejelasan kata i SNA S o dzi K I NXza Jasa apabila jasa
atau prestasi yang Rumusan YIF&aelFNF{FGé® | LI| tersebutbersifat

disediakan bagi
masyarakat untuk
dimanfaatkan oleh
konsumen.

yang bersifat khusus (tertutup) dg
individual tidak tercakup dalar
pengertian ini?

. Definisi jasa berbeda dengan pasa

angka 6 UU Perdaggan. Untuk
konsistensi pengaturan, sebaiknyag
dilakukan penyeragaman defin
dengan mengadopsi pengertian d
UU Perdagangan.

. Dua pengertian tentang jasa dari U

Perdagangan dan UU Perlindung
Konaimen belum mencakuy
misalnya pemasangan iklan

Facelook. @ Mengingat marakny
penggunaan media sosial d

tingginya intensitas pemasang

khusus (terttup)
dan individual
Perlu dilakukan
rekonsiliasi defirsi
Gas& LI R
Perlindungan
Konsumen dengan
UU Perdagangan.
Perlu diatur
mengenai jasa
dengart 6 Sy (i ¢
RAIAGE T €
sebagaimana
diatur dalam PP 8(
Tahun 2019
tentang
Perdagangan
Melalui Sistem
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 U
iklan, sebaiknya hal ini perl| Elektronk (PP
diakomodasi PMSE)
8 |Pasal 3 - - - Tidak ada temuan Tetap
9 |Pasal % Dimensi Aspek Pengaturan Tingkda kesadaran konsumen akgTetap
Penilaian operasional dalam hakhaknya sangat rendah. Ha
Efektivitas atautidaknya |peraturan survey menunjukkan bahwa sekit Diperlukanstrategi
Pelaksanaan |peraturan masih belum 67% konsumen memiliki pengetahuj sosialisasi hukum
Peraturan dilaksanakan | yang rendah terhadap haknya, han untuk memupuk
Perundang secara efektif. | sekitar 4% konsumen yang meml|kesadaran masyarak
undangan pengetahuan yang tinggi akan hakn)bahwa kewajiban

Hal ini menunjukkamahwakonsumen
di Indonesia rentan terhada
pelanggaran atas hakaknya yang

disebabkan oleh rendahny
pengetahuan atas hakaknya
tersebut.

Sementara itu, berdasarkan Laporan
Akhir Analisis Optimalisal
Perlindungan Kasumen Di Indonesi
tahun 2016 Pust  Kehjakan
Perdagangan Dalam Negeri Bac
Pengkajian dan Pengembang
Kebijakan Perdaggan Kementeriar

Perdagangan) tingkat kesadarar

mengikuti ketentuan
PUU tidak menyulitkeg
serta tidak
membebankan biaya
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NO.

PENGATURAN/PASAL/BA
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

6

konsumen dalam menjalanke
kewajibannya dapat dilihat dari tingk
kepedulian konsumen dala
melakukan  pengecekan terbap
kualitas pioduk, tanggal kadaluars
ada tdaknya label halal, kompos
produk, aturan penggunaan produ
nomor layanan pengaduan, dan Ig
sebagainya. Berdasarkan hal tersel
hasil penelitian menunjukkan bahw
terdapat sekitar 32% dari konsumg
yang tidak peduli dengar
kewajibannya dalam membeli atg
mengkonsumsi barang atau jasa. O
karena itu, sosialisasi dan eduk
masih menjadi kebutuhan utam
konsumen dalam menciptaka
konsumen berdaya yang mengetat
hak-haknya serta mamp
melaksanakan kewdannya sebaga
konsumen yang baik.

Kurangnya kesadaran dari konsum
akan hakhaknya makin diperburu
dengan adanya perdagangan sec

online (Ecommercg, karena
konsumen tidak dapat langsur
mengidentifikasi, melihat, ata

menyentuh barang yang akalipesan.
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NO.

PENGATURAN/PASAL/BA
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

6

Selain itu, adanya ketidakjelas
informasi  tentang produk vyan
ditawarkan oleh pelaku usah
sehingga banyak juga konsumen yg
merasa dirugikan karena bara
tersebut tidak sesuai dengan cont
barang yang ditawarkan. Untuk pros
pengembalian bararg dan
pengembalian uang pun prosesn
rumit dan memerlukan waktu yan
cukup lama.

Kesadaran konsumen bersumber pg
budaya  hukum. Untuk  dapg
meningkatkan kesadaran konsum
akan hak serta kewajiban merek
maka cara utama yang dapat ditemp
adalah dengan melakukan sosialisa
secara aktif. Namun keberhasil
sosialisasi  tersebut tidak  big
memastikan bahwa konsume
misalnya, pasti membaca atg
mengikuti petunjuk informasi da
prosedur pemakaian atal
pemanfaatan barang dan/atau jas
Dalam suatu hbbunganhukum, setiap
orang diharapkan selalu waspada at

cermat sebelum membeli céveat
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NO.

PENGATURAN/PASAL/BA
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

6

emptor, buyer bewarg Bilamang
pembeli, dalam hal ini konsumen, tid
bertindak waspada, maka kelalai
tersebut harus ia tanggun
sepenuhnya.

Dalam kaitannya untu
membeidayakan potensi ekonon
UMKM sebagai pelaku usaha, mg
perlu disiapkan strategi sosialisi
hukum yang bisa menyakinkan mere
bahwa kewajiban mengikuti ketentug
peraturan perundangindangan tidak
menyulitkan dan membebankan biay.

10

Pasal & Pasal 17

Tidak ada temuan

Tetap

11

Pasal 18
KetentuanPencantuman
Klausula Baku

Dimersi
Penilaian
Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
Perundang
undangan

Aspek relevans
dengan situasi
saat ini

Pengaturan
dalam peratura
tidak relevan
untuk
diberlakukan
secara efisien

1. Kontrak elektronik dalarB=commerce
merupakan perjanjian yang sar
dengan klausula baku.Ketentuan
pencantuman klausula baku dalg
pasal tersebut belum ada membah
perlindungan konsumen  dala
kontrak yang dilakukan melalui-
commerce Saat ini transaksi E
commerce semakin marak namun
belum diatur dalam Undanbndang
Perlindingan Konsumen karena pa
tahun 1999saat UU tersebut lahiE
commerce belum menjadi media

Ubah

- Perlu diatur
mengenai perjangn
baku pada transaks
Ecommerce

- Mengubah frasa
aYft | dza dz |
aYf | dza dzf €
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
transaksi.
2. CNJ al avYf | dza dz
dengan Diksi dan Ejaan Baha
Indonesia dan lebih tepat diubg
YSy2aY RR dza dzf ¢ @

12 |Pasal 19 ayat (3) Dimensi Perlindungan |Ada Pengatural Pasal ini membatasi waktu pemberi; Ubah
Pemberian ganti rugi Penilaian mengenai ganti rugi dilaksanakan dala
dilaksanakan dalam Potensi pelindungan tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelq
tenggang waktu 7 (tujuh) Disharmoni yang tidak tanggal transaksi saja. Pemtgaannya
hari setelah tanggal Pengaturan konsisten/saling bagaimana dengan transaksansaksi
transaksi. bertentangan | dimana pelaku usaha memberik:

antar pasal jaminan untuk memberikan ganti ru
(dalam di atas tenggang waktu 7 (tujuh) ha

peraturan yang
sama)

setelah tanggal transaksi? Apak
dapat dianggap menyalahi ketentug
undangundang? Apakah mungk
yang dmaksud di sini adalah 7 (tuju
hari  setelah  tanggal diajukg
permohonan  ganti rugi ole
konsumen?

Bandingkan dengan ketentuan Pasal
KdzZNHzF S @l y3 oSN
yang memproduksi barang dibebask
dari tanggung jawab atas kerugi
yang diderita konsumen, apabila
lewatnya jangka waktu penuntutan

(empat) tahun sejak barang dibeli at
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NO.

PENGATURAN/PASAL/BA
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

6

lewatnya  jangka  waktu  yan
RALISNEBIYy2Allydé
menunjukkan bahwa terdapat jangl
waktu penuntutan 4 (empat tahun
sejak barang dibeli untuk pelaku usa
bertanggungjawab atas kerugian ya
diderita konsumen. Ini bertentangg
dengan bunyi Pasal 19 ayé) yang
menyatakan bahwa pemberian gal
rugi dilakukan dalam jangka watu
(tujuh) hari setelah transaksi. Rumus
pasalpasal ini perlu diperjelas ag
tidak menimbulkan tumpang tindi
dalam pelaksanaannya

Dalam konteksE-commerce transaks
dapat tefjadi dalam zona waktu yar
berbeda. Perlu diantisipasi perbeda
antara waktu transaksi yang dipikirk
oleh para pihak dengarime stamp
yang diberikan ole sistem sebaga
tanggal transaksi sehingga jelas ¢
dapat dipahami agar masifgasing
tidak dirugkan. Sebab Dalam bidaikg
commerce regulasiperaturannya,
haruslah menjunjung prinsi
kesetaraan dan keadilaedqual playing
field) bagi seluruh pemain ditemnya.

Regulasi tidak boleh menguntungk
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 U
salah satu atau sebagian pemain saj

13 |Pasal 2@ Pasal 22 - - - Tidak ada temuan Tetap

14 |Pasal 23 Dimensi Kewenangan |Ada Pengaturall. Rumusan pasal intidak jelas padiUbah
Pelaku usaha yang Penilaian mengenai OF AAlLY &LISt | { dz di-Perlupenegasan
menolakdan/atau tidak |Potensi kewenangan melalui badan penyelesaian sengk¢ mengenai
memberi tanggapan Disharmani yang tidak konsumen atau mengajukan ke bad kewenangan
dan/atautidak Pengaturan konsisten/saling peradilan di tempat keduduka mengajukan
memenuhi ganti rugi atas bertentangan 12yadzySy o¢ t I RI | gugatan ganti rugi
tuntutan konsumen antar pasal demikian, siapa yang berwenal ke Badan Peradilan
sebagaimana dimaksud (dalam mengajukan gugatan ke bad|-Pelaksanaan ODR
dalam Pasal 19 ayat (1), peraturan yaig peradilan di tempat kedudukarn] memerlukan
ayat (2), ayat (3), dan sama). konsumen? Apakah Pelaku Usal peningkatan akan
ayat (4), dapat digugat Jelas bukan itu yang dimaksud ol kualitas
melalui badan penyusun pasal. infrastruktur
penyelesaian sengketa jaringan internet
konsumen atau Dimensi Penggunaan |Jelas . PP PMSE menyebutkan penyelesa dan telekomunikasi
mengajukan ke badan |Penilaian bahasa, istilah, sengketa melalui Pengadilan atg serta tenaga ahli
peradilan di tempat Kejelasan kata melalui mekanisme penyelesaig yang berkompeten
kedudukan konsumen. |Rumusan sengketa lainnya. Keduanya dap dalam bahasa dan

diselenggarakan secaraelektronik
(onlinedispute resolutiofODR. ODR
dapat berbentuk mediasi secar:
elektronik yang diselenggarakan ole
profesional penunjang sepert
advokat atau mediator, melalu
lembaga arbitraseonline yang telah
terakreditasi, atau melalui lembag

pemerntahan yang berwenang

bidang teknolgi,

guna membawa

Indonesia lebih siap
dalam menyeatsaian
sengketa khususnyg
sengketabisnis
secara online.
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NO.

PENGATURAN/PASAL/BA

BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,

DasarHukum, Penjelasan

Lampiran)

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

6

2.t Sy3ddzyt by

untuk itu. Selain melalui ODR
kerugian yang dialami Konsume
dapat juga dilaporkan kepad
Menteri yang jika tidak diselesaika
maka namanya masuk dalam daft
prioritas pengawasan (Pasal 19 |
PMSE).

Caracara ini belum disingag di UU
Perlindungan  Konsumen dalam
rangka pembaharua hukum di
bidang transaksi elektronik jug
berkaitan dengan upaya
menciptakan kepastian hukum dala
penyelesaian sengketaonline di
Indonesia.

GRI Yk
ini tidak efektif untkk memberikan
pelindungan kepada konsume|
karena bisa mnuntut kondisi yang
akumulatif dan/atau kumulatif. Oleh
karena itu, sebaiknya ketentuan i
RANBZGAAA RSy3aly
RSy3ly Gl Gl dz o

15

Pasal 24 Pasal 27

Tidak ada temuan

Tetap

16

Pasal 28

Pembuktian terhadap ad
tidaknya unsur kesalaha

Dimensi
Penilaian
Efektivitas

Aspek
penegakan
hukum

Rumusan sank
pidana

Pasal ini  mengatur @mbuktian
terhadap ada tidaknya unsur kesalah

merupakan beban datanggung jawal]

Ubah

UndangUndang
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 U
dalam gugatan ganti rugi Pelaksanaan pelaku usaha. Dalam Ecommerce|Perlindungan
sebagaimana dimaksud |Peraturan pelaku usaha termasuk juga pelaKonsumen seharusny
dalam Pasal 19, Pasal 2| Perundang usaha dengan model bisnis|cukup mengatur
dan Pasbh23 merupakan |undangan marketplace atau penyedig tentang bukti kerugia
beban dan tanggung platform/pelantar (wadah dimangatas penggunaan
jawab pelaku usaha. pedagang dapat memasar produk agar proses
penawaran barang dan/atau jasd pembuktiannya lebih
retail online iklan baris onling | pendek.
platform/pelantar pembanding harg
dandaily deals
Petanggungjawaban hukun
semestinyanencakup unsur hubunga
sebab akibat dausal link Untuk
perlindungan konsumen, Undan
Undang Perlindungan  Konsum
seharusnya cukup mengatur tenta
bukti kerugian atas penggunaal
produk. Dengan demikian, pros
pembuktian akan lebih pendek dg
hasil dapat diprediksi.Strict liability
seyogianya menjadpenyeimbang dar
kewajiban konsumen untu
memperhatikan keterangan di lab
produk.
17 |PasaR9c Pasal 32 - - - Tidak ada temuan Tetap
18 |Pasal 33 Dimensi Aspek Pembagian Diusulkan untuk memperkuat tugg Tetap
Badan Perlindungan Efektivitas Koordinasi kewenangan dan fungsi BPKN. BPKN bertangg
Konsumen Nasional Pelaksanaan |Kelembagaan/tdan tugasnya | jawab kepada Presiden serta memi|Dengan hadirny®DR
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)

1 2 3 4 5 6 7
mempunyai fungsi Peraturan ta Organisasi |jelas tugas dan tdingsi yang berbeda dengg makapenguatan
memberikan saran dan |Perundang Direktorat Jenderal Perlindunga BPKN dapat dilakuka
pertimbangan kepada |undangan Konsumen dan  Tertib Niag denganmeningkatkan
pemerintah dalam upaya Direktorat Jenderal Perlindungd kualitas serta tenaga
mengembangkan Konsumen dan Tertib Nja masihahli yang
perlindungan konsumen diperlukan  pertimbangannya ole berkompeten dalam
di Indonesia. Kementerian/Lembaga. bahasa dan bidang

teknologi,

19 |Pasal 34 - - - Tidak addemuan Tetap

20 |Pasal 35 Dimensi Aspek rasio Perhitungan Perlu dievaluasi efektivitas dgTetap

Penilaian beban dan manfaat harus | efisiensi proses pengisian jabatan p3
(1) Badan Perlindungan | Efektivitas manfaat €ost |lebih besar BPKN ini. Apakah perlu melikan
Konsumen Nasional terd Pelalsanaan | and benefit daripada DPR (ayat 2)?
atas seorangcetua Peraturan ratio) beban/biaya
merangkap anggota, Perundang atau Nilai rasio
seorang wakil ketua undangan benefit

merangkap anggota, ser
sekurangkurangnya 15
(lima belas) orang dan
sebanyakbanyaknya 25
(dua puluh lima) orang
anggotayang mewakili
semua unsur(2) Anggota
Badan Perlindungan
Konsumen Nasional
diangkat dan
diberhentikan oleh
Presiden atas usul

terhadap cost
harus di atas
angka 1 (B/C >
1)
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NO.

PENGATURAN/PASAL/BA
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

Menteri, setelah
dikonsultasikan kepada
Dewan Perwakilan Raky
Republik Indonesia.

(3) Masa jabatan ketua,
wakil ketua, dan angga
Badan Perlindungan
Konsumen Nasional
selama 3 (tiga) tahun da
dapat diangkat kembali
untuk 1 (satu) kali masa
jabatan berikutnya.

(4) Ketua dan wakil ketui
Badan Perlindungan
Konsumen Nasional dipi
oleh anggota.

21

Pasal 36
Anggota Badan
Perlindungan Konsumen
Nasional terdiri atas
unsur:

1. Pemerintah; 2. Pelakl
usaha; 3. Lembaga
perlindungan konsumen
swadaya masyaraka;

Dimensi
Penilaian
Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
Perundang
undangan

Aspek rasio
beban dan
manfaat (cost
and benefit
ratio)

Perhitungan
manfaat harus
lebih besar
daripada
beban/biaya
atau Nilai rasio
benefit
terhadap cat
harus di atas

Pasal ini merupakan salah sg
rumusan yang baik untuk menjam
keikutsertaan berbagai unst
masyarakat dalam  perlindungg
konsumen sehingga dapat melahirk
kebijakan yang lebih holistik dan tep
sasaran. Perlu dievalsasejauh mang
efektivitas dari korposisi kelembagaa
seperti ini, dan perlu dipikirka

Tetap
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 U
Akademisi; dan 5. Tenag angka 1 (B/C >| bagaimana caranya unty
ahli. 1) mempertahankan komposisi ini dalg
struktur kementerian.
22 |Pasal 3% Pasal 45 - - - Tidak ada temuan Tetap
23 |Pasal 46 ayat (2) Dimensi Keadilan Adanya Pasal ini mengaturgugatan yangUbah
Guyatan yang diajukan |Penilaian Nilai ketentuan yang| diajukan oleh sekelompok konsume
olehsekelompok Nilai Pancasila jelas terkait lembaga perlindungan konsumg- Pengajuan guatan
konsumen, lembaga dengan nilai swadaya masyakat atau pemerintal} terkait perlindunga
perlindungan konsumen nilai keadilan, | sebagaimana dimaksud pada ayat| konsumen pertamg
swadaya masyarakat atg atau Tidak huruf b, huruf ¢, atau hurufl kepadq tama sebaiknya
pemerintah sebagaiman: ditemukan Peradilan umum dan bukan kepa| diarahkankepada
dimaksud pada ayat (1) ketentuan yang penyelesaian sengketa di lul penyelesaian
huruf b, huruf c, atau bertentangan | pengadian/BPSK. sengketa di luar
huruf d diajukan kepada dengan nilai pengadilan.
peradilan umum. nilai keadilan Jika hendak mendorong terwujudny- Penyelesaian
penyelesaian perkara yang lelf sengketa melalui
ringan, sederhma, dan cepat sistem elektronik
seharusnya politik hukumnya just| dapat dilakukan
mendorong agar gugatagugatan, melaluionline
pertamatama diarahkan pad{ dispute resolution
penyelesaian sengketa di lul (ODR).
pengadilan

Perdagangamelalui sistem elektroni
yang diatur PP 80/2019 memberik
pilihan penyelesaian sengketa fakii
sistem elektronik secaranlinedispute
resolution (ODR) seperti media
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)

1 2 3 4 5 6 U
elektronik. Hal ini sangat baik unty
diimplementasikan untuk efisiensi dé
efektivitas  penyelesaian sengke
online dibandingkan melalui peradila
umum.

24 |Pasal 4% Pasal 48 - - - Tidak ada temuan Tetap

25 |Pasal 49 ayat (4) Dimensi Aspe rasio Perhitungan Pasal 49 ayat (3) menyatakan bah Ubah

Anggota setiap unsur | Penilaian beban dan manfaat harus | Anggota sebagaimana dimaksud pa
sebagaimana dimaksud | Efektivitas manfaat (cost |lebih besar Pasal49 ayat (2) terdiri atas unsyEvaluasiterhadap
pada ayat (3) berjumlah | Pelaksanaan |and benefit daripada pemerintah, unsur konsumen, dgproporsi kebutuhan
sedikitdikitnya 3 (tiga) |Peraturan ratio) bebanhbiaya unsur pelaku usaha. Ini berarti jumli jumlah anggota yang
orang, dan sebanyak Perundang atau Nilai rasio| anggota pada setiap BPSK al{disesuaikan dengan
banyaknya 5 (lima) oran¢undangan benefit berkisar antara 9 sampai dengan |lingkup sengketa
terhadap cost | orang. Di luar jumlah anggota ini magkonsumen
harus di atas ada juga kebutuhan untuk sekretari
angka 1 (B/C >| (Pasal 51) ah juga panitera. Apaka
1) pada setiap daerah tingkat Il terdap
SDM yang kompeten untuk mengam
tugas BSK ini? Jumlah yang cuk
besar ini agak berbanding terba
dengan lingkup sengketa yang berh
ditanganinya yakni hanya mencak
pelanggaran Pasal Eyat (2), Pasal 2(
Pasal 25, dan Pasal 26 dan sanksi
dijatuhkan hanya berupa sank
administratif
26 |Pasal 49 ayat (5) Dimensi Keseimbangan| Adanya Jika pemerinth diberikan kewenanga| Ubah
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 U
Pengangkatan dan Penilaian Nilai | Keserasian, Da ketentuan yang penuh untuk mengangkat da
pemberhentian anggota | Nilai Pancasila|Keselarasan |memberikan membertentikan  anggota  BPS
badan penyelesaian pembatasan dikhawatirkan ada kecenderungd
sengketa konsumen pada anggota menjadi tidak objektif untu
ditetapkan oleh Menteri. kepentingan memperjuangkan kegntingan
individu dan konsumen saat bersengketa di BPSK
korporasi, atau
tidak ditemukar
ketentuan yang
membatasi
kepentingan
individu dan
korporasi
27 |Pasal 5@, Pasal 53 - - - Tidak ada temuan Tetap
28 |Pasal 54 ayat (3) Dimensi Penegakan Ada Pengatural Ketentuan ini menyatakan bahw Ubah
Putusan majelis bersifat| Penilaian Hukum mengenai aspeg putusan majelis bersifat final d3
final dan mengikat. Potensi penegakan mengikat, namun pada Pasal 56 a] Harmonisasi pasal 5
Disharmoni hukum yang (2) dinyatakan bahwa Para Pihak da| ayat 3 denganPasal
Pengaturan tidak mengajukan keberatan kepad 58 ayat 2 mengenai
Pasal 56 ayat 2: konsisten/saling Pengadilan Negeri terhadap putus| sifat final dan
Para pihak dapat bertentangan BPSK tersebut. Ini berarti upusan| mengikatnya putusa
mengajukan keberatan antar pasal BPSK tidaklah finaldan mengikat untuk menjamin
kepada Pengadilan Negge (dalam karena masih dimungkinkan unt| kepastian hukum
paling lambat 14 (empat peraturan yang| dilakukan upaya hukum terhadg khususnyabagi piha
belas) hari kerja setelah sama) putusan tersebut. Hal ini semak yang terkena dampg
menerimapemberitahuar kontradiksi dengan ketentuan Pasal | dari putusan Hakim
putusan tersebut. ayat (2) yang menyatakan bahy tersebut
putusan Terhadap putusan Pengadi
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 U
Negeri yang dnaksud dalam Pasal §
ayat (1) masih dimungkinkan unty
diajukan kasasi ke Mahkamah Agu
Maka perlu dipertanyakan ketentug
Pasal 54 ayat (3) apakah benar putu
majelis benatbenar bersifat final dar
mengikat?
29 |Pasal 55 - - - Tidak ada temuan Tetap
30 |Pasal 56 ayat (1) Dimensi Penegakan Ada Pengatural Pasal ini melakukan pembatasan wal Ubah
(1) Dalam waktu paling | Penilaian Hukum mengenaiaspek untuk pelaku usaha melaksanak
lambat7 (tujuh) hari Potensi penegakan hasil putusan badan penyelesai| Pengaturan yang
kerja sejak menerima | Disharmoni hukum yang sengketa konsumen, yakni 7 (tujuy tegas mengenai
putusan badan Pengaturan tidak hari. Namun Pada 56 ayat (2] pembatasan bagi
penyelesaian sengketa konsisten/saling menyatakan bahwa Para pihak daj pelaku usahaalam
konsumen sebagaimana bertentangan mengajukan keberatan kepaq melaksanakan hasil
dimaksud dalam Pasal 5 antar pasal Pengadilan Negeri paling nidoat 14| putusanBPSK
pelaku usaha wajib (dalam (empat belas) hari kerja setelg
melaksanakan putusan peraturan yang| menerima pemberitahuan putusa
tersebut. sama) tersebut.  Ketentuan pembatasg
waktu yang berbeda ini dapg

menyebabkan persoalarPelaku usah
dibebani kewajiban untu
melaksanakan putusan dalam jang
waktu 7 (tujuh) hari, sementa
penggugat masih dimungkinkg
mengajukan keberatan dalam kury
waktu 14 (empat belas) hat

Bagaimana jika pelaku usaha tel

54



NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)

1 2 3 4 5 6 U
memulai pelaksanaan putas, dan
penggugat ternyata  mengajuké
keberatan?

31 |Pasal 56 ayat (2) Dimensi Penegakan Ada Pengatural Lihat analisis Pasal 54 ayat (3) Ubah

Para pihak dapat Penilaian Hukum mengenai aspe
mengajukan keberatan |Potensi penegakan
kepada Pengadilan Disharmoni hukum yang
Negeri paling lambat 14 | Pengaturan tidak
(empat belas) hari kerja konsisten/saling
setelah menerima bertentangan
pemberitahuan putusan antar pasal
tersebut. (dalam

peraturanyang

sama)

32 |Pasal 57 - - - Tidak ada temuan Tetap
33 |Pasal 58 ayat (2) Dimensi Penegakan Ada Pengatural Lihat analis Pasal 54 ayat (3) Ubah

Terhadap putusan Penilaian Hukum mengenai aspe
Pengadilan Negeri Potensi penegakan
sebagaimana dimaksud | Disharmoni hukum yang
pada ayat (1), para pihak Pengaturan tidak
dalam waktu paling konsisten/saling
lambat 14 (empat belas) bertentangan
hari dapat menggkan antar pasal
kasasi ke Mahkamah (dalam

Agundrepublik Indonesis

peraturan yang
sama)
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 U
34 |Pasal 5¢; Pasal 65 - - - Tidak ada temuan Tetap
35 |Undangg Undang Nomor| Dimensi Aspek Belum ada Perlindungan konsumerE-commercg Ubah
8 Tahun 1999 Tentang |Penilaian Kelosongan pengaturan merupakan komponen pentin
Perlindungan Konsumen Efektivitas Pengaturan pertumbuhan Ecommerce  di|-Sebaiknyderubahar
Pelaksanaan Indonesia. Isu perlindungan konsum| substansi UU
Peraturan yang perlu pengaturan lebih lanji Perlindungan
Perundang diantaranya konsumenterhadap
undangan fTanggung jawab marketplace| para pelaku transaks
Jaminan penukaran produk d¢ digital

pembatalan pembedin, mekanismé
pengembalian dana konsumen.
Pemanfaatan data pribag
konsumen agar tidakveruse/abuse

fPerlindungan  konsumen  pag
transaksi melalui media sosial
fPerlindungan konsumen deng:

model bisnis peer to peefpinjam
meminjam uang secamnlineakibat
masih masifnya pengadua
pinjaman online, dll

-Memperbaiki salurar
komunikasi antara
pedagang dengan
marketplacedengan
komitmen dari
pemerintah, pelaku
usaha serta
konsumen
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3. UndangUndangNomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

: 57 Pasal
: Seluruh Pasal
: Perlu perubahan pasal terkait permohonan pendaftar&@esainindustri yangdidaftarkan denganpemeriksaansubstantif

a. Jumlah Pasal
b. Berlaku Pasal
c. Rekomendasi

walautanpa adanya keberatan untuk melindundireasi Desain Industri dad LJS Y 2&I2y3 o0 SNRARGA {1 R o A
NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENS VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
1. |UU Desain Industri Dimensi Mengatur lebih| Diamanatkan |Materi muatan yang diatur dalafUbah

Penilaian lanjut ketentuan untuk diatur ketentuan ini sudah tepat diatur dala

ketepatan jenis| UUD NRI Tahu|dalam UU, bentuk Undangundang , karena UU iiBagian konsideran

Peraturan 1945, yang namun tidak |mengatur lebih lanjut ketentuan dalai mencantumkan UU

Perundang diamanatkan |disebutkan Pasal 33 UUD NRBhun 1945 DesaiNomor 3 Tahun 2014
undangan secara tegas |materinya Industri sudah tepat diatur dalam Ultentang Perindustrian
oleh UUD 1945 (Pasal 33 UUD|serta antara judul dengan isi mate
NRI 1945) muatan sudah sesuai.
Dalam konsiderans menimbang sud
memuat dasar filosofis, sosiologis d
yuridis, namun dalam konsidera
mengingat masih mencatumkan UU
Tahun 1984 tentandPerindustrian yang
sudah tidak bdeku yang seharusny
diganti UU Perindustrian baru yaitu U
No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrial
2. |Pasal 1 angka 1 Dimensi Bhinneka Belum adanya |Dalam suatu desain industri tidq Tetap

Penilaian nilai | Tunggal Ika ketentuan yang menutup kemungkinan desain ya

Desain indu_stri adah nilai Pancasila memperhatikan dihasilkan mengandur_wg_lai—nilai budaya Adanya tambahan
suatu kreasi tentang keragaman lokal atau pun kondisi khusus daer
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENS$ VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
bentuk, konfigurasi, atau pendudik, tertentu sehingga perlu dimasukan nilkatal I G F Y &
komposisi garis atau agama, suku |nilai Pancasila dalam variable Bhinng{ | vy 31 yé @& |
warna, atau garis dan dangolongan, |Tunggal Ika dalam ketentuannya. dalam rumusan di
warna, atau gabungan kondisi khusus Perstujuan TRIPS
daripadanya yang daerah serta :
berbentuk tiga dimensi budaya nasiong menun.pkkan adanya
atau dua dimensi yang Belum adanya keberpihakan
memberikan kesan ketentuan yang pembentuk undang
estetis dan dapat menjamin undang kepada
diwujudkan dalam pola pengakuan dan budaya lokal dan
tiga dimensi atau dua perlindungan kepentingan UMKM.
dimensi serta dapat nilai-nilai
dipakai untuk budaya I&al
menghasilkan suatu
produk, barang,
komoditas industri, atau
kerajinan tangan.
3. |Pasal 2 ayat (2) Dimensi Penggunaan | multitafsir Adanya multii I ¥ & A NJ G S NX I|Ubah

Desain Industri dianggag Penilaian bahasa, istilah, al Yl ¢ aSolILAYL YL
baru apabila pada kejelasan kata Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 31 tal| 5 A f I K & i
Tanggal Penerimaan, |rumusan 2000, dikarenakan tidak adany pada praktiknya

Desain Industri tersebut
tidak sama dengan
pengungkapan yang tela
ada sebelumnya

penjelasan lebih lanjut beditan dengan
1rar aGARF]l al Yl €

5Sal Ay AYRdzZINA R
pada tanggal penerimaan, desg
industri tersebut tidak sama dengg
pengungkapan  yang telah a(

sebelumnya. Pengungkaparbelumnya

memang menimbulke
multi tafsir. Ada satu
putusan Mahkamah
Agung R.I. (Kasus
desain sepeda motor
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NO.

PENGATURAN/PASAL/BA
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)

DIMEN$

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

6

7

adalah pengungkapan desain indug
yang sbelum Tanggal Penerimaan at
Tanggal Prioritas apabila Permohor
diajukan dengan Hak Prioritas tel
diumumkan atau digunakan di Indoney

atau di luar Indonesia. Ketentug
mengenai desain industri diggap
€ 0l NXz¢ LI oAf I a
pengungkapandesain industri sebelun
tanggal penerimaan perl
disempurnakan, mengingat kataata
GaGARI ] al Yl ¢ LI R
YSyeSololly Ydz (A
alryYlré REEFY t1alf

telah menimbulkan dua tafsiran, yar
pertama ditafsirkan dmya sebaga

GGARFT1 &l Yl LISNAA
RAGIFTFTAANL LY FNIAY
aSOFN)} &admaidlyail

dijelaskan pada bab sebelumnya, bah
dalam prakteknya karena terdap
perd SRIE Iy LISNERSLIA

al Yl ¢ iSaiinBukalribeberap
perkara di Pengadilan Niaga ya
mempermasalahkan penafsiran kg
GGARF{1 alyYlFé¢ GSN&a
A Y Rdza G NR el y3 € (
ditafsirkan juga berdasarkan ketentu

Pasal 25 ayat (1) perjanjian TRIPs dim

Honda vs. Garuda)
yang menafsirkan
AdGAT K alf
sesuai dengan
ketentuan Pasal 25
ayat (1) Persetujuan
TRIPS yt ada atau
tidak adanya
GLISND SR Iy
AAIYATFALL Y
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENS$ VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
E1SOARFYVA&LI Y G dz
0SNBRSOdzi KI NHzaf | K
prakteknya banyak terjadi perkal
desain industri yang diakibatkan adan
multi-A Y § SNLINBGF &4 Y S
desain industri.
4. |Pasal ; Pasal 9 - - - Tidak ada temuan Tetap
5. |Pasal 10 Dimensi Aspek budaya | Masyarakat Pada dasarnya perlindungan des{Ubah
Hak Desain Industri Penilaian hukum tidak mematuhi industri diberikan atas dasg
diberikan atas dasar efektivitas masyarakat peraturan permohonan sebagaimana diatur dald peyy diatur atau

Permohonan

pelaksanaan
PUU

Pasal 10 UU Nomor 31 Tahun 20
Namun dalam prakteknya masih terjs
adanya pemohon ya3 @& 0 S NA
ol A1E el y3 YSy 3l
untuk mendaftarkan desain indust

Tindakan B Y2 K2y &l y3
oFAl1¢ FRFEIK GAYR
industri  yang mengajukan  sua

permohonan desain industri, diman
desain industri yang diakan tersebuf
telah ada di pasaran atau menjadi m
umum. Oleh karena itu patut didug
produk demgan desain industri dimaksy
sudah tidak lagi masuk kategori at
YSYSydzKA &a@IéNF G «a

dijelaskan bahwa
permohonan
pendaftaran desain
industri diajukan oleh
GLISY2K2Y &
OSNAGALFR
Banyak terjadi
permohonan diajukar
untuk kreasi desain
industri yang tidak
baru yang lolos dan
didaftar oleh karena
adanya ketentuan
bahwa jika tidak ada
keberatan yang
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PENGATURAN/PASAL/BA DIMENS$ VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)

1 2 3 4 5 6 7
diajukan maka
permohonan akan
didaftar tanpa
pemeriksaan
substantif.

6. | Pasal 1%, Pasal 25 - - - Tidak ada temuan Tetap
7. |Pasal 26 s/d Pasal 29 |Dimensi Aspek standar|Ketersediaan |Adanya dualisme dalam prosed Ubah
Penilaian Operasional |SOP, namun |permohonan hak desain industri, yak
efektivitas Pelaksana tidak tidak melalui pemeriksaan substah _payy diatur
Pelaksanaan jelas/lengkap |(jika tidak ada keberatan dari pihg ,
) mengenai
PUU ketiga dalam masa pengumum P i
permohonan) dan yang melal emern §aa
pemeriksaan  substantif  (jka aq Substantive untuk

keberatan dari pihak ketiga dalam ma
pengumuman permohonan), namu
memberikan kekuatan sertifikat hg
kepemilikan yang sama.
Hal ini dalam praktek menimbulkg
permasalahan, mengingat dimungkink|
desaindesain yang sudah umum d
sudah beredar di pasaran diajukaleh
pihak yang beritikad tidak baik dan tid
ada keberatan, sehingga menimbulk
permasalahan di masyarakat dalg
memanfaatkan desain milik umu
tersebut. Melihat kondisi saat ini

Indonesia, agar dapat memberik;

melindungi Desain
Industri yang
diperoleh dari
pemohon yang
GOSNRUOGATLI
walaupun tanpa
adanya keberatan
yang diajukan.
-Perludijelaskan jenis
barang yang harus
didaftarkan dan jenis
barang yang ditolak.
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NO.

PENGATURAN/PASAL/BA
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)

DIMEN$

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

6

pemahaman substansi perlindungan h
desain industri dan mengurangi perka
desain industri di pengadilan, maka pe
dilakukan pemeriksaan substan
terhadap seluruh permohonan hg
desain industri, terutama pemeriksag
terhadap kebaruannya. Selain itu dale
prosedur perlu dipertimbangka
terhadap kemungkinan Indones
menjadi anggota perjanjian menger
sistem pendaftaran internasional desg
industri yaki Geneva Act 1999 (Hag
Agreement). Dalam sistem [
dimungkinkan prosedur perpanjangq
hak desain industri, dikarenakan adan
pembagia periode masa perlindungg
dengan jangka waktu perlindungq
minimal 15 tahun

Pasal 3@ Pasal 53

Tidak ada temuan

Tetap

Pasal 54

Dimensi
Kejelasan
rumusan

Penggunaan
bahasa, istilah,
kata

Tidak jelas

Pengaturanmengenai pelanggaran hg
desain industri masih belum sempur
mengingat dalam pengaturannya bely
menjelaskan kriteria substansi ya
dianggap melanggar suatu hak des
industri yang menjelaskan bahwa sug
desain dianggap melanggar, ji
merupakan tirua (copy) atau meniru

secara substansialsifbstantially copy

Ubah

-perlu diatur ulang
pengenaan sanksi
tindak pidara
GYSYodz ¢
G Y S Y LIS kah

€

-Perludijelaskan
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NO.

PENGATURAN/PASAL/BA
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)

DIMEN$

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

6

7

dari desain industri terdaftar. Mengen
ketentuan pidana, terdapat Kkerada
terkait dengan kriteria substansi yal
dianggap melanggar hak desain indug
Dalam ketentuan Pasal 54 UU Nomor
Tahun 2000 tidak dijelaskan menger
kriteria. yang menjelaskan kond
substansi desain industri yang melang
hak desain industri, apah yang sam
persis atau sama secara substan
dengan desain industri terdaftar. Ji
mengacu pada ketentuan menger
G$o Il Nzt yé¢ RETI Y t

Tahun 2000, tentunya aka
menimbulkan masalah multi interpretal
FLI 11K aal Yl Liebak
adzoaidl yaraltéeéao 1 ¢

pada saat proses penyidikan unt
menentukan adanya pelanggaran h
atau tidek.

Pasal ini mengacu ke Pasal 9 mengge
Hak ekslusif Pemegang Desain Indd
yang tanpa persetujuannya melara
orang lain membuatmemakai, menjual
mengimpor, mengekspor, dan/atg
mengedarkan barang yang diberi H
Desain IndustriBerbagai jenis permatan

tersebut mempunyai nilai yang berbe

LISY ISNI A I
itu, apakah sama
persis atau tidak
berbedasecara
substarsial.
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENS$ VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
tetapi sanksi yang dikenakan sama

10/Pasal 5%, Pasal 57 - - Tidak ada temuan Tetap
4. UndangUndang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomiatun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
a. Jumlah Pasal :46Pasal
b. Berlaku Pasal : Seluruh Pasal
c.Rekomendasi : Perlu perubahan beberapa pasal terkait
NO. | PENGATURAN/PASAL/B/ DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI

BAGIAN LAIN DARI PU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasar
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
1|Pasal X Pasal 9 - - - Tidakada temuan Tetap
2 Pasal 10 ayat (2) Dimensi Pengayoman |Adanya ketentua Dalam pasal inimenerangkan bahwgUbah

2) Pihak yang
mengalihkarResi
Gudang memberikan
jaminankepada
penerima
pengalihanbahwa:
a.Resi Gudang
tersebutasli;
b.Penerima

Penilaian Nilai
nilai Pancasila

yang menjamin
perlindungan
masyarakat

pihak yang mengalihkan resi gudal
diharuskan memeérikan jaminan
kepada penerima pengaliha
sebagaimana disebutkan oleh huruéa

Jika dilihat ketentuan tersebu
mengenai  jaminan pihak  yan
mengalihkan bisa saja diberikan secg

lisan atau tertulis dikarenkan tidak
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NO.

PENGATURAN/PASAL/B/

BAGIAN LAIN DARI PU
(Judul, Konsiderans,

DasarHukum, Penjelasar

Lampiran)

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

6

pengalihandianggap
tidak mempunyai
pengetahuaratas
setiapfakta yang
dapatmengganggu
keabsaharResi
Gudang;

c. pihak yang

mengalihkan
mempunyaihak
untuk mengalihkan
Resi Gudang;

d.penerima

pengalihan
selanjutnya
dibebaskardari
segalatanggung
jawabatas
kesalahan
pengalihan
Pemegandresi
Gudang terdahulu;
dan

e.prosespengalihan

telahterjadi secara
sahsesuaidengan
undangundang.

disebutkan jaminan seperti apa yar
harus diberikan. Untuk menjamif
kepastian hukum, perlindungan, da
pembuktian di pengadilan ketentual
memberikan jaminan ini seharusny
diberikan ketentuan secara tertuli
sehingga bunyi @sal menjadi dPihak
yang mengalihkan Resi  Gudang
memberikan jaminan secara tertulis
kepada penerima pengalihan
bahwab PP P D D€ P

w

Pasal 1%, Pasal 20

Tidak ada temuan

Tetap
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NO. | PENGATURAN/PASAL/B/ DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasar
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
Pasal 21 huruf D Dimensi Pengunaan Tidak Pada pasal 21 huruf dmenunjukpihak |Ubah
Dalammelaksanakan |Kejelasan bahasa, istilah,| menimbulkan lain untuk melakukan pemeriksaan |Perlu ditambahkan
tugas dan tanggung Rumusan kata ambiguitas/multit tertentu ;€ pengertian
jawabsebagaimaa afsir Kalimat pemeriksaan tertentu dapgdpemeriksaan
dimaksuddalamPasal menimbulkan ambiguitas dantertentu¢ & S NJi
20 ayat (1), Badan multitafsir karena tidak ada didalanbatasan dari kegiatar
Pengawaderwenang: penjelasan pasal undangndang ini.|pemeriksaan tertentu
d. menunjukpihak lain Seharusnya  diberikan  penjelasgtersebut
untuk melakukan mengenai apa yang dimaksud deng
pemeriksaantertentu; pemerilsaan tertentu definisinya sertg
batasannya.
4 |Pasal 22, Pasal 36 - - - Tidak ada temuan Tetap
5 |Pasal 3D Dimensi Pengayoman |Adanya ketentua Dalam pasal 37D huruf a perlindungi Ubah

Lembaga Jaminan
memiliki fung&

a. melindungi hak
Pemegandresi Gudang
dan/atau Penerima Hak
Jaminan apabila terjadi
kegagalan,
ketidakmampuan,
dan/atau kebangkrutan
Pengelola Gudang
dalam menjalankan
kewajibannya; dan

b. memelihara stabilitas

dan integritas Sistem

Penilaian Nilai
nilai Pancasila

yang menjamin
perlindungan
masyarakat

yang diberikan oleh lembaga jaming
yaitu apabila terjadi  kegagalan
ketidakmampuan dan/atu
kebangkrutan pengela gudang.

1. Perlu diberikan penjelasal
mengenai apa yang dimaksy
dengan kegagalan
ketidakmampuan dan/atau

kebangkrutan di penjelasan UU ini.

2. Apakah overmatch atau force
majeur yang terjadi dalam sisten
resi gudang masuk di daladefinisi
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NO.

PENGATURAN/PASAL/B/
BAGIAN LAIN DARI PU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasar
Lampiran)

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

6

Resi Gudang sesuai
dengan
kewenangannya.

kegagalan,
kebangkrutan dalam pasal
huruf a?

ketidakmampuan atag
37

Pasal 3& Pasal 47

Tidak ada temuan

Tetap

5. UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tentafgrdagangan

a. Jumlah Pasal: 122 Pasal
b. Berlaku Pasal: SeluruhPasal
¢. Rekomendasi: Perlu perubahan beberapa pasaiengenailUMKM dalam E-commerceagar dapatdiberikan kesempatan yang sama

dengan pelaku usaha lain

NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHikum, Penjelasan,
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
1 |Pasal 1 angka 3 Dimensi Penggunaan |Tepat Terdapat perbedaan definisi pelal Tetap
Pelakuusaha adalah Penilaian bahasa, istilah usaha dalam UU ini dengan defin
setiap orang Kejelasan kata pelaku usaha dalam UU Nomof&hun
perseorangan atau Rumusan 1999 tentang Perlindungan Konsume

badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum
maupun bukan badan

hukum yang didirikan

Perbedaan definisi dari kedua UU in
terdapat di akhir kalimat, dimana d
dalam UU Perdaganga ini pelaku
usaha adalah yang melakukan usah
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NO.

PENGATURAN/PASAL/B/
BAGIAN LAIN DARI PUY
(Judul, Konsiderans,
DasarHikum, Penjelasan,
Lampiran)

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

6

dan berkedidukan atau
melakukan kegiatan
dalam wilayah hukum
negara Republik
Indonesia, baik sendiri
maupun bersama&ama
melalu perjanjian
menyelenggarakan
kegiatan usaha dalam
berbagai bidang
ekonomi.

dalam perdagangansedangkan diJuU
Perlindungan Konsumen adalah yang
melakukan kegiatan usaha di dalg
berbagai kegiatan ekonomi. UU
cukup baik dengan tidak mengiky
definisi yang ada didalam U
PerlindunganKonsumenkarena UU in
memiliki objek yang lebih sempit, yak
hanya dalam bidang perdagangan s
Maka dari itu sudah tepat apabil
definisi pelaku usaha lebih disempitk
seperti ini.

Hal yang baru dari Pelaku usahaitu
pelaku usaha yang bgerak di bidang
perdagangan melalui sistim elektron
(Ecommercé. PP PMSHengan tegas
membagi dua bentukpelaku usahag
yaitu pelaku usaha dalam negeri d
pelaku usaha luar negeriuntuk
mengantisipasi jangkauan transaksi
commerceyang borderless Selan itu
Pelaku usahg@erdagangn yang ada d
Luar negeriyangmelakukan penawara
secara aktif dengan jumlalransaksi
tertentu  akan dikatakan aktif
melakukan perdagangan PMSE
wilayah vyurisdiksi Indonesiaehinggg

diwajibkan untuk menunjuk perwakilg
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHikum, Penjelasan,
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
yang representatif. Selain itu pelak
usaha juga  diwajibkan unty
melakukan pendaftaran
Dalam hal PMSHerugikan konsumer
pelaku usaha akawimasulkan dalam
daftar prioritas pengawasan sebag
bentuk hukuman sosiaKetika pelaku
usaha masuk dalandaftar dan tidak
menyelesaikan sengketanya, pub
akan tahu dan statusnya dinaikkan
terus sampai pada akhiray
pemblokiran aplikasi ke Kominfo.
Hal barumengenai Pelaku usahgng
dibawa oleh PP PMSE ini belum dig
UU Perdagangan sebagai payu
hukum dalam mengntisipasi semaki
pesatnya pertumbuhan bisnis E
commerceli Indonesia.
2 |Pasal 2, Pasal 12 - - - Tidak ada temuan Tetap
3 |Pasall3ayat Dimensi Kebangsaan |Adanya CNJY &l WLISYyAy3ll GlTetap
(1): Pemerintah bekerja |Penilaian Nilai ketentuan yang | mengarahkan perekonoian nasiona
sama dengan Pemerinta nilai Pancasila dapat dilakukan berdasarkan prins| Peningkatan dya
Daerah melakukan mendorong liberalisasi perdagangan yai saing pelu dipahami

pembangunan,
pemberdayaan, dan
peningkatan kalitas

pengelolaan pasar rakya

peningkatan
kesejahteraan
bangsa, atau
tidak

menganut persaingan bebas. Nam
peningkatan daya saing dalam pasal
harus dipahami dalam arti lua

mencakup kemampuan manajer

secara luas agar
mampu
menyesuaikan
dengan tantangan
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHikum, Penjelasan,
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
dalam ditemukannya untuk tetap aktual dengan tantanggzaman kedepan.
rangkapeningkatandaya ketentuan yang | zaman.
saing. menghambat
peningkatan Jika ketentuan pasal ini dikaitkg
kesejahteraan | RSy a+Fy RSTAYAAA
bangsa penjelasan pasal 12 ayat (1) huruf
yakni tempat usaha yang ditat
dibangun, dan dikelola ole
pemerintah, svasta, dll¢ maka yang
hendak dituju adalah pertam@ama
hubungan antara &merintah dengan
pengelola pasar rakyat, bukan pem
kios dalam pasar rakyat tersebut. Ol
karena itu, ketentuan pasal ini tidg
perlu berubah, kecuali jika ag
perubahan kebijaka yang mendasa
yang perlu diakomodasi.
4 |Pasal 14 Pasal 19 - - - Tidak ada temuan Tetap
5 |PasakOayat(1):. Dimensi Aspek Sumber | Terpenuhinya Penyedia jasa yang bergerak di bidg Tetap
Penyedia jasa yang Penilaian Nilai |Daya Manusia |kapasitas, perdagangan jasa wajib diduku
bergerakdi bidang nilai Pancasila integritas dan tenaga teknis yang kompete|Sebaiknya Pemerintg
perdagangan jasaajib |Penilaian kualitas SDM Maksudnya adalah wajib memilimelakukan sosialisas
didukungtenagateknis |efektivitas yang dibutuhkan sertifikasi. Lalu bagaimana deng dan edukasi secara
yangkompetensesuai |pelaksanaan dalam usaha jasa yang dilakukan olpklaku|aktif kepada mereka
dengan ketentuan PUU menerapkan usaha mikro dengan keahlian ya yangkarena bidang
peraturan perundang pengaturan didapat dari pengalaman otodidak? |usahanya wajib
undangan. dalamperaturan memenuhi grtifikasi.
Sikap ini  bukan hanya untyBila dimungkinkan,
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHikum, Penjelasan,
Lampiran)

1 2 3 4 5 6 7
Penjelasan Pasal: Yang meningkatkan  daya saing diqPemerintah dapat
dimaksud dengatenaga meningkatkan standard dan kualitmemberikan
teknisyangkompeten hidup tapi juga memberikan standjdukungan dana atau
adalah tenaga teknis yar profesionalisme bagi pelayana subsidi agar mereka
melaksanakan jasa Namun yang perluigerhatikan bahwa dapat terbantu
tertentu sertifikasi membutuhkan dukngan
diwajibkanmemiliki dana dan pengetahuan ser
sertifikatsesuai dengan pengalaman teknis. Kewajiban inil
keahliannya berdasarkar yang berpotensi mendiskriminas
ketentuan peraturan pelaku usaha kecil.
perundangundangan.

6 |Pasal 2%, Pasal 49 - - - Tidak ada temuan Tetap

7 |PasabOayat(2): Dimensi Penggunaan |Jelas UU ini tidak menjelaskan secaUbah
Pemerintah melarang |Kejelasan bahasa, istilah, memadai terkait alasan kepentingan
impor atau ekspor baran{ Rumusan kata nadonal untuk melindungi keamang Perlu ditambahkan

untuk kepentingan
nasiond dengan alasan:
a. Untukmelindungi
keamanan
nasionalataukepenti
nganumum, termasuk
sosial, budaya, dan
moral masyarakat.
b. Untuk melindungi hak
kekayaan intelektual,
dan/atau Untuk
melindungi kesehatan
dan keselaratan

nasional atau
Meski sulit

kepentingan umur|
mendefinisikannyal
¢1SLISyaAy3aty y I
diberikan  kriterianya. = Pemerinta
mempunyai kewenangan untuk secg
obyektif menetukan apakah yan
merupakan kepentingan  nasion:
Secara ketatanegaraan terdapat syst
yang dapat menopan
pengindentifikasan kepentingar
nasional.

Terkait dengan UMKM, yang pe€

kriteria mengenai
kepentingan nasional
dalam Penjelasan
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHikum, Penjelasan,
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
manusia, hewan, ikan dilakukan adalah membuka salu
tumbuhan, dan komunikasi yang terumenerus antar,
lingkungan hidup. Pemerintah dan para pemang
kepentingan untuk mendapatkan dz
dan informasi yang seakurat mung
untuk menjadikepentingan asional.
8 |Pasal 5k Pasal 53 - - - Tidak ada temuan Tetap
9 |Pasab4ayat(1l): Dimensi Aspek Pengaturan Tidak ada penjelasan yang memaqUbah
Pemerintah dapat Penilaian Nilai |operasional ata| dalam peraturan dalam konteks melindungi kepentinggq
membatasi ekspor dan |nilai Pancasila |tidaknya masih belum nasional sehingga jaminan kepasti Menambahkan
impor barang untuk Penilaian peraturan dilaksanakan hukum dari pasal ini tidaada. penjelasan terkait
kepentingan nasional | efektivitas secara efekif kepentingan nasional
denganalasan: pelaksanaan
a. Untuk melindungi PUU
kepentingan nasional
atau kepentingan
umum, dan/atau
b. Untuk melindungi
kesehatan dan
keselamatan manusia
hewan, ikan,
tumbuhan, dan
lingkungan hidup.
10 |Pasal 5% Pasal 56 - - - Tidak ada temuan Tetap
11 |Pasab7ayat(1):Barang |Dimensi Keadilan Adanya Perlu diatur bagaimana pelaku usa Tetap

yang diperdagangkan di

Penilaan Nilai

ketentuan yang

kecil dengankemampuan modal yan
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHikum, Penjelasan,
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
dalam negeri harus nilai Pancasila jelas terkait terbatas menenuhi syarat ini agg Sepanjangpengertian
memenuhi: dengan nilanilai | dapat bersaing secara sehat terlefd LISt | | dz dz3
1. SNlyang telah keadilan atau lagi jika berhadapan dengan pela meliputijuga pihak
diberlakukan secara tidak ditemukan| usaha besar yang dalam pasal |asihg.
wajib; atau ketentuan yang | diperlakukan sama.
2.Persyaratan teknis bertentangan
yang telah dengan nilanilai| Untuk barangbarang yang
diberlakukan secara keadilan diperjualbelikan viae-commece maka
wajib. secara hukum anggung jawab ad
Pasab7ayat(2): Pelaku LI Rl & LAStKI{édz ody St
usaha dilarang asing) yang secara aktif menjadik
memperdagangkan Indonesia sebagai pasar merel
barang di dalam negeri Ketentuan pasal ini tidak perlu diubg
yang tidak memenutsNI 2A1 I LISYASNI ALY
yang telah diberlakukan mencakup pihak asing.
secara wajib atau
persyaratan teknis yang
telah diberlakukan secar
wajib.
12 |Pasal 5& Pasal 65 - - - Tidak ada temuan Tetap
13 |Pasab6: Ketentuan lebih| Dimensi Aspek Belum ada Saat ini sudah terdapat PRomor 80| Tetap
lanjut mengenai transakg Penilaian kekosongan |pengaturan tahun 2019 tentang Perdagangal
perdagangan melalui efektivitas pengaturan Melalui ~ Sistem  Elektronik yang|-Kehadiran PP PM$

sistem elektronik diatur
dengan atau berdasarkal
PeraturanPemerintah.

pelaksanaan
PUU

merupakanpayung hukum untuk seluru
aspek perdagangan yang berkaitg
dengan sistemecommerce RPP PMS

mengacu k UU Perdagangastan UU

memunculkan
optimisme

perlidungan hukur
transaksiE
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHikum, Penjelasan,
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
ITE. Intdari PP PMSE yaitu: commerceetapi PH
1.Memberikan kesempatan berusal ini tidak dapat
2.Kepastian dan perlindungan huky berdiri sendir. PP
3.Pengutamaan dan perlindung PMSE harus
terhadap kepentingan nasional ¢ memiliki aturan
UMKM. turunan yang
dihasilkan oleh
Prinsip pengaturan dalanPP PMS Kementerian
yaitu persamaan perlakuan terhaqf Perdagangan
pelaku usaha dan pedangan onli dengan didukung
Selanjutnya  terdapat prinsig oleh Kementerian
kepentingan nasional, Pengua| lain.
pelaku usaha dan produk lokghng
meliputi pemberdayaan dan prins
perlindungan konsumen. Kemud
akan ada pengambilan data UM
dengan caramachine to mahine
dengan melibatkamarketplacaya.
14 |Pasab7ayat Dimensi Keadilan Adanya Pelindungan dan pengamani Tetap
(3):Kebijakan Penilaian nilai ketentuan yang | perdagangan ditujukan untu
perlindungan dan nilai Pancasila jelas terkait mengamankan akses alang ekspolPasal ini tetap

pengamanan
perdagangan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi:
1. Pembelaan atas

dengan nilanilai
keadilan atau
tidak ditemukan
ketentuan yang
bertentangan

Indonesia dari tuduhan perdaggan
curang (nfair tradg di negara lain
Tuduhan perdagangan curang umumr|
dikaitkan dengan skala atau ni

ekonomi dari barang yan

diperlukan untuk
melindungi akses
UMKM ke pasar asin
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NO.

PENGATURAN/PASAL/B/
BAGIAN LAIN DARI PUY
(Judul, Konsiderans,
DasarHikum, Penjelasan,
Lampiran)

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

5

6

4. Pengenaan tindakan

tuduhan dumping
dan/atau subsidi
terhadap ekspor
barang nasional;

2. Pembelaan terhadap
eksportir yang barang
ekspornya dinilai oleh
Negara mitra dagang
telah menimbulkan
lonjakan impor di
negara tersebut;

3. Pembelaan terhadap
ekspor barang nasnal
yang dirugikan akibat
penerapan kebijakan
dan/atau regulasi
Negara lain;

antidumping atau
tindakan imbalan
untuk mengatasi
praktik perdagangan
yang tidak sehat;

5. Pengenaan tindakan
pengamanan
perdagangan untuk
mengatasi lonjakan
impor,

Pembelaan terhadap

dengan nilaiilai
keadilan

diperdagangkan. Oleh karena it
tidaklah salah menarik kesimpuli
bahwa keéentuan ini hanya untul
industri besar.

Namun demikian, UMKM juga dap
melakukan ekspor dalam jumlah beg
ke luar negeri berdasarkan pring
ekonomi kekeluargaan/kerakyatan, yal
bilamana Pemerintah membant
pemasaran barang mereka, misalnya
BUMN. Apakah mekanisme terseb
dilakukan atauitlak, pasal ini perlu ad
untuk melindungi akses UMKM ke pa:s
asing.
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHikum, Penjelasan,
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
kebijakan nasional terkai
perdagangan yang
ditentang oleh Negara
lain.
15 |Pasal 68 - - - Tidak ada temuan Tetap
16 |Pasal 69s.d 71 Dimensi Keadilan Adanya Agar UMKM tidak dirugikan leh |Ubah
Produk impor yang Penilaian nilai ketentuan yang | barangbarang impor yang dijual di
berdagang secareurang | nilai Pancasila jelas terkait pasar Indonesia dengan harga ya|Perlu adaya
dengan nilanilai |terekayasa, maka perlu ada mekanisn mekanisme kendali
keadilan atau |kendali yang didasarkan pada data d{atasbarang impor
tidak ditemukan |informasi yang akurat dan objektif agd yang dijuadi
ketentuan yang |Indonesia tidak dituduh melangggIndonesia
bertentangan |komitmen akses pasar di forurn
dengan nilanilai| Organisasi Perdagangan Dani
keadilan
Ketentuan pasapasal ini penting untuk
menjaga persaingan dalan
perdagangan dalam negeri.
17 |Pasal 72 - - - Tidak ada temuan Tetap
18 |Pasal 7&yat (4) Dimensi Aspek Belum ada Sampai saat ini Peraturan Presid Tetap
(4) Ketentuan lebih Penilaian kekosongan |pengaturan mengenai pemberdayaan koperasi se
lanjut mengenai efektivitas pengaturan usaha mikro, kecil dan meneng

pemberdayaan
koperasi serta usah
mikro, kecil, dan
menengah di sektor

Perdagangan

pelaksanaan
PUU

(UMKM) di sektor perdagangan sepe€
yang diamanatkan dalam Pasal 73 a
(4) belumdisahkan. Dala Pepres ini
akan ada peraturan yang rinci ag

UMKM vyang ada di Indonesia bi
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHikum, Penjelasan,
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
sebagaimana tumbuh pesat bukan hanya dald
dimaksud pada ayat jumlah tetapi pada penguatan UMK
(1) diatur dengan tersebut
atau berdasarkan
Peraturan Presiden.
19 |Pasal 74, Pasal 97 - - Tidak ada temuan Tetap
20 |Pasal 98 Dimensi Aspek {Pasal 98 ditujukan padaE-commerce Tetap
(1) Pemerintah dan Penilaian pengawasan dan perdagangan bukaB-commerce|Profesionalitas
Pemerinah Daerah efektivitas Pengawasan harus dilakukan dengkelembagaan serta
mempunyai wewenang |pelaksanaa GadlyRFENRALI &A LJbadanbadan yng
melakukan pengawasan| PUU kehalalan (Makanan dan minuma relevan cenganfungsi

terhadap kegiatan
Perdagangan.

(2) Dalam melaksanakar
pengawasan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pemerinta
menetapkan kebijakan
pengawasan di bidang
Perdagangan

1 Pengawasan produk barang bekas
ffJaminan kesehatan atau keselama

untuk menghindari celah terjadinys
pelanggararpelanggaran Hal in
menjadi celah bagi pelaku usah
importir nakalterlebih dalamtransaksi
Ecommerce dimana barangbarang
produk nonSNIini dapat bebas masu
ke masyarakat Pelaku usaha/importe

dapat dengan mudah menyiasg
masuknya  barangbarang yang
seharusiya tidek memenuhi
standarisasi yang ditetapkan ol¢

pemerintah melalui Standar Nasior|
Indonesia EN).

A sanitary and phytosanitary

pengawasan perlu
diintegrasikan
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHikum, Penjelasan,
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
21 |Pasal 9% Pasal 112 - - - Tidak ada temuan Tetap
22 |Pasal 113 Dimensi Aspek Rumusan sanks| 1. Ketentuan Pidana tentang barandUbah
Pelaku usaha yang penilaian penegakan pidana yang diperdagangkan tidak memend
memperdagangkan efektivitas hukum SNlakan merugikan pelakusaha kecif UMKM perlu diberikal

barang di dalam negeri
yang tidak memenutsNI
yang telah diberlakukan
secara wajib atau
persyaratan ¢knis yang
telah diberlakukan secar
wajib sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) dipidana dengar
pidana penjara gling
lama 5 tahun dan/atau
pidana denda paling
banyak Rp.5 miliar.

pelaksanaan
PUU

. Mengingat definisi yang ada dalam |

yang sangat jauh dari kemampu
tersebut. Terlebih lagi tidak ada pas
yang mengatur mengenai fleksibilit
bagi pelaku wusaha k& dalam
memenuhiSNI

Perdagangan, pasal ini tid
YSYOSRI{IYy GLYSE |
1. importir dari distributor; dan

2. usaha besar dari UMKM.
Untuk memberikan kesempatan yal
sama di bidang perdagangan, mg
perlu diambil tincdhkkan afirmatif untuk
memastikan UMKM  mengetah
dengan benar barang dan jasa g
saja yang wajib memenulBNI atau
persyaratan  teknis. Perlu jug
dipertimbangkan faktor (potensi)
kerugian yang timbul akibat barar
atau jasa tidak memenuhi SNJ
sehingga keintuan ini  secard
ekonomi tidak menghukum UMK

lebih berat daripada usaha besar.

kesempatan yang
sama dengan
menetapkan tindaka#
tindakan/
mempertimbangkan
potensi yang dapat
muncul
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NO.

PENGATURAN/PASAL/B/
BAGIAN LAIN DARI PUY
(Judul, Konsiderans,
DasarHikum, Penjelasan,
Lampiran)

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

6

23

Pasal 114 Pasal 122

Tidak ada teman

Tetap

6. Undangundang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standasisdan Penilaian Kesesuaian

a.Jumlah Pasal : 76 Pasal
b. Berlaku Pasal: Seluruh Pasal
c. Rekomendasi: Terdapat beberapa ketentuan pasal yang perlu harmonisasi dan penyempurnaan.

NO.

PENGATURAN/PASAL/BA
BAGIAN LAIN DARI PU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

3

4

6

7

Pasal 1 ayat 2

Penilaian Kesesuaian
adalah kegiatan untuk
menilaibahwa Barang,
Jasa, SistenfProses, atau
Personal telahmemenuh
persyaratan acuan.

Dimensi
Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
bahasa, istilah,
kata

Jelas

Belum terdapat penjelasan terkait ap
yang dimaksud dengan Persyarat
Acuan.

Ubah

Perlu ditambahkan
pengertian
oPersyaratan Acuan

Pasal 2¢c Pasal 8

Tidak ada temuan

Tetap

Pasal 9 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut

Dimensi
Efektivitas
Pelaksanaan

Aspek
Kekosongan
pengaturan

Belum ada
pengaturan

Saat ini belum adaPeraturan Presider
yang mengatur tentang Komite Akreditg
Nasional (KAN). Peraturan perundang

Tetap
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasar
Lampiran)

1 2 3 4 5 6 7
mengenai Peraturan yang ada terkait KAN yaitu Keputus
pembentukanorganisasi| Perundang Presiden (Keppres) Nomor 78 Tahun 2(
tugas, dan fungsi KAN |undangan tentang Komite Akreditasi Nasional
diatur dengan Keppres tentunya berbeda denga
Peraturan Presiden. Perpres. Denga adanya pasal 9 ayat

tersebut, tentunya mengamanatka
untuk dibuat Perpres mengenai KAN.
Pasal 75 UU ini pun mengatur bahy
peraturan pelaksanaan ditetapkan palif
lama 2 tahun sejak UU ini diundangka
Itu berarti Pasal 9 ayat 4 ini tiddderjalan
efektif karena belum terbitnya perpre
yang mengatur mengenai organisa
tugas, dan fungsi KAN.

3 |Pasal 10 Dimensi Penggunaan |Menimbulkan |[PNPS (Program Nasional PerumugUbah
(3) PNPS sebagaimana|Kejelasan bahasa, istilah,|ambiguitas / | Standar) adalah usulan rancangaNIdari
dimaksud pada ayat (1) | Rumusan kata multitafsir Pemangku Kepentingan yang ak|Perlu penjelasan
disusun dengan dirumuskan secara terencana, terpa(ckeyakinan
memperhatikan: dan sistematis. beragama

a. PNPS sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) disusundengan
memperhatikan:
kebijakan nasional
Standardisasi dan
PenilaianKesesuaian

b. perlindungan

konsumen;

PNPS disusun dengan memperhatik
beberapa hal, salah satunya keyakin
beragama (Pasal 10 ayahGruf i).

Dalam bagian penjelasan rumusan, tid
dijelaskan keyakinan beragama itu sep€
apa. Sehingga hal ini menimbulk{
multitafsir.
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NO.

PENGATURAN/PASAL/BA
BAGIAN LAIN DARI PU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasar
Lampiran)

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

c. kebutuhan pasar;

d. perkembangan
Standardisasi
internasional;

e. kesepakatan regiona
daninternasional;

f. kemampuan ilmu
pengetahuan en
teknologi;

g. kondid flora, fauna,
dan lingkungan hidug

h. kemampuan dan
kebutuhan8lindustri
dalam negeri;

i. keyakinan beragama
dan

j- budaya dan kearifan
81lokal

IS

Pasal 11Pasal 24

Tidak ada temuan

Tetap

Pasal 25

(1) PelakuUsaha,
kementerianBllembaga
pemerintahnon
kementerian, dan/atau
Pemerintah Daerah
wajibmemiliki sertifikat

SNlyang diberlakukan

DimensiNilar
Nilai Pancasila

Keadian

Adanya
ketentuan yang
jelas terkait
dengan nilai
nilai keadilan,
atau Tidak
ditemukan
ketentuan yang
bertentangan

Di dalam pasal 25 ayat 1, pelaku usa
kementerian/lembaga pemerintah no

kementeian dan pemerintah daeral.

wajib  memiliki  sertifikat SNI yang
diberlakukan secara wajib. Pemberlaku
SNI secara wajib ditetapkan dalam h
berkaitan dengan kepentingal
keselamatan, keamanan, kesehatan at

pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ubah

81



NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasar
Lampiran)

1 2 3 4 5 6 7
secara wajib dengan nilai  |Namun di dalen pasal 25 ayat 2, hany
sebagaimana dimaksud nilai keadilan |mengatur konsekuensi terhadap pelak
dalam Pasal 24 ayat (1) usaha saja ketika tidak memiliki sertifik|
(2) Pelaku Usaha yang yang diberlakukan secara wajib. Pada
tidak memiliki sertifikat pihak yang wajib untuk memiliki sertifika
atau memilik SNlyang diberlakukan secara wajib tidq
sertifikat sebagaimana hanya pelaku usaha saja,etainkan ada
dimaksud pada ayat (1) kementeriarilembaga pemerintah
tetapihabis masa nonkementerian dardtau Pemerintah
berlakunya, dibekukan Daerah.
sementara, ataudicabut
dilarang: Sehingga tidak adil ketika dalam pasal
a. memperdagangkan tidak ada konsekuensi untu
atau mengedarkan kementerianiembaga pemerintah non
Barang; kementerian dan/ atau pemerintah ketik
b. memberikan Jasa; tidak memiliki sertifkat SNI yang
dan/atau diberlakukan scara wajib.

c. Menjalankan Proses
atau Sistem
6 |Pasal 2&; Pasal 52 - - - Tidak ada temuan Tetap
7 |Pasal 53 Dimensi Aspek Pengaturan Dalam  praktiknya, pelaku UMKM | Tetap
Efektivitas operasional atal dalam peratura| mengeluhkan mahalnya biaysertifikasi
Terhadap Pelaku Usahg Pelalsanaan |tidaknya masih belum |SNJ sehingga menjadi hambatan unty
mikro dan kecil, Peraturan peraturan dilaksanakan |produk pelaku UMKM bisa segerg
diberikanpembinaan Perundang secara efektif |tersertifikasi. Itu  berarti  fasilitag
paling sedikit berupa |undangan pembiayaan sertifikasi yang diatur dala

fasilitaspembiayaan

Sertifikasi dan

pasal ini masih belum berjalan efekffila

dimungkinkan, Pemerintah dapa
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NO.

PENGATURAN/PASAL/BA
BAGIAN LAIN DARI PU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasar

Lampiran)

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

6

pemeliharaarSertifikasi.

memberikandukungan dana atau subsi
agar pelaku UMKM dapat terbantu

Pasal 54 Pasal 76

Tidak ada temuan

Tetap

7. Undangg Undang Nomor28 Tahun2014TentangHak Cipta

a. Jumlah Pasal

: 126 Pasal

b. Berlaku Pasal : seluruh pasal
c.Rekomendasi : Perluadanya pengaturan mengenai ketentuan tentang tanggung gwpenyediaplatform dan/atau penyelenggaranarketplace

dalam kontekse-commercemengingat pergeseran teknologi pendistribusian ciptaan secara dalam jaringarige). Selain itu
perlu dirumuskan ulang tanggung jawab penyeditatform atau penyelenggaranarket placeterhadap penjualan secara daring
atas barangbarang hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul,Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
1 |Pasal 1 angka 13 Dimensi Aspek relevans/Pengaturan |Pasal langka (13) UUHC mendefinisik Ubah
Penilaian dengan situasi |dalam Fiksasi adalah perekaman suara vya
GCAlal aia | R|Efekftivitas saat ini peraturan dapat didengar, perekamamgbar atau rymusan tentang
suara yang dapat Pelaksanaan masih relevan |keduanya, yang dapat dilihat, dideng fiksasi dalam Pasal
didengar, perekaman |Peaturan untuk digandakan, atau dikomunikasik o ]
gambar atau keduanya, |Perundang diberlakukan |melalui perangkat apapurSedangkar angka 13 itu dibuat
yang dapat dilihat, undangan secara efisien [dalam  doktrin  hak cipta, Fiksag dalam kerangka
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NO.

PENGATURAN/PASAL/B/
BAGIAN LAIN DARI PUY
(Judul,Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

6

7

didengar,digandakan,
atau dikomunikasikan
melalui perangkat
LIk Lddzy €

merupakan sebuah benty
pengekspresian ciptaan / kreasi ya
dalam hal ini benknya adalatberaneka
ragam.Terminologi Fiksasi berasal ¢
bahasainggris yakniFixation yang pada
dasarnya berakar dari The RBrne
convention.

Lebih lanjut, menilik istilah Fiksasi Yy
terdapat pada The Berne Conventig
dapat diarikan bahwa Fiksasi adalal
tindakan perwujudan dari sebuah id
menjadi bentuk yang nyata tgngible
form) dimanapengekspresianitu sendiri
tidak selalu dilakukan dengan rekan
melainkan dengan cara apapun VY
dilakukan dengan tupn untuk
mengekspresikan ciptaannya. Akan tet
UU Hak Cipta mengartikan Fiksasi dala
bentuk suaturekamansuara dan gambar.

Jika menelisik pasal tersebut la
bagaimana dengan karya ciptaan ber
buku, naskah, website, dan ka
lainnya yang bentuknya buka
merupakan sebuah rekaman. Apal
untuk  melakukan Fiksasinya ha
diubah dalam bentuk rekaman ddb

supayadiakui

berpikir ciptaarnyang
berupa84musikdan
lagu serta karya
pertunjukan dan
sinematografi (lihat
Pasal 40 tentang
ciptaan yang
dilindungi) yandisa
dicerap oleh indera
pendengaran dan
penglihatan sehingg
cara melakukan
fiksasinya adalah
melalui perekaman
suara dan gambar.
Ada kemungkinan
perumus pasal
termaksud terpaku
pada format rekama
CD, VCD, DVD untu
merekam suara dan
gambar, namun
melupakan é&kta
bahwa tindakan
mewujudnyatakan
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul,Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
suatu karya
Fiksasi, sebagaimana didefinisik{ intelektualita tidak
YSYOLIl G aa Go6S yL] le terbatas pada
hanya dalam t')e?tqperfkaman. Mgnurlﬂ_ rekaman suara dan
1FPYAZ daoSydudzil yeéel d
pasal 1 angka 1 seharusnya dipah: gambar .secgra
sebagai perwujudan nyata yang day elektroniksaja.
ditangka oleh panca indera. Rumusan termaksug
membatasi secara
tidak tepat tentang
pengertian fiksasi
sebagaimana diatur
dalam Konvensi Ber
Rumusan tesebut
perlu diubah.
2 |Pasal 1 angka 22 Dimensi Kesesuaian Konsisten antafUU Hak Cipta mengaturmengenai Ubah
G[ SYol 3l al |Pailaian dengan ketentuan Lembaga ManajemeKolektif (LMK), akar
Kolektif adalah institusi |Kejelasan sistematika dan tetapi pengaturanini masih belumbisa| | MkN dibentuk
yang ber_bentuk bada_m | Rumusan 85teknik memk_)erlkan kejelas_an _ akan L_e.mbaga denga gagasamgar
hukum nirlaba gng diberi penyusunan Manajemen Kolektif itu sendiri. Hal _
kuasa oleh Pencipta, Peaturan tersebut dikarenakanadanya perbedaan hanya ada 1 pio
Pemegang Hak Cipta, Perundang istilah  yang digunakan pada bagiarf P€mungutan serta
dan/atau pemilik Hak undangan Ketentuan Umum dan Pasal 89.Pada pembagian

Terkait guna mengelola

bagianKetentuan Umum di Pasalangka
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NO.

PENGATURAN/PASAL/B/
BAGIAN LAIN DARI PUY
(Judul,Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

6

7

hak ekonominya dalam
bentuk menghimpun dan
YSYRA&UNR O dz

22 menyebutkan bahwa Lembagg
Manajemen Ilektif adalahinstitusi yang
berbentuk badan hukum nirlaba yang
diberi kuasadari pencipta,pemegang hal
cipta, dan/atau pemilikhak terkait guna
mengelola halekonominyadalam bentuk
menghimpun dan mendistribusika
royalty. Sedangkan pada Pasal 89 ay:
UU Hak Cipta menyebutkanistilah
Lembaga Manajemen Kaltif Nasional
(LMKN). Sementara ituU Hak Cipta tidal
menjelaskan apa yang dimaksud deng
Lembaga Manajemen Kolektif
Nasional.Hal ini dapat menyebabk
kesalalpahaman mengenai bentuk da
eksistensdari LMK dan LMKN.

Lembaga Manajemen KolektifC¢llectiv
Management Sociejymerupakaniembag:s
yang berbasis anggota yang memberi k
kepada LMK untuk menghimpun ¢
mendistribusikarroyalti. Dalam praktikny
royalti yang dihimpun dan didtribusika
oleh LMK kepada Pencipta atau Peme(
Hak Cipta atau Hak Terkait itu berasal
ciptaan berbentuk musik dan lagu. Ad

berbagai LMK yang dibentuk berdasar

royaltinya. Ketika
anggota LMKN adals
LMK maka semua
LMK yang ada di
Indonesia menjadi
terwakili. Dengan
dipungutoleh LMKN
maka semua LMK
sudah memungut
sehingga tidak
mungkin tejadi
double pungut.
Karena LMKN
beranggotaka LMK
maka perhitungan
uang dilakukan di
LMKN. Hasil Pungut
LMK dimasukkan ke
single account LKMI
lalu kemudian dibagi

Munculnya LMKN
tanpaada jembatan
sebagaimana pasal
angka 22dapat
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul,Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
genre musik dan lagu yang diwakiliny menimbulkan
Misalnya LMK Dangdut, Pop, dan | kesalahpahaman.
sebagaing. Maka dari ituUU Hak
Cipta yang bar perlu
Pembentukan LMK nasional dalam Pas; menyatakan bahwa
ayat (1) adalah untuk membagir anggota LMKN adali
berdasarkan subyek perntil ciptaan, yait| LMKLMK sehingga
Pencipta, dan pemilik Hak Terkait. Dg antara LMKN denga
undangundang tidak jelas dirumusk LMK saling
batasan antara LMK dan LMK nasig berhubungan.
sehingga menimbulkan kesan adany
tumpangtindih antara keduanya.
3 |PasaRl ¢ Pasab - - - Tidak ada temuan Tetap
4 |Pasal 10: Dimensi Aspek Pengaturan |Seharusnya pengelola temp| Cabut
Gt SyasSt2f¢ Penilaian operasional dalam perdagangan tidak diberikan sanksi pida
perdagangan dila_trang Efektivitas tidaknya perqturan Karena pengelolatempat perdagangar Sanksi pidana bagi
membiarkan penjualan |Pelaksanaan |peraturan masih belum |tidak terjun langsung dalam kegiat:
: pengelola tempat
dan/ atau penggandaan | Peraturan dilaksanakn |usaha para pedagang yang berada q
barang hasil pelanggaran Perundang secara efektif |dalam daerah kelolanya. Pengeldidak perdagangan atas
Hak Cipta dan/ atau Hakl undangan mengetahui dan tidak berkompetensi Perbuatan yang

Terkait di tempat
perdagangan yang
RALSt2tlyel

untuk mengontrol dan mengevalug
barang dagangan di tempat yang ia kel
Seharusnya pik berwenang/Pemerintal
yang mempunyai pengetahuan lek
mengenai barang hasil penggandaa

atauhasil ~ pelanggaran hak  cip

dilakukan penyewa
tidak tepat.

Rumusan Pasal 10
dibuat ketika
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul,Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 U
melakukan pengawasan terhap| maraknya

peredaran barang hasil penggandaan &
pelanggaran hak cipta. Terlebih lagi s
ini tempat berdagangtidak berbetuk
fisik/perdagangan online, akan sangat s
mengaturnya.

Dalam konteks Ecommerce tempat
perdagangan dapaberupa aplikasi atau
marketplace seperti Tokopedia
Ruangguru atau Kaskus. Meskipun seq
peraturan mewajibkanpengelola tempal
perdagangan untuk memastikan bara
yang diperdagangkan tidak melanggar |
cipta atau hak terkait adala
memungkinkan, hal tersebut su
dilakukan da mungkin membutuhka
investasi SDM atau teknologi lebih. Di
lain, secara kontrakal pengelola dapa
mencantumkan klausul dalam perjaniji
dengan penyewa agar yang bersangku
wajib menawarkan barang yang tid
melanggar halhak orang lain.

pembajakan VCD dg
DVD yang dijual
bebas di pusapusat
perbelanjaan. Hal
mana antara lain
disiasati dengan
menetagkan adanya
dandlord liabilitg
yang mengharuskan
pengelola tempat
perdagangan turut
bertanggungjawab
atas penjualan
barangbarang hasil
pelanggaran ciptaan
di tempat
perdagangan yang
dikelolanya.
Ketentuan ini menja
redundantno(tidak
dibutuhkan lagi)
ketika terjadi
pergeseran teknolog
pendistribusian
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NO.

PENGATURAN/PASAL/BA
BAGIAN LAIN DARI PUY

(Judul,Konsiderans,

DasarHukum, Penjelasan

Lampiran)

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

7

ciptaan secara dalar
jaringan 6n-line).
Dalam kontek&
commerceperiu
dirumuskan ulang
mengenaiandlord
liability ini menjadi
tanggung jawab
penyediaplatform
atau penyelenggara
market place
terhadap pajualan
secara daring atas
barangbarang hasil
pelanggaran Hak
Kekayaan Intelektua
Pemturan yang telah
ada adalah: 1)
Peraturan Bersama
Menkumham RI dan
Menkominfo RI No.
14 Tahun 2015, dan
No. 26 Tahun 2015
Tentang Pelaksanag
Penutupan Konten
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dan/atauHak Akses
Pengguna
Pelanggaran Hak
Cipta dan/atau Hak
Terkait dalam Sisten
Eelektronik2) Surat
Edaran Menkominfo
No. 5 Tahun 2016
Tentang Batasan da
Tanggung Jawab
Penyedia Platform
dan Pedagang
(Merchan
Perdagangan Melaly
Sistem Elektronik
(Electranic
Commercgyang
BerbentukUser
Generated Content.
Pasal 10 dan Pasal
114 sudah saatray
untuk dicabut dan
diganti dengan
ketentuan tentang
tanggung jawab
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul,Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)

1 2 3 4 5 6 U
penyedia platform
dan/atau
penyelenggara
market place dalam
konteksE-commerce

5 |Pasal 1% Pasall5 - - - Tidak ada temuan Tetap

6 |Pasal 16 ayat 1 Dimensi Kesesuaian Tepat Benda ialah barang dan hak (Pasal 4 Ubah

Gl F1 /AL Kejelasan dengan BW). Barang terbagi menjadi barar
bendabergerak tidak Rumusan Sistematika dar bergerak dan barang tidak bergera Hak Cipta lebih tepat

0 SNB dz2 dzR d ¢

Teknik
Penyusunan
peraturan
perundang
undangan

Barang lergerak adalah barang yan
karena sifat, tujuan atau penetapa
Undangundang dinyatakan  sebags
barang bergerak. Pengertian [
bertentangan dengan Hak Hdssif pada
Hak Cipta

Hak dibagi menjadi hak mutla
(zaaklijkrechy  dan hak  relative
(persoonlijf. Hak yang bersifat mutla
melekat pada benda hégk atas
tanah/HGB, Hak Milik, dsb) sedangk
hak relative persoonlijf hanya dapat
diinforce kepada seorang atau beberap
orangtertentu. Hak Cipta tidak termasu
dalam kedua hak tersebut. Hak Cip
merupakan benda tetapi bulin benda
yang dimaksud dalam BW.

dianggapsebagai
benda tidak
berwujud
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul,Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
5Aal YLIAY3I Aldz {1 ¢
GARIF 0 S NI dzetdizR € tepaty]
secara akal sehatlika hendak direvisi
maka bendatidak berwujud akan lebih
tepat.
7 |Pasal 16 ayat 3 Dimensi Aspek Pengaturan |(a Sy 3Sy Il A 1 SdSyidz yTetap
Gl F1 /AL Efektivitas Operasioal dalam RA2IRALLY &Sol 3l A
sebagai objek jaminan |Pelaksanaan |atau tidaknya |Peraturan secaranormati ftidak ada masalah, nam| Untuk dapat
FARdAAL a gg:i;u(;:gg peraturan L?;T:Qa?gt; penerapannya masih menghadapi berbi terlaksananya
undangan secara efektif kendala. Masalah utama bagi krediketentuan ini, UU

untuk menerima Hak Cipta sebagzbyek
jaminan fidusia adalah:

- Belum jelas cara mengeksek
jaminannya jika terjadi gagal bayar d
sisi Debitur,

- Belum adainstansi yang berwenang
untuk menilai tersebut

- Sifatdari nilai hak cipta itsendiri yang
dapatberubahubah dartidak tetap.

Dapat disimpulkan bahwa jaminan fida
dianggap belum dapat memberikd
perlindungan bagi Kreditur dan pemi
jaminan sehingga diperlukan pengatur
yang lebih jelas lagi sehingfanyi pasa

ini dapatdiimplementasikan dengan bal

Jaminan Fidusia perl
disesuaikan. Lebih

lanjut peraturan

perbankanjugaperiu

diperiksa untuk
memastikan
kelancarannya.
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul,Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 U
di masyarakat.
Selain dari itu &entuan ini sulit untuk
dilaksanakan karena pihak perbankan ¢
Otoritas Jasa Keuangan sulit unt
menentukan nilai ekonomis atau har
pasar dari ciptaanEksekusi atagaminan
fidusia juga menuntut perubahan nam
pemegang hak cipta di daftar umu
ciptaan.
Di Indonesia Hak Cipta atas lagu dansik
yang jelas nilai pasarnya yaitu berdasar
royalti yang dihimpun dan distribusikg
oleh LMK kepada Pencipta
8 |Pasal 1% Pasal 32 - - - Tidak ada temuan Tetap
9 |Pasal 33 Dimensi Kemanusiaan |Adanya Pasal 33 ayat 2 mengatur dalam | Ubah
a om0 51 f I Y|Penilaian Nilai ketentuan yang| Ciptaan terdiri atas beberapa bagi
terdiri atasbeberapa nilai Pancasila menjamin tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dU rumusan pasal ini
bagian tersendiri yang perlindungan |Orang atau lebih, yang dianggap aghi i2di kabur
diciptakan oleh 2 (dua) HAM; atau Pencipta yaitu Orang yang memimpéan menja _
Orang atau lebih, yang tidak mengawasi penyelesaian seluruh Ciptas maknanya ketika
dianggap sebagai ditemukannya [Dalam hal Orang yang memimpin d mevnyekzutkan PahWE
Pencipta yaitu Orang ketentuan yang mengawasi penyelesaian seluruh Cipty @ RA OA LJu I
yang memimpin dan dapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ti¢ (dua) orang atau
mengawasi penyelesaiat menghambat |ada, yang dianggap sebagai Penciptayl f S A K¢ f |
seluruh Ciptaan. perlindungan Qrang yang mengmpun Ctptgan denga_r lebih lanjut bahwa
(2) Dalam hal Orang yan HAM. tidak mengurangi Hak Cipta masin
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NO.

PENGATURAN/PASAL/B/
BAGIAN LAIN DARI PUY
(Judul,Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

6

7

memimpin dan
mengawasi penyelesaiat
seluruh Ciptan
sebayaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak ada,
yang dianggap sebagai
Pencipta yaitu Orang
yang menghimpun
Ciptaan dengan tidak
mengurangi Hak Cipta
masingmasing atas
oF3AALY [ AL

masing atas bagian Ciptaannya.

Pasal ini dapat merugikan pihak yg
membuat karya bersamsama¢ sama
namun tidak memimpin atau tida
menghimpun karyanya. Seharusr
seluruh pihak digrikan hak yang sam
pada karya ciptaarbersama Sehingg:

apabila hak  ekonominyadiberikan
kepada pihak lain, harus menday
persetujuan para pihak, untu

mencegah masalah bila suatu ka
pada akhirnya malah terpecat pecah
bila diberikan tapi hanya oleh sebag
pemilik haknya.

Gelky3a RAL
sebagai penciptanys
adalahorangyang
memimpin dan
mengawasi
penyelesaian seluru
OALI LI ydE
pengakuan sebagai
Pencipta atas ciptaal
yang diciptakan oleh
2 (dua) orang atau
lebih itu diatur sama
seperti dalam
UndangUndang
Paten (lihat Pasal 1(
ayat (2) UU No.13
Tahun 206) yang
mengakui hak para
inventor yang secarg
bersamasama
menghasilkan inven
hakatas invensi
dimiliki secara
94bersamasama ole
para inventor yang
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul,Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
bersangkutan.
Pasal 33 ini juga tidg
selaras dengan
ketentuan Pasal 67
ayat (1) yang
mengatur mengenai
pengapan
permohonan
pencatatan ciptaan
yang diajukan oleh:
beberapa orang yan
secarebersamasamg
berhak atas suatu
Ciptaan atau produk
Hak Terkait.
10 |Pasal 34 Pasal 37 - - - Tidak ada temuan Tetap
11 |Pasal 38 Dimensi Aspek Belum ada Belum adanya Peraturan Pemerintah y Tetap
aom0 | |1 [/ A|Penilaian kekosongan |pengaturan mengatur tentang pelindungan af
ekspresi buday Efekivitas pengaturan ekspresi budaya tradisional. Segera dibentuk
tradisional dipegang olel Pelaksanaan Peraturan
Negara. Peraturan :
(2) Negara wajib Perundang Pemerintah(PP) yag
menginventarisasi, undangan mengatur tentang

menjaga, dan
memelihara ekspresi

pelindungan atas
ekspresi budaya
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NO.

PENGATURAN/PASAL/B/
BAGIAN LAIN DARI PUY
(Judul,Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

7

budaya tradisional
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Penggunaan ekspres
budaya tradisional
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus
memperhatikan nilai-nilai
yang hidup dalam
masyarakat
pengembannya.

(4) Ketentuan lebih lanju
mengenai Hak Cipta yan
dipegang oleh Negara
atas ekspresi budaya
tradisional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan
t SYSNAY (I Ko

tradisional.

12

Pasal 39

Tidak ada temuan

Tetap

13

Pasal 40

G 6m0O /AL
dilindungi meliputi
Ciptaan dalam bidang
ilmu pengetahuan, seni,
dan sastra, terdiri atas:
a. Buku, pamflet,

perwajahan karya tulis

Dimensi
Penilaian Nilai
nilai Pancasila

Kemanusiaan

Adanya
ketentuan yang
menjamin
perlindungan
HAM; atau
tidak
ditemukannya

ketentuan yang

Pengaturan  pasal tersebut  nias
bersifat limitatif atau terbatas pada h
hal yang ditentukan di dalam pa
tersebut. Ilmu pengetahuan, seni, d
sastra di dunia ini berkembang seir
perkembangan waktu dan teknolo
yang mana banyak bermunan karya

seni baru dengan berbagai mac

Ubah

Ketentuan Pasal 40
menjadi limitatif
karena ada katkata
& G S NR A dadisistl
of) yang seharusnya
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul,Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
yang diterbitkan, dan dapat metode. supaya tidakimitatif
semua hasil karya tulis menghambat |Implikasi ~ dari  pengaturan  secddigurakan katakata
Jainnya; b. ceramah, perlindungan |limitatif ~akan menutup  kesempatd 4 | y i I Namorfg I

kuliah, pidato, dan
Ciptaan sejeis lainnya; ¢
alat peraga yang dibuat
untuk kepentingan
pendidikan dan ilmu
pengetahuan; d. Lagu
dan/atau musik dengan
atau tanpa tekse.
Drama, drama musikal,
tari, koreografi,
pewayangan, dan
pantomim; f. karya seni
rupa dalam segala bentu
seperti luksan, gambar,
ukiran, kaligrafi, seni
pahat, patung, atau
kolase; g. Karya seni
terapan; h. karya
arsitektur; i. peta; j. Kary
seni bdik atau seni motif
Jain; k. Karya fotografi; |
Potret; m. Karya
sinematografi; n.
Terjemahan, tafsir,
saduran, bunga rapai,

basis data, adaptasi,

HAM.

karya seni lainnya untuk dilindungi o
Hak Cipta dan ini sangat disayang
mengingat  kreativitas harus  teta
berkembang, karena akan berdamp
juga pada aspek ekonomi émbuka
lapangan kerja barwlan juga aspe
lainnya.

others. Penyebutan
jenis ciptaan dan
contohnya tetap
diperlukan oleh karen
ada kaitannya denga
pasalpasal
selanjutnya tentang
masa berlakunya
perlindungan atas
jenisjenis ciptaan
tertentu.
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NO.

PENGATURAN/PASAL/B/
BAGIAN LAIN DARI PUY
(Judul,Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

aransemen, modifikasi
dan karya lain dari hasil
transformasio.
terjemahan, adaptasi,
aransemen, transformisi,
atau modifikasi ekspresi
budaya tradisional; p.
kompilasi Ciptaan atau
data, baik dalam format
yang dapat dibaca
dengan Program
Komputer maupun medig
lainnya; g. kompilasi
ekspresi budaya
tradisional selama
kompilasi tersebut
merupakan karya yang
asli r. permainan video;
dan s. Program
Komputer.

14

Pasal 4%, Pasal 43

Tidak ada temuan

Tetap

15

Pasal 44

Gt Sy3a3adzt Iy
pengambilan,
Penggandaan, dan/atau
pengubahan suatu
ciptaan dan/ atau produk
Hak Terkait secara

Dimensi
Penilaian
Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
bahasan, istilah
kata

Jelas

Ketentuan Pasal 44 mengatur menge
FdFdz LISy 33dzyl
tidak melanggar hak.

ofair use

51tFY

KFEE AYA

a1sS

sebagaimana dimaksudalam pasal44
ayat 1 huruf a dan d dalam pengecual

Ubah

Sebaikya dijelaskn
lebih lanjut mengenai
kepentingan yang
wajar
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul,Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 U
seluruh atau sebagian hak cipta masih tidak jelas paramet
yang substansial tidak pengecualiannya seperti apaMasalah
dianggap sebagai Gl1SLISyaGAy3alry &l y3

pelanggaran Hak Cipta
jika sumbernya
disebukan atau
dicantumkan secara
lengkap untukkeperluan.
a. pendidikan, penelitian
penulisan karya ilmiah,
penyusunan laporan,
penulisan kritik atau
tinjauan

suatu masalah dengan
tidak merugikan
kepentingan yang wajar
dari Pencipta atau
Pemegang Hak

Cipta;

b. keamanan serta
penyelenggaraan
pemerintahan,
legislatiian peradilan;
c. ceramah yang hanya
untuk tujuanpendidikan
dan ilmu pengetahuan;
atau

d. pertunjukan atau

pementasan yang tidak

ditentukan dengan jelas secara kuantitg
khususnya yang berkenaan deng
penggandaan smra leseluuhan. Kasu
yang terjadi misalnya padpenggandaar
buku secara fotokopi untuk dibagika
kepada peserta kursus Bahasa Inggris.
lebih dari satu eksemplar sebenarn
sudah tidak wajar karena melanggar h
ekonomi dari Pencipta.
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul,Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 U
dipungut bayaran denga
ketentuan tidak
merugikan
kepentingan yang wgr
dari Pencipta
16 |Pasal 4% Pasal 54 - - - Tidak ada temuan Tetap
17 |Pasal 55 ayat (1) Dimensi Penggunaan |Jelas Pasal ini sdah sesuai dengan sifat dqUbah
CX{ SGALF LI h NI |Penilaian bahasaistilah, pe|anggaran Hak Cipta yang berupa q
menge_tahw pelanggarar Kejelasan kata aduan. Menteri tidak mempuny
Hak Cipta dan/ atau Hak Rumusan 1 §1 dzt %% bfigice dntuk mengamb
Terkait melalusistem _
elektronik untuk tindakan tanpa adanya laporan a
Penggunaan $ara pengaduan. Lagi pula tanpa adanya pr
Komersial dapat identifikasi atas pelanggaran Hak Cipta
meAIapo,rkgn kepada pihak yang berhak atas ciptaan g
aSy uSNAoE ditentukan adanya pelanggaran.
Kata] I O & { S (sébhiknyadtubsh
menjadh at AKIF 1 ély3 0o
18 |Pasal 5@, Pasal 88 - - - Tidak ada temuan Tetap
19 |Pasal 89 Dimensi Penggunaan |Tidak Untuk pengelolaan Royalti HalCipta| Ubah
a(1) Untuk pengelolaan |Penilaian bahasan, istilah menimbulkan |bidang lagu dan/ataumusik dibentuk 2
Royalti Hak Cipta _bidang Kejelasan kata a_lmbi_guitas/mu (dug) Lembaga Manajemer_1 que Disesuaikan dengan
quu dan/ ataumusik Rumusan titafsir nasional yang masifngasing| | o ondasi Pasal |
dibentuk 2 (dua) merepresentasikan keterwakilan seba
Lembaga Manajemen berikut: (a) kepentingan Pencipta; d angka 22
Kolektif nasional yang (b) kepentingan pemii Hak Terkait.
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul,Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)

1 2 3 4 5 6 7
masingmasing Rumusan pasal yang demikig Dibentwknya dua LM
merepresentasikan bentuknya, pada dasarnya kelak da nasional masig-
keterwakilan sebagai menimbulkan  perbedaan interpreta masing untuk
berikut: _ _ atau penafsiran terhadap pas Pencipta dan Hak
a. kepentingan Pencipta tersebut. _
dan Dalam bentuk penasiran yang pertan Terkait adalah untuk
b. kepentingan pemilik dapat disimpulkan bahwa di Indeia] Memudahkan
IE1 ¢SNY kA kelak akan terdapatua jenis Lembag penghimpunan dan

Manajemen Kolektif nasional (LMK pendistribusian
yakni LMKn Pencipta dan LMKn [ rgyalti.
Terkait, hal mana lembaganya hai
terdiri atas dua jenis namun jumlahn
tidaklah terbatas hanya dua melaink
tidak dibatasi. Sedangkadi sisi lain
dapat muncul pula penafsiran bah
hanya akan terdapat dua LKMn
Indonesia, yakni LMKn Pencipta ¢
LMKn Hak Terkait. Kedua penafs
tersebut pada dasarnya sshh sajg
untuk dilakikkan mengingat bahw
UUHC membuka peluang atas terjadin
tafsir tersebut, akan tetapi hal terseh
tentunya berpotensi menimbulka
permasalaharhukum baru dikemudian
hari.
20 |Pasal 9@ Pasal 112 - - - Tidak ada temuan Tetap
21 |Pasal 113 ayat 4) Dimensi Aspek relevans Pengaturan |Saat ini ciptaan dalam bentuk CD, D)Ubah
Penilaian dengan situasi |dalam sudah tidak beredar lagi di masyarak
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul,Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)

1 2 3 4 5 6 7
Setiap Orang yang Efektivitas sad ini perundangan |Perlu dikaji ulang pengaturan pas
memenuhi unsur Pelaksanaan masih relevan |pembajakan. Ancanm  hukumannys
sebagaimana dimaksud | PUU untuk cukup tinggi tetapi penggalaan dan
pada ayat (3) yang diberlakukan |penyebaran saat ini sudaimternet base
dilakukan dalam bentuk secara efisien |tidak dalam bentuk cakram rekaman.
pembajakan, dipidana
dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh
tahun dan/atau pidana
denda paling banyak
Rp4.000.000.000,00
(empat miliar rupiah).

Pasal 114 Dimensi Aspek Pengaturan |Pasal 114 yang merupakan ketentu{ Cabut
Efektivitas operasional dalam sanksi dari Pasal 10 sudah saatoyduk

Setiap Orang yang Pelaksanaan |tidaknya peraturan dicabut dan diganti dengan ketentual

mengelola tempat Peraturan peraturan masih belum tentang tanggung jawa penyedia

perdagangan dalam _ platform dan/atau penyelenggara marke

segala bentuknya yang Perundang dllaksanakah place dalam konteksscommerce (lihat

dengan sengaja dan undangan secara efektif | anajisis Pasal 10).

mengetahui membiarkan
penjualan dan/atau
penggandaan bang
basil pelanggaran Hak
Cipta dan/atau Hak
Terkait di tempat
perdagangan yang
dikelolanya sebagaiman
dimaksud dalam Pasal 1

dipidana dengan pidana
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NO.

PENGATURAN/PASAL/B/
BAGIAN LAIN DARI PUY
(Judul,Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

denda paling banyak Rp
100.000.000,00 (seratus
juta rupiah)

22

Pasal 115Pasal 126

Tidak ada temuan

Tetap

(o3

UU Nomor 3Tahun 2016 tentang Paten

. Jumlah Pasal 173 Pasal
. Berlaku Pada Seluruh pasal
. Rekomendasi Perlu perubahan beberapa pasal terkayarat kebaharuanr{ovelty) walaupun Patertersebut merupakanpengembangan dari

produk sebelumnya, namuiharus memiliki fungsi teknis yandapat membedakan dengan pateyang lainrya.

NO. | PENGATURAN/PASAL/BAIL DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
AGIAN LAIN DARI PUU (Ju
Konsiderans, DasarHukum
Penjelasan, Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
1 |UUNomor 3 Tahun 2016 | Dimensi Aspek Dari seqi UU No13 tahun 2016 ini memerintahkarn Tetap
tentang Paten Penilaian Kekosongan peraturan untuk membuat:
Efektivitas Pengaturan pelaksananyal- 3 Peraturan Pemerintah
Pelaksanaan - 4 Peraturan Presiden
Perauran - 17 Peraturan Menteri
Perundang
undangan PP BIDANG PATEN

1. PP No.27 Tahun 20
tentang Tata Cal
Pelaksanaan Paten ol
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BAL DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
AGIAN LAIN DARI PUU (Ju
Konsiderans, DasarHukum
Penjelasan, Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
Pemerintah ditetapka

Tanggal 5 Oktober 2004.

2. PPM. 31 Tahun 19¢
tentang Komisi Bandir
Paten ditetapkan Tangc
29 Agustus 1995.

3. PP No. 11 Tahun 19
tentang Bentuk dan |
Surat Paten ditetapke
Tanggal 22 Februial993

4. PP No0.33 Tahun 19
tentang Pendaftara
Khusus Konsultan Pat
ditetapkan Tanggal 11 Ji
1991 .

5. PP No.45 Tahun 20
tentang Jeniglan Tarif Aas
Penerimaan Negara Buk
Pajak Yang Berlaku Pe
Kementerian Hukum d¢
Hak Asasi Manusia.

PERPREBIDANG PATEN

1. Peraturan Preside
Republik Indonesia No.
Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Paten Ol
Pemerintah Terhadap Ob
Antiviral dan Antiretroviral
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BAI DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
AGIAN LAIN DARI PUU (Ju
Konsiderans, DasarHukum
Penjelasan, Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
PERMENKUMHAM

1. Peraturan Menteri Hukul
dan HAM RI No. 38 Tah
2018 tentang Permohona
Paten

2. Peraturan Menteri Hukui
dan HAM RI No. 39 Tah
2018 tentang Tata Cal
Pemberian Lisensi Wa
Paten

3. Peraturan Menteri Hukurnr
dan HAM RI No. 15 Tah
2018 tentang Pelaksana
Paten oleh Pemegal
Paten

KEPPRES REPUBLIK INDONESIA

1. Keppres No. 83 Tahun @4
tentang Pelaksanaan Pat
oleh Pemerintah terhade
Obatobat Anti Retroviral.

SURTA EDARAN

1. Surat Edaran Nomor
HKI.KI.05.083 Tahun 201
tentang Perpanjangz
Waktu Pemenuha
Kewajiban Hutang Bia
Tahunan Paten Be
Pemegang Paten
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BAL DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
AGIAN LAIN DARI PUU (Ju
Konsiderans, DasarHukum
Penjelasan, Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
2. Surat Edaran Nuor : HKI3-
08.0T.02.02 Tahun 20
tentang Masa Peralih:
Pembayaran Biaya Tahur
UndangUndang Pate
Nomor 14 Tahun 2001 |
UndangUndang Pate
Nomor 13 Tahun 2016
2 |Pasal 1 angka 4 Dimensi Penggunaan kurang jelas |Dalam pasal ini idak ada penjelasaUBAH
Permohonan adalah Kejelasan Bahasa, istilah, terkait apa yang dimaksud dengan Pat{ perlu definisi pagn
pemohon Paten atau Pat¢ Rumusan kata Sederhana. sederhanaserta
Sederhaa yang diajukan
kepada Menteri Istlah Paten Sederhana merupa parameternya.
GSNESYI KFY RFENLI &
Gl dz adziAfAde Y2RS

pada dasarnyabisa dipahami denga
membandingkannya dengan Paten bi
Jika Paten biasa adalah suatu invensi
berupa solusi atas suatu masalah tekno
maka Paten Sederhana adalah ber
produk atas alat yang baru dan mempun
kegunaan  praktis  karena  bent
konfigurasi, konstruksi atau komponenn
Paten Sederhana tidak perlu merupa
suatu solusi atas masalah teknologi te
bisa berupa alat baru yang mempun

kegunaan praktis yang lebih badari ala
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NO.

PENGATURAN/PASAL/BAI

AGIAN LAIN DARI PUU (Ju

Konsiderans, DasarHukum
Penjelasan, Lampiran)

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

6

yang lama. Contoh: pisau penderes po
karet yang biasaya digunakan oleh pa
penderes itu tidak mempunyai fitur ya
berfungsi mengatur kedalam
pemotongan kulit pohon karet, pisau ya
baru dibentuk sedemikian rupa sehin
bisa mengatur kedlaman pemotonga
kulit pohon karet. Kedalaman pemotong
yang terkur ini diperlukan unty
menghasilkan getah karet secara optir
Fitur baru dari pisau penderes pohon ka
itu  mempunyai  kegunaan  prak
meningkatkan produksi getah karet kar¢
bentuknya yang berbeda dari pis
penderes konvensional sehingga 13
diberi  perlindungan  berupa Pat
Sederhana.

Supaya diperoleh pemahaman yang s
sebaiknya UU Hak Cipta mengatur def
serta parameter dari paten sederhg
tersebut.

Pasal 2

Tidak addgemuan

Tetap

Pasal 3 ayat (2)
Paten sederhana
sebagaimana dimaksud

Dimensi
Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
Bahasaistilah,
kata

kurang tepat

Perlu istibh nilai kegunaan praktis dalat
norma, tidak di penjelasan saja agar tid
menjadi bias.

UBAH
'y adzNJ &7 dzy
kegunaan yang lebih
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BAL DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
AGIAN LAIN DARI PUU (Ju
Konsiderans, DasarHukum
Penjelasan, Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
dalam Pasal 2 huruf b praktis daripada
diberikan untuk setiap Berdasarkan data Direktorat Jendefx y gSy a A & 4

Invensi baru,
pengembangan dari
produk atau proses yang
telah ada dan dapat
diterapkan dalam industri
Penjelasan:

Paten sederhandiberikan
untuk Invensi yang berup
produk yang bukan sekad
berbeda ciri teknisnya,
tetapi harus memiliki
fungsi/kegunaan yang
lebih praktis daripada
Invensi sebelumnyyang
disebabkan bentuk,
konfigurasi, konstruksi,
atau komponennya yang
mencakup alat, barang,
mesin, komposisi, formula
penggunaan, senyawa, at
sistemPaten sederhana
juga diberikan untuk
Invensi yang berupa pros
atau metode yang baru.

Kekayaan Intelektual, Paten yar
merupakan penemuan baru hanya 2
(dua persen) dan selehilya adalah Pater
yang berupakan pengemabgan dari
Paten yang telah ada sebelumnyBuatu
penemuan (invensi) berdasarkan U
Paten merupakan sebuah ide invent
yang dituangkan ke dalam suatu kegiat
pemecahan masalah yang spesifik
bidang teknologi berup produk atau
proses, atau penyempurnaa dan
pengembangan produk atau pros¥s
Berdasarkan ketentuan UU Paten sus
Paten diberikan terhadap suatu evensi
yang bary b) mengandung langkah
inventif baik pengembangan dari produ
atau proses yang telah adaan c)dapat
diterapkan dalam indust Namun,
berdasarkan UU Paten saat ini, ese
yang ditekankan hanya syarat kebaharu
(novelty). Padahal suatu Paten dap
dikatakan memiliki kebaharuan mak
harus ada langkahinventif, walaupun
Paten tersebut merugkan
pengembangan dari produk sebelugm

namun harus memiliki fungsi teknis yar

perlu dibunyikan
dalam norma dan
tidak hanya dalam
penjelasan.

17Pasal 1 Angka 2 UU Paten
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NO.

PENGATURAN/PASAL/BAI DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
AGIAN LAIN DARI PUU (Ju
Konsiderans, DasarHukum
Penjelasan, Lampiran)

2 3 4 S 6 7

dapat membedakan dengan paten yali
lainnyal®Ketiadaan  esensi  kegunaa
praktis dalam Paten mengakibatka
banyaknya permohonan yang masl
untuk Paten dan paling banya
didaftakkan adalah permohonan Pater
hal ini dikarenakan permohonarn
pendaftarannya mudah, cepat, dan hany
nilai kebaharuan saja yang disyaratk
oleh undangundang. Penekanar
kebaharuan dalam ketentuan Pas
mengenai Paten sangat bias, dikarenak
suatu produk ymg didaftarkan selain
baru juga harusmemiliki fungsi teknis
yang lebih baik dari produk sebelumny
dan memiliki kegunaan praktis yang dap
dibedakan oleh masyarakat. Penilaiq
unsur kebaharuan sebagai dinyataks
dalam Pasal 3 UU Paten dalg
prakteknya mayebabkan permohonar
yang masuk hanyansur kebaruan sajq
yang dipertimbangkan dan tidak pad
adanya kegunaan praktisnya, akibatn
paten yang daftarkan baru namun tids
terdapat perbedaan kegunaan prakt
satu dengan lainnya.

18 Contoh: suatu produk A memiliki Paten Sederhana dengan beberapa kegunaan praktis yang menurut masyarakat raepniiktisilSedangkan ada inventor produk B yang juga
memohonkan paten terhadap produknya. Dikarenakan ketiadaan perbedaan kegunaars prakti dapat membedakan keduanya maka akan menimbulkan permasalahan
sehubungan dengan pendaftaran yang dikabulkan péromannya, dikarenakan keduanya sassma memenuhi syarat berdasarkan UU Paten terkait dengan Paten Sederhana.
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BAI DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
AGIAN LAIN DARI PUU (Ju
Konsiderans, DasarHukum
Penjelasan, Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7

Berikut daftar pemohonan Paten
Sederhana yang adaalam Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual.

- Jumlah permohonan paten sederhan

2017 =984

2018 = 1545

2019 =573
- Permohonan paten sederhana yar

dikabulkan:

2017 =297

2018 =164

2019 = Masih proses
- Permohonan paten sesthana yang

terdapat konflik:

2017 =-
2018=2
2019=1

Data tersebut di atas menggambarka
data permohonan yang masu
sehubungan dengan adanya permohon
Paten, dimana dengan adany
permohonan pada tahun tersebut yan
didasarkan dengan UU Paten, terdap
lonjakan  permohonan sehubungan
dengan adanya kemudahan terkg
dengan perubahan mengenai kriter
Paten sebagaimana dimaksud dalam |
Paten. Hal ini dapat tergambar dari da

tersebut diatas, dimana lonjaka
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BAL DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
AGIAN LAIN DARI PUU (Ju
Konsiderans, DasarHukum
Penjelasan, Lampiran)

1 2 3 4 5 6 7
permohonan yang masuk selaras deng
lonjakanjumlah permohonan Pateyang
mengalami konflik pada saat pate
tersebut dikabulkan permohonananny,
maupun pada saat paten tersebl
diproduksi dan dipasarkan.

5|Pasal 3 ayat 2 Dimensi Penggunaan menimbulkan | Suatu produk yang diberikan Pat{UBAH
Kejelasan Bahasa, istilah, |kontradiksi/ |Sederhana pada dasarnya merupal
Rumusan kata kerancuan pengembangan baik dari prodwd¢aupun

proses yang telah ada sebelumnya. Ha
perlu dibedakan dengan paten bia
(Paten). Suatu Paten Sederhg
merupakan suatu invensi yang merupak
sesuatu yang dapat diduga d
merupakan pengembangan, ya
dilakukan secara kreatif dan inovatif d
produk/proses yang ada sebelumny
Ketentuan Paten Sederhana sebagaim
dimaksud dalam Pasal 3 UU Paten da|
praktiknya menimbulkar
kontradiksi/kerancuan dikarenakg
1 NR&  Spidgembangan produk ata
LINR & S & & ldehgan  Ketrituxr
& ¥vensiyang badé a4 Sol A A
terdapat dalam Pasal tersebut. Sya
pengembangan produk atau proses y4g
ada dalam Paten Sederhana tidak ses
dengan kriteria paten pada umumny

dikarenakan tidak adanya batasan antq

GLYOSyar &
dipahami sebagai
suatu invensi yang
berbeda dari produk
atau proses yang telg
ada sebelumnya,
sedangkan
GLISY3ISYO Iy
produk atau proses
yangada RA LJ
sebagai
penyempurnaan dan
pengembangan dari
produk atau proses
yang telah ada
sebelumnya. Batasan
antara keduanya dap
dilihat dari deskripsi
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BAL DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
AGIAN LAIN DARI PUU (Ju
Konsiderans, DasarHukum
Penjelasan, Lampiran)

1 2 3 4 5 6 7
GAYDBSYahn 0 I NHzé R|(uraian) dan klaim, ja
produk atau NB & S& & y 3 | |diperlukan suatu
keduanya. saling kontradiksi satu uns proses penilaian
dengan lainnya. terhadap proses

pemeriksaan
substantif.

6 |Pasal 3 ayat (2) dengan |Dimensi Penggunaan Konsisten Kriteria untuk Paten biasa memgTETAP

Pasal 1 angka 2 Kejelasan Bahasa, istilah, |antar berbeda dengan kriteria untuk Pat
Rumusan kata ketentuan | sederhana. Penggunaan istilah  inv
dalam hal Paten biaslan Paten Sederha

sudah konsisten.

7 |Pasal & Pasal 19 - - - Tidak ada temuan Tetap

8 |Pasal 20 dengan Pasal 2] Dimensi Hak dan Adanya Pasal 20 bertentangan dengan Pasa UBAH

TRIPS Disharmoni |Kewajiban pengaturan | TRIPS. Kewajiban membuat produk
pengaturan mengenai hak

Pasal 20

(1)Pemegang Paten wajil]
membuat produk atau
menggunakan proses (
Indonesia.

(2)Membuat produk atau
menggunakan proses
selagaimana dimaksug
pada ayat (1) harus
menunjang transfer

teknologi, penyerapan

dankewajiban
yang sama
pada 2 (dua)
atau lebih
pengaturan
yng berbeda
hierarkhi,
tetapi
memberikan
hak dan

kewajiban

menggunakan proses di Indonesia |
merupakan ketetuan yang diskriminat
Ketentuan tersebut dimaksudkan ag
Pemegang Paten berinvestasi di Indon
untuk melaksanakan Patennya, padsa
Pasal 27 TRIPS dengan jelas menyeb
bahwa impor produk yang diberi pat
merupakan salah satu bentuk pelaksan
Paten yang tidak boleh dilarang.

Kewajiban untuk membuat produk at

-Lisensi sebaiknya
dinormakan dalam
pasal 20 ayat 1 agar
selaras dengan pasa
76 baik dalam
membuat/menggung
kan sendiri atau
memberi lisensi

-Pasal 20 ini
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BAL DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
AGIAN LAIN DARI PUU (Ju
Konsiderans, DasarHukum
Penjelasan, Lampiran)

1 2 3 4 5 6 7
investasi dan/atau yang berbeda| menggunakan proses di Indonesia ji bermasalah pada
penyediaan lapangan | Dimensi Aspek relevansi tidak realistis jika dikaji dari sudut pandi sanksinya
kerja Efektifitas dengan

Pasal 27 TRIPS
Xpatents shall be availabl
and patent rights enjoyab
without discrimination as
to the place of invention,
the field of technology ang
whether products are
imported or locally
produced.

Pasal 132 ayat 1 huruf e
Penghapusan Paten
berdasarkan putusan
pengadilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13
huruf b dilakukan jika:

e. Pemegang Paten
melanggar ketentuan
sebagaimaa dimaksud
dalam Pasal 20.

113hukum yang
berlaku secara
internasional

economic of scalesSama sekali tid
ekonomis untuk mendirikan pabrik
Indonesia untuk melaksanakarsebual
Paten yang terbatas madserlakunya, da
yang untuk pengembangan invensinya
sudah diinvestasikan sejumlah besar da

Pasal 20 juga tidak selaras den
ketentuan Pasal 76 mengenai lise
Pemberian lisensi memungkink

Pemegang Paten untukmelaksanaka
Paten yang dimilikiya sebagaimana diat
dalam Pasal 19.

sebagaimana diatur
pasal 132 gat 1 huru
e sehingga
direkomendasikan
untuk diubah dengat
pertimbangan:
Pertama, esensi pag
ini merupakan esen
dari paten jaman
dahulu di Inggris.
Kedua, mengenai hg
diskriminatif menuru
padangan
KementeriarLuar
Negeri bukan
terhadap suatu
produkmelainkan
terhadap
orang/bangsa.

UU paten mengatur
sanksi hapusnya pate
jika paten tidak
dilaksanakan dalam

113



NO. | PENGATURAN/PASAL/BAl  DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
AGIAN LAIN DARI PUU (Ju
Konsiderans, DasarHukum
Penjelasan, Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
jangka waktu 3 tahun
Sebaiknya Paten
berdasarkan pasal in
tidak harus
dilaksanakan oleh
orang Indonesi dan
dalam 5 tahun
inventor asinglapat
diberikankesempatan
untuk mencari rekan
usaha di Indonesia.
Jika tidakerpenuhi
maka ijin impor
sebaiknya tetap
berjalan.
9 |Pasal 2% Pasal 29 - - - Tidak ada temuan Tetap
Pasal 30 aygR) dan 3 Dimensi Aspek Menghambat | Dokumen prioritas memang perlu disah| TETAP
(tiga). Efektifitas | operasional atau oleh Kantor Paten di negara di m;
_ Pelaksanaan | tidaknya permohonan patentersebut pertama ka
(2) Selain _harus PUU peraturan diajukan dan prosesnyaersebut tidak
memenuhi ketentuan AR A x .
sebagainana dimaksud fFYlF®d LISy ISal Kdritgsé
dalam Pasal 25, ceertified copy addah sebagai bukti bahw
Permohonan dengan permohonan paten yang bersangku
menggunakan Hak memang telah diajukan di Kantor Pa
Prioritas sebagaimana negara yang bersangkutan. Pengesaha
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BAL DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
AGIAN LAIN DARI PUU (Ju
Konsiderans, DasarHukum
Penjelasan, Lampiran)

1 2 3 4 5 6 7
dimaksud pada ayat (1) bukan proses notarisasi dan legali
harus juga dilengkapi dokumen hukum seperti yang perl
dengan dokumen dilakukan untuk membuat surat kug
pnontas_ yang disahkan untuk beracara di Pengadilan. Jadi ti
oleh pejabat yang i
berwenang di negara ada alasanuntuk meniadakan persyarat
yang bersangkutan. pembuatan dokumen prioritas di negji
(3)Dokumen prioritas yang bersangkutan.
yang tehh disahkan oleh
pejabat yang berwenang
di negara yang
bersangkutan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus sudalt
disampaikan kepada
Menteri paling lama 16
(enam belas) bulan
terhitung sejak anggal
prioritas.

10 |Pasal 3%, Pasal 173 - - - Tidak ada temuan Tetap

11 |UU Nomor 3 Tahun 2016|Dimensi Aspek Belum ada Sosialisasi terkait Paten (KI) memiliki ni Tetap
tentang Paten Efektifitas kekosongan pengaturan | ekonomi yang tinggietapi kegiatan ini

Pelakanaan |pengaturan masih jarang dilakukan antara lain
PUU diakibatkan karena:
a. Aparat
Aparat KI hanya administrator, serin
tidak konssten melaksanakar
peraturan Kl, tidak punya vig
menjadikan Kl sebagai obye
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intangible assets yang dapa
memajukan ekonomi nasional. (k
dianggap sebagai obyek bukaregs
b. Lembaga
Ketidakpahaman perbankan da
keuangan terhadap Kl sebagai oby
bisnisyang dapat dijaminkan.
c. SDM
Inovator, inventor, creator dan parg
seniman yang belum paharn
hubungan KI dengan Perbanka
atau lembaga pembiayaan.

9. UndangUndangNomor 19 Tahun 2016entang Perubahan U Nomor 11Tahun 2008Tentang Informasi dan Tramaksi Elektronik

a. Jumlah Pasal : 54 Pasal

b. Berlaku Pasal : Seluruh pasal

c. Rekomendasi : Perlu adanya perubahan pasal yang berkaitan dengkebebasan berekspresi agatidak terjadi penyalahgunaan Pasal
Kebebebasan berekspresiebaiknyadipakaiuntuk mendukung pertumbuhan ekonomi digitatau e- commerce di Indonesia

1 Pasal X Pasal 8 - - - Tidak ada temuan Tetap
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Pasal 9 Dimensi Aspek Pengaturan Berdasarkan data dari YLKI bah| Tetap
Efektivitas | Operasional dalam belanjaonline masuk dalam urutan k&
Pelaku  usaha  yan| Pelaksanaa| atau tidaknya| peraturan dari 10 aduan yang berasal dg
menawarkan produk n Peraturan| peraturan masih  belum| konsumen. Da laporan barang tidal
melalui’ Sistem Elel_<tron| Perundang dilaksanakan | sesuai dengan spesifikasi menemp
.h aris menyediakan undangan secara efektif | urutan kedua sebagai daftar pengadu
informasi yang lengka
dan benar berkaitar terbesar konsumet-commerce
gf;c?t?snen,syegza kg?otﬁ Di era digital ini meiweli barang cukug
yang ditawarkan. hanya melihat, tidakperlu menyentuh
barangnya. Maka itu penting bagi pela
usaha Ecommerce memiliki kesadarar
untuk mengimplementasikan pasal i
sehingga risiko  konsumen yang
mengembakan barang yang dibe
karena tidak sesuai ataupun vyai
transaksi/system pembayaran/metod
pengirimannyamenjadi berkurang.
Pasal 10 ayat 1 Dimensi Penggunaan Tidak DalamEcommercekeberadaan pasal in Ubah
Kejelasan | Bahasa, istilahl menimbulkan | dapa ditafsirkan bahwa pelaku usah _
Setiappelaku usaha yan{ Rumusan | kata ambiguitas/mu | tidak diwajibkan untuk menggunakan - Sebaiknya -
menyelenggarakan Ititafsir jasa Lembaga Sertifikasi Keandalan y dltlegkaskanI;‘rlterla
Transaks_i - EI(_aktroni berwenang mengaudit da perartl usana yan
dapat disertifikasi oleh . mene&ima _
Lembaga Sertifikas mengelugrkan ser.tlflkat keandalan dalg seriifikasi dari
Keandalan. transaksi elektronik. Lembaga
Sertifikasi
Apakah saja kriteria pelaku usaha yg Keandalanbeserta
diperbolehkan mengikii sertifikasiserta| konsekwensi
konsekwensi hukum bagi pelaku usa hukum yang
yang tidak bersertifikasiApabila pelaky ~diterima  untuk
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usaha tidak diwajibkan bagaimai memberikan
perlidungan  konsumen  terhada] perlindungan bag
keberadaan situ&commerceyang tidak| ~konsumen.
mempunyai sertfikasi.
Lebih lanjut dalam penjelasan ga 10,
sertifikasi  keandalan  dimaksudkg
sebagai buktbahwa pelaku usaha yan
melakukan  perdagangan elektron
aftFer1ésx FNIAyetl
tidak layak ataukah ada kriteria lainnya
Pasal 1k Pasal 25 - - - Tidak ada temuan Tetap
Pasal 26 Dimensi Aspek aksey Ketersediaan | Ketentuan Pasal 26 ini terkait hak unt| Tetap
(1) Setiap Penyelenggar Efektivitas | informasi informasi dilupakan the right to be forgotteh
Sistem Elektronik pelaksanaa| masyarakat dalam yakni setiap penyelenggaraelektronik | Perlu ada
wajib menghaps | n PUU menerapkan | wajib menghapus dokumen elektron| pengawasan dalan
Informasi  Elektronik peraturan yang tidak relevan di bawah kendalin] penegakannya aga
dan/atau  Dokumen atas permintaan orang yan tidak menjadi alat
Elektronik yang tidal bersangkutan berdasarkan penetap{ pemerintah  untuk
relevan yang berad: pengadilan. Dalam pelaksanaananya | menghambat akse!
di bawah kendalinyd menjadi alat ganda pemerintah unty informasi bagi
atas permintaan melaki media dan juralis di masdalu, | masyarakat.
Orang yang sehingga masyarakat tidak memperol
bersangkutan akses informasi yang diinginkannya.
berdasarkan
penetapan
pengadilan.
(2) Setiap Penyelenggar
Sistem Elektronik
wajib  menyediakan
mekanisme
penghapusan
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Informasi  Elektronik
dan/atau Dokimen
Elektronik yang sudal

tidak relevan sesus
dengan
ketentuanperaturan
perundangundangan.
(3) Ketentuan mengena
tata cara
penghapusan
Informasi  Elektronik
dan/atau  Dokumen
Elektronik

sebagaimana
dimaksud pada aya
(3) danayat (4) diatur
dalam peraturan
pemerintah

Pasal 27 ayat (1)

(1) Stiap Orang dengar
sengaja dan tanpa ha
mendistribusikan
dan/atau
mentransmisikan
dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informas
Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yan
memiliki muatan yang
melanggar kesusilaan.

Dimensi
Penilaian
kejelasan
rumusan

Perggunaan
bahasa, istilah
kata

multitafsir

Pasal ini multitafsir dan berpoten
overkriminalisasi.  Unsur  melangg
kesusilaan memiliki konteks dan batas
yang tidak jelas sehingga har
diperjelas. Pasal ini harus dikembalik
kepada tujuan awalnya sepée dalam
Pasal 282 KUHP bahwa sirkulasi kont
melanggar kesusilaan hanya daf
dipidana apabila dilakukan di ruang d
ditujukan untuk publik.

Baik UU Pornografi dan UU ITE da
dipergunakan untuk menjerat pelak
kejahatan pornografi yang menggunak

meda internet. Meski demikian, Pas

Ubah

Perlu sinkronisas
dan harmonisas
dengan ketentuan

dalam Pasal 28]
KUHP dan Pasal

ayat D) uuy
Pornografi.
Proses  perubahai

harus sejalan denga

ketentuan dalam
RKUHP agar tida
terjadi duplikasi
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282 KUHP juga masih dapat digunak
untuk menjangkau pornografi di interng
karena rumusan pasal tersebut ya
cukup luas, ditambah lagi Pasal 44
Pornografi menegaskan bahwa sem
peraturan perundangindangan yang
mengatur atau berkaitan dengan tinda
pidana pornografi dinyatakan teta
berlaku sepanjang tidak bertentangg
dengan UU tersebut. Dalam praktikn
bisa saja penegak hukum menggunak
ketiga undangundang tersebut (UU
Pornografi, UU ITE, dan KUHP) 4
hanyaUU Pornografi dan UU ITE saja.
UU Pornografi adalahlex specialis
(hukum yang khusus) dari UU ITE ¢
KUHP dalam kejahatan pornogr
melalui internet. Pornografi merupakal
salah satu bagian dari muatan ya
melanggar kesusilaan yang disebut Pg
27 ayat (1) UU ITEdan KUHP, namu
ketiga UU ¢rsebut menerapkan sank
yang berbeda. Oleh karena itu per
dikaji kembali terkait perbuatar
melanggar kesusilaan melalui interng
apakah perlu diatur dalam UU ITE at
kah cukup diatur dalam KUHP dan
Pornogrdi.

sebal
dapat

pasal,
duplikasi
mengakibatkan
tumpang tindih yang
bertentangan
dengan  kepastiar
hukum.

Pasal 27 ayat (3)
Setiap Orang denga
sengaja dan tanpa ha
mendistribusikan

dan/atau

Dimensi
Penilaian
nilai-nilai
Pancasila

Kemanusiaan

Ditemukannya
ketentuan
yang
menghambat
perlindungan

Norma dalam ketentuan Pasal 27 ayat
dalam prakteknya berpotensi
mengancam kebebasan berekspre
karena muatan penghinaan dan/atg

pencemaran nama baik multi intrepreta

Cabut

Perlu dikaji kembali
apakah ketentuan ini
perlu diatur dalam
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mentransmisikan HAM dan mudah disalahgunakan. UU ITE sebab tujuan
dan/atau membuat dapat Pada praktiknya pasal ini justru leb UU ITE adalah
diaksesnya Informas banyak menyasar kelompok dan indivii mendukung
Elektronik dan/atau yang mengkritik institusi dengan gresi| pertumbuhan
DokumenElektronik yang yang sah, lebih memprihatinkan pasai | ekonomi di era
memiliki muatan kerap digunakan untuk membungka| digital, bukan untuk
penghinaan dan/atay pengkritik Presiden atau institusi/pejaby membatasi
pencemaran nama baik. pemerintah, padahal UU ITE disus kebebasan
untuk mendukung pertumbuhal bereksekpresi.
ekonomi di Indonesia melalui ekonor
dijital dan perdagangan di dumimaya E
commerce di Indonesia
Pasal 28 ayat (1) Dimensi Penggunaan Tidak jelas Ketentuan dalam pasal ini tidg Tetap
Setiap orang dengal Penilaian | bahasa, istilah menjelaskan apa yang dimaksud deng
sengaja, dan tanpa ha kejelasan | kata WWo S NA lidan Y&/ 2Sya3 (i | | Ditambahkan dalam
menyebarkan berita| rumusan Go2K2y3 & RIFyYy &Y{penjelasa
bohong dan menyesatka dua hal Dberbeda. Dalam frag
yang mengakibatkar GYSyeSolNJIy 06SNR
kerugian konsumer| diatur adalah perbuatannya, sedangk
dalam Transaks RETIY YSy®ISad G111 ya
Elektronik. adalah akibat dari perbuatan ini yan

membud orang berpandangar
salah/keliru. Untuk membuktikan tela|
terjadi pelanggaran harus memenu
semua unsur dalam pasal tersebl
Rumusan unsur menggunakan Ka
RIYya FNGAye@!l hatuR
terpenuhi  untuk pemidanaan, Vyait
menyebarkan berita bohong i¢lak
sesuai hallkeadaan yang sebenarny
dan menyesatkan (menyebabkg
seseorang berpandangan  pemikir

salah/keliru). Apabila berita bohon
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tersebut tidak menyebabkan seseora
berpandangn salah, maka tidak dapq
dilakukan pemidanaan.

Pasal 29

Setiap Orang denga
sengaja dan tanpa ha
mengirimkan  Informas
Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yan
berisi ancaman kekerasa

atau menakutnakuti
yang ditujukan secar;
pribadi

Dimensi
Penilaian
kejelasan
rumusan

Pengguaan
bahasa, istilah
kata

Multitafsir

Kebijakan kriminalisasi yarn
memasukkan cyber bullying ini juga
berpotensi menimbulkan

overkriminalisasi. Banyak alpiidana dan
negaranegara lain mengalami kesulitg
dalam merumuskan pengertia
perundungan. Karentidak ada defenis
yang baku mengenai perundungg
tradisional, maka rumusan yang ak
digunakan dianggap bersifat lentur dg
banyak menimbulkan penafsirarmqiti
purpose act Dengan kondisi demikia
maka tindak pidana ini berpotensi bes
disalahgunakan aam penegakannyg
Dengan demikian maka terbukalah cel
pemberangusan kebebasan ekspresi
dunia maya

Tetap

Ditambahkan dalam
penjelasan agar tidal
multitafsir, juga
dalam
pelaksanaannya aga
ada pengawasan
supaya tidak
disalahgunakan
dalam penegakanya

10

Pasal 3@ Pasal 39

Tidak ada temuan

Tetap
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11 Pasal 40 ayat (2) Dimensi Penggunaan Multitafsir Ketentuan ini akan berimplikasi terhadq Tetap
(2a) Pemerintah wajil] Penilaian | bahasa, istilah mudahnya aparat pemerintah
melakukan pencegahal kejelasan | kata melakukan penagian dan pemutusarn Ditambahkan dlam
penyebarluasan dail rumusan konten. penjelasan agar tidal
penggunaan Informas Prosedur pemutusan akses, yang mirl multitafsir misalnya|
Elektronik dan/atau ditambah denganindikator yang tidak| dijelaskan prosedu
Dokumen Elektronik yan YSYI RIA S NXru&dn hang pemutusan  konten
memiliki muatan yang RAEf NI Yy3Q 11y |oleh pemerintah
dilarang sesuai denga kewenangan yang eksesif yang gampi juga dalam
ketentuan peraturan disalahgunakan oleh Pemerintal pelaksanaanny agar
perundangundangan. ada pengawasal
(2b) Dalam melakukal supaya tidak
pencegahan sebagaimar disalahgunakan
dimaksud pada ayat (24 dalam penegakannyi
Pemerintah  berwenang
melakukan  pemutusn
akses dan/atau
memerintahkan kepads:
Penyelenggara Sistel
Elektronik untuk
melakukan  pemutusar
akses terhadap Infmasi
Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yan
memiliki muatan yang
melanggar hukum.

12 Pasal 4%, Pasal 42 - - - Tidak ada temuan Tetap
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13 Pasalt3 ayat (3) Dimensi Aspek standal Ketersediaan | Ketentuan penangkapan, penahang Tetap
Penggeledahan dan/ata| Penilaian | operasional SOP yangejas, | penggeledahan, dan penyitaan daldst
penyitaan terhadap efektivitas | prosedur lengkap  dan ini semula dalam UU ITE yang lal Namun dalam
Sistem Elektronik yan| pelaksanaa benarbenar di| masih masih memerlukan izin dari Ket| pelaksanaannya
terkait dengan dugaan n PUU terapkan Pengadilan (Pasal 43 ayat 6) dan | perlu adany
tindak pidana dibidang menunjukkan kemajuan Indonesialdm | pengawasan.
Teknologi Informasi dal menselaraskan ketentuan hukum
Transaksi Elektroni nasional dengan kewajibatewajiban
dilakukan sesuai denga internasional Indonesia. Saat ini dalg
ketentuan hukum acar: revisi UU ITE, menghilangkan ijin d
pidana. Ketua Pengadilan, maka upaya pal
Pasal 43 ayat (6): akan menjadi diskresi aparat peneg
Penangkapan da hukum. Seyogyanya setiap upaya §a
penahanan terhaday harus dengan izin pengadilasesuali
pelaku tindak pidana d dengan ketentuan dalam Koveng
bidang Teknolog Internasional tentang HaKak Sipil dar
Informasi dan Transak Politik (Kovenan Sipol) unty
Elektronik dilakukar melaksanakan  kewajiban  Indoneg
sesuai degan ketentuan sebagai negara peserta Kovenan Sipol
hukum acara pidana.
14 Pasal 44 Pasal 54 - - - Tidak ada temuan Tetap
15 UU NO 19 Tahun 2016 | Dimensi judul UU NO 19 Tahun 2016 jo UU No | Tetap
UU No 11 Tahun 200 Penilaian Tahun 208 tentang Informasi dar
tentang Informasi dan ketepatan Trans&si EEktronik telah mencerminkar
Transaksi Elektronik jenis judul dan isinya (sesuai)
peraturan
perundang
undangan
16 UUNO 19 Tahun 2016 j| Dimens Mengatur lebih| Diamanatkan | UU ini disusn sebagai tindak lanjut da| Tetap
UU No 11 Tahun 200 Penilaian | lanjut ketentuan| untuk  diatur | ketentuan UUD 1945 khususnya Pag
tentang Informasi dar ketepatan | UUD RI Tahul diatur dalam| 28F bahwa Setiap ong berhak untuk
Transaksi Elektronik jenis 1945 yang| UU, dan| berkomunikasi dan memperole
Peraturan | diamanatkan disebutkan informasi untuk mengembangkan pribal
Perundang | secara tegas materinya dan lingkungan sosialnya, serta berh
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undangan

untuk mencari, memperoleh, memilik
menyimpan, mengolah, da
menyampaikan informasi dengg
menggunakan segala jenis saluran ya
tersedia

10. UU Nomor 20 Tahun 201t&éntang Merek dan Indikasi Geografis

a. Jumlah Pasal: 109 Pasal

b. Berlaku Pasal: Seluruh pasal
c. Rekomendasi: Perluperlu dibuat aturan pelaksananya agar Protocol Madrid dapat diimplementasikan di Indonesia.
PerlumenormakanPendaftaran Merek dalam UU atau setiddidaknya dalam Penjelasan UU

NO. | PENGATURAN/PASAL/BAL DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
AGIAN LAIN DARI PUU (Ju
Konsiderans, DasarHukum
Penjelasan, Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
1 |UU Nomor 20 Tahun 201 Dimensi Aspek Kekosongd Dari segi UU No 20 tahun 2016 ini memerintahkg Tetap
tentang Merek dan Indikg Penilaian Pengaturan Peraturan untuk membuat:
Geografis Efektivitas pelaksananya|- 7 Peraturan Pemeritah
Pelaksanaan - 14 Peraturan Menteri
Peraturan
Perundang Baru ada:
undangan 1. PP No. 28 Tahun 2016
2. PP No. 22 Tahun 2018
3. PP No. 28 Tahun 2019
4. Permenkumham No. 67 Tahun 201€
5. Permenkumham No. 42 Tahun 2016
6. Permenkumham No. 13 tahun 2017
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BAI DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
AGIAN LAIN DARI PUU (Ju
Konsiderans, DasarHukum
Penjelasan, Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
2 |UUNomor 20 Tahun 2016 Dimensi Kekosongan Belum ada Perlu menambahkan Perpres No. {Tetap
tentang Merek danindikasj Efektivitas | hukum pengaturan. | Tahun 2017 tentang Pengesahi
Geografis Pelaksanaan Protocol Relating Tothe Madrid |- Menambah Perpres
PUU Agreement Concerning Th{ 92 Tahun 2017

International Registration Of M&r1989,
dalam konsideran mengingat (untu
aturan yang akadatang.

Pada tanggal 2 Oktober 2017 bersama
dengan Sidang Umuivorld Intellectual
Property OrganizatiofWIPO) ke 57 d
Jenava, Pemerintah Indonesig
menyerahkan Instrumen Aksesi Protog
Madrid, kepada Direktur Jenderal WIP(
Ini menandakan Indonesia secara res
telah menjadi anggota ke 100 Madri
Union. Protocol Madrid ini berlakudli

Indonesiasetelah 3 bulan penyeraha
instrument aksesi, yaitu tgl. 2 Janug
2018. Berlakunya Protocol Madri
menandakan babak baru sistem
pendaftaran merek di Indonesia.

tentang Pengesahar
Protocol Relating To
the Madrid
Agreement
Concerning The
Internatioral
Registration Of Mark
1989di bagian
Konsideran

- Perlu dibuat aturan
pelaksananya agar
protocol madrid
dapat
diimplementasikan d
Indonesia.
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NO.

PENGATURAN/PASAL/BAI
AGIAN LAIN DARI PUU (Ju
Konsiderans, DasarHukum
Penjelasan, Lampiran)

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

=

2

3

4

5

6

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dimensi
Kejelasan
rumusan

Penggunaan
Bahasa, istilah,
kata

kekosongan
istilah

Dengan adanya Sistem Madrid ma
perlu ditambahkan istilah Kantor dalar
pasal 1 ketentuan umum.

LAGAE K aYl yi2Nk
12y 0N € Al f K
bertanggungjawab bagi pihak vyar
mengadakan perjanjian.

Untuk merek dagang dan
layanan.
Keterangan:
aYl yia2NE
12y 0N £
referensi kantor yang bertanggun
jawab, atas nama pihak yan
mengadakan perjanjian, pendaftara
merek, dan setiap istilah dalam protoc
YI RNA R dzy Gakgn ditafgirkad
sebagai referensi untuk merek dagar
dan merek layanan (baca: mérgsa).

mere

FdFdz YF
lirkah y'sebadi

Ubah

Perlu ditambahkan
istilah kantor sesuai
dengan Protocol Madri

Pasal 1 angka 8
Permohonan adalah
permintaan pendaftaran
Merek atau pendaftaran
Indikasi Geografis yang
diajukan kepada Menteri.

Dimensi
Kejelasan
Rumusan

Penggunaan
Bahasaistilah,
kata

Kurang
penjelasan

Dengan adanya Sistem Madrid ma
perlu ditambahkan dalam penjelasan
Gt SYAE AT YSNEB | R
permohonan  pendaftaran merek
AYOSNYyFaAz2ylt YSt|

Ubah

Perlu penambahan
dalam penjelasan
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BAI DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
AGIAN LAIN DARI PUU (Ju
Konsiderans, DasarHukum
Penjelasan, Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
5 |Pasal 1 angka 22 Dimensi Penggunaan Konsisten Pengertian hari antara Pasal 1 angkZ UBAH
Hari achlah hari kerja. Kejelasan Bahasa, istilah, |antar dengan Penjelasan pasal 85 (4) berb
Rumusan kata ketentuan Padal Pasal 85 (4Hari adalah hagetentuan bahwa ha
kalender. FRIFf | K a K
. _ _ sedangkan dala|
Hari, sebagaimana dimaksddlam pasal penjelasan Pasal 85 a
1 angka 22, berlaku untuk keseluruhg (4) berbeda, yaitu hd
UU Merek dan Indikasi Geografis, keCU 44 | K & K NJ
ditentukan lain. Pengecualian diberikg dapat membingungkat
oleh, atara lain, pasal 85, yakni terkal Menurut prosedy
dengan prosedur beracara. Menurypy,kum Acara, ha
prosedur hukum acara, hari yan aqsiah hari kalendé
digunakan adalahhari kalender. Oleh| 4 ini sebaiknya diaty
karena itu, di sini berlaku prinsip hukun 451am norma, hkar
yang mengatur secara khusy g51am penjelasan.
mengesampingkan hukum yan
mengatur secara umum
6 |Pasal Z Pasal 3 - - - Tidak ada temuan Tetap
7 |Pasal 4)) Dimensi Aspek relevansi |Pengaturan | PP No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis ( UBAH
Permohonan pendaftaran| efektifitas dengan situasi sa dalam tarif atas jenis Peneamaan Negara
Merekdiajukan oleh pelaksanaan |ini peraturan Bukan Pajak yang berlaku paq- Perlu ditinjau biaya
Pemohon atau Kuasanya| PUU masih relevan| Kemenkumham. yang dikeluarkan
kepada Menteri secara untuk Permohonan Pendaftaran Merk: terjanglau/tidak bagi
elektronik atau non melakukan b. UsahaMikro dan Usaha Kecil pelaku usaha UMKM

elektronik dalanbahasa
Indonesia.

Pasal 4 (4)
Permohonan sebagaiman

secara efisien

1. Secara Elektronik (online) P¢
Kelas Rp. 500.000,
2. Secara non Elektronik (manug
Per Kelas Rp. 600.000,

c. Umum

Dinas Koperasi UKM
dan mendorong dan
membantusecara
aktif kegiatan
pendaftaran Merek d
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BAI DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI

AGIAN LAIN DARI PUU (Ju
Konsiderans, DasarHukum
Penjelasan, Lampiran)

1 2 3 4 5 6 7
dimaksud pada ayat (1) 1. Secara Elektronik (online) P¢ lapangan.
dilampiri dengan label Kdas Rp. 1.800.000,

Merek dan bukti 2. Secara non Elektronik (manug
pembayararbiaya Per Kelas Rp. 2.000.000,
Pasal 4 (5) Protocol Madrid tentang Pendaftaran:
BiayaPermohaman Dimensi Aspek relevansi Pengajuan Permohonan Internasion
pendaftaran Merek efektifitas dengan hukum hanya dapat dilakukan jika Pemohg
ditentukan per kelas pelaksanaan |yang berlaku Pengaturan telah  memiliki Permohonan atal
barang dan/atau jasa. PUU secara yang terkait Pendaftaran (secara nasional) di D
internasional dengan sebelumnya.
ratifikasi,
konvensi, Artikel 2 (2) Protokol Madrid:
perjanjian, Merek yang akan dilindungi hard
traktat, diunjukkan, kelas/klasifikasi Mere
kebiasaan sesuai Perjanjian Nice. Jika tid
internasional diberikan maka akan diberikan ole
Biro Internasional.
UU HKI mengatur jangka waki
pendaftaran HKI yang cupusingkat,
Realitanya, proses pendaftaran H
dengan manajemen yang amburady
yang tidak pernah sesuai denga
peraturan perundangundangan HKI
sehingga mengecewakan pa
pemohon HKI nasional dasing.
8 |Pasal & Pasal 15 - - - Tidak ada temuan Tetap

129



NO. | PENGATURAN/PASAL/BAI DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
AGIAN LAIN DARI PUU (Ju
Konsiderans, DasarHukum
Penjelasan, Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
9 |Pas&l6 (1) Dimensi Aspek relevansi |Pengaturan | PP No. 28 Tahun 2019 tentang Jetda |UBAH
Ddam jangka waktu Efektifitas dengan situasi sa dalam tarif atas jenis Penerimaan Nega
pengumuman sebagaima| pelaksanaan |ini peraturan Bukan Pajak yang berlaku paqPerlu ditinjau besaran
dimaksud deamPasal 14 |PUU masih relevan| Kemerkumham menyatakan bahwibiaya yang dikeluarkar
setiap pihak dapat untuk Pengajuan Keberatan atas Permohon|untuk UMKM dapat
mengajukarkeberatan melakukan Merk, per permohonan Rp.1.000.000, |terjangkau/tidak
secara tertulis kepada secara efisien
Menteri atas Permohonar Hal ini rlu dikaj lebih lanjut masalah
yang bersangkutan dengg biaya pengajuan keberatan terutam
dikenai biaya. bagi UMKM, dan harus transparan ba
pihak Ditejn KI dalam pemeriksaan Me
dan IG.
10 |Pasal 1% Pasal 20 - - - Tidak ada temuan Tetap
11 |Pasal 21 (1) Dimensi Penggunaan Kurang KNA G S NR | ad YSNE] Ubah
Permohonarditolak jika |Kejelasan Bahasa, istilah, |penjelasan |dirumuskan dalam Peraturan Mente
Merek tersebut Rumusan kata Hukum dan HAM RI No.67 Tahun 20 - Perlu adanya

mempunyai persamaan

pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan:

a. Merek terkenaimilik
pihak lain untuk baran
dari/atau jasa sejenis;

b. Merek terkenamilik
pihak lain untuk baram
darr/atau jasa tidak
sejenis yang memenu
persyaratan tertentu;
atau

Tentang Pendaftaran MereKTetapi UU
Merek sendir belum menjelaskan apsq
yang dimaksud sebagai Merek terkenal

Praktik pengadilan dalam menetapks
keterkenalan suatu merek serin
mengundang  kontroversi.  Sebagig
karena ketidaktahuan masyarakat bahv
merek tebagi ke dalam 45 kelas bararn
dan jasa sebagmana diatur dalanNice
Classification dan harus digunakar

dalam perdagangan, sebagian g

penjelasan mengeng
GYSNB|1 @S
kriterianya.

- Kebanyakan Hakim
tidak menggunakan
Permenkumham
tentang Pendaftaran
Merek karena aturan
ini merujuk ke WIPO
Maka itu £baiknya
Pendaftaan Merek
dinormakan dalam
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BAI DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
AGIAN LAIN DARI PUU (Ju
Konsiderans, DasarHukum
Penjelasan, Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
karena inkonsistensi putusan. Namy UUatau setidak
demikian, secara praktik terdapg tidaknya dalam
pedoman untuk menilai merek terkena Penjelasan
yakni WIPO Joint Recommendatior
Concerning Provisions dhe Protection
of WellKnown Marks
https://www.wipo.int/publications/en/d
etails.jsp?id=346 Meski dokumen ini
bukanlah hukum positif, namm ia
memberikan panduan bagi semy
negara Yyang menjadi anggotany
termasuk Indonesia. Melihat 6 kriteri
yangdiberikan untuk merek terkenal in
dapat dijadikarsebagai pedoman. Buka
saja pengadopsian tersebut hem:
waktu dan energi, namun juga membu
Indonesia terintegrasi secar
internasional.
12 |Pasal 22 Pasal 45 - - - Tidak ada temuan Tetap
13 |Pasal 46 ayat (4): Dimensi Aspek operasiond Pengaturan |Saat ini, masih sedikit masyarakat ygq UBAH
Untuk pemberdayaan Efektifitas atau tidaknya dalam menddtar merek kolektif, terutama Menjadi :
Usaha Mikro, Kecn_dan Pelaksanaan | peraturan pera_turan pelaku UMK_M,_ _pgdahal PeNgguNai pasal 46 ayat (4):
Menengah, Pemerintah |PUU masm belum |merek kolektif dinilai sebagai salah sgyniyk pemberdayaan
dapat mendaftarkan Mere dllaksanakar_l upaya dalam r_n_emberdayakgn UMK Usaha MikroKecil dan
Kolektif yang secara efektif | gunamemperbaiki perekonomian daera _
diperuntukkan bagi dan menciptakan produk  yan Menengah, Pemerinta
pengembangan usaha mempunyai daya saing. dapat mendaftarkan
dimaksud dan/atau Peran pemerintah sangat dikwikan |danmendorongMerek
pelayananl3lpublik. terhadap upaya pemberdayaan UMKI
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BAI DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
AGIAN LAIN DARI PUU (Ju
Konsiderans, DasarHukum
Penjelasan, Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
Hal ini dikarenakan sebagian begKolektif yang

UMKM memiliki kualitas SDM vyar
rendah, kurangnya pengetahug
mengenai pendaftaran merek, anggap
bahwa merek tidak perlu untu
didaftarkan, rendahnya pera
pemerintah, biaya pendtaran merek
yang terlalu mahal dan proses yang lam
Keberatan atau keengganan pela
UMKM untuk menggunakan merg
secarabersamasama karena:

a. Mereka telah memulai dan merinti
usahanya sendusendiri.

b. Perbedaan kualitas antara pedaga
yang satu denganyang lainnya
berdampak kepada reputasi pal
pedagang.

c. Kurangnya pemahaman pai
pengusaha UMKM tentan
pentingnyaperlindungan merek bag
usahanya.

Kondisi seperti tersebut datas dapat
teratasi jika pemerintah hadir dan seriy
menangani serta wajib mendorong
pendaftaran merek kolektif bagi UMKM.
Jadi pemerintah tidak bisa menglar
dari kewajiban untuk melindung
memberdayakan/mengembangkan  da

mengedukasi UMKM.

diperuntukkan bagi
pengembangan usaha
dimaksud dan/atau
pelayanan publik.
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BAI DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
AGIAN LAIN DARI PUU (Ju
Konsiderans, DasarHukum
Penjelasan, Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
14 |Pasal 4% Pasal 52 - - - Tidak ada temuan Tetap
Pasal 53 Dimensi Penggunaan Kurang Perlu penjelasarebih lanjut, mengenai| Ubah
(1) Indikasi Geografis Kejelasan Bahasa, iflah, penjelasan istilah sumber daya alam, karen
dilindungi setelah Indikasi Rumusan kata sumber daya alam termasuk jud | xGAf F K & &

Geografis diaftar oleh
Menteri.
(2) Untuk memperoleh
pelindungan sebagaiman
dimaksud pada ayat (1),
Pemohon Indikasi Geogré
harus mengajukan
Permohonan kepada
Menteri.
(3) Pemohon sebagaimar
dimaksud pacta ayat (2)
merupakan:
a.133embaga yang
mewakili masyarakadi
kawasan geografis
tertentu yang
mengusahakan suatu
barang dan/atau produk
berupa:
1. sumber daya alam;
2. barang kerajinan

tangan; atau

didalamnya minyak bumi, minerba, g2
dll. Sedangkan produk yang berkaits
dengan indikasi geografis lebih kepa
produk petanian atau agrikultur.

LadAtlrK a8bdzyé SRXR
pelindungan Indikasi Geografis mem
tidak tepat karena menjadi terlalu lu
LI RIF KI € gly3a RAYLI
Ff YED

Ff1FYé RIFEL
pelindungan Indikasi
Geografis sebaiknya
dirumuskan ulang agq
tidak menjadi terlalu
luas.
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BAI DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
AGIAN LAIN DARI PUU (Ju
Konsiderans, DasarHukum
Penjelasan, Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
3. hasil industri.
15 |Pasal 54 Pasal 109 - - - Tidak ada temuan Tetap
16 |Penjelasan Dimensi Penggunaan Tidak tepat | Masih memakai kata RANCANGAN Ubah
PENJELASAN ATAS Kejelasan Bahasaistilah,
RANCANGANNDANG |Rumusan |kata al aiKk 0 SNOI vy dzYy

UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS

menunjukkan tidakcermatnya penilika
akhir dokumen oleh legislator.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakatidumping,Tindakan Imbala dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

a.

Jumlah Pasal 103 Pasal

b. Berlaku PasalSeluruh pasal
c.Rekomendasi Perlu perubahan beberapa pasal terkait

NO. | PENGATURAN/PASAL/B/ DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasar
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
1 |Pasal X Pasal 29 - - - Tidakada temuan Tetap
2 |Pasal 30 ayat 2 Dimensi Penggunanaan|Kurang Jelas |Seharusnya dipenjelasan pasal di jelask Tetap

134



NO. | PENGATURAN/PASAL/B/ DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasar
Lampiran)

1 2 3 4 5 6 7
Dalam hal Tindakan Kejelasan bahasa, istilah, mengenai apa yang dimaksudergyan
Sementara sudah Rumusan kata diberlakukan surut.
diberlakukan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18, Bea
Masuk Antidumping
sebagaimana dintesud
pada ayat (1) dapat
diberlakukan surut
terhitung sejak tanggal
pengenaan Bea Masuk
Antidumping
Sementara.

3 |Pasal 31 ayat 1 huruf a| Dimensi Penggunanaan|Kurang Jelas |Perlu dijelaskan dalam penjelasan pajTetap
(1) Pengenaan Bea Kejelasan 135%hahasa, ini mengenai yang dimaksud koopera
MasukAntidumping Rumusan istilah, kata dalam proses penyelidikan agar mak
dapat ditinjau kembali kooperatif tidak meluas. Contohnya: big
berdasarkan: saja dianggap tidak kooperat

a. permohonan dari sebagaimna di maksud di pasal 1§
eksportir, eksportir éDalam  hal  eksportir,  eksporti
produsen, pemohon produsen, pemohon atau Industri Dala
atau Industri Dalam Negeri, atau importir ~ menolak
Negeri, dan/atau memberikan penjelasan dan/ata
importir sebagaimana dokumen atau meghalangi
dimaksuddalam penyelidikan, KADI melakuka

Pasal 11 ayat (1) yan
kooperatif dalam

proses penyelidikan;

penyelidikan berdasarkan bukti
dimilikid €

yan
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NO. | PENGATURAN/PASAL/B/ DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasar
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
4 |Pasal 32, Pasal 40 - - - Tidak ada temuan Tetap
5 |[Pasal 41 ayat 2 huruf a|Dimensi Penggunanaan|Kurang Jelas |Perlu dijelaskan dalam penjelasan pa§Tetap
danb Kejelasan ahasa, istilah, ini mengenai apa yang dimaksud deng
(2)Penyelidikan tidak |Rumusan kata ad valoremdan volun agar pemahaman
dapat dilakukan masyarakat menjadi jelas.
atau segera harus
dihentikan terhadap
ekgortir, eksportir
produsen, atau
negara pengekspor
tertentu apabila
KADImenemukan:
a. jumlah Subsidi
kurang dari 1%
ad valorem; atau
b. volun
6 |Pasal 42 Pasal 49 - - - Tidak ada temuan Tetap
7 |Pasal 50 ayat 1 Dimensi Penggunanaan|Kurang Jelas |Bagaimana penelitiankebenaran dan|Ubah
(1) Untuk kepentingan |Kejelasan ahasa, istilah, kelengkapan penjelasan dan/ata
penelitian kebenaran |Rumusan kata dokumen apabila tidak mendapg
dan kelengkapan persetujuan eksportir, eksporti

penjelasan dan/atau

dokumen, KADI dapat
melakukan penyelidikar]
ke tempateksportir,
eksportir produsen,

pemohon atau Industri

produsen, pemohon atau Industri Dala
Negeri, atau impor? d&ena penelitian

tersebut  dipasal ini  diharuska
mendapatkan persetujuan dari eksporti
eksportir produsen, pemohon ata

Industri Dalam Negeri, atau impor.
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NO.

PENGATURAN/PASAL/B/
BAGIAN LAIN DARI PU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasar
Lampiran)

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

Dalam Negeri, atau
importir Barang Yang
Diselidiki atas
persetujuan eksportir,
eksportir produsen,
pemohon atau Industri
Dalam Negeri, atau
impor.

(o]

Pasal 5%, Pasal 57

Tidak ada temuan

Tetap

Pasal 58 ayat 4

(4) Berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dalam
jangka waktu 45 (empal
puluh lima) hari kerja
terhitung sejak tanggal
rekomendasi KADI,
Menteri memutuskan
untuk menerima atau
menolak rekomendasi
KADI.

Dimensi
Kejelasan
Rumusan

Penggunanaan
ahasa, istdh,
kata

Kurang Jelas

Apa konsekuensihukum yang terjadi
apabila menteri menolak rekomenda
dari KADI. Apakah pengenaan bea majs
imbalan dibatalkan, apa rekomenda
diperbaiki atau dilakukan penyelidika
ulang?

Ubah

Pengaturan ¢érkait
konsekwensapabih
menteri menolak
rekomendasi dari KAD

10

Pasal 5%; Pasal 62

Tidak ada temuan

Tetap

11

Pasal 63 ayat 2 dan 3
(2)Dalam hal Tindakan
Sementara sudah

diberlakukan

Dimensi
Kejelasan
Rumusan

Penggunanaan
bahasa, istilah,
kata

Kurang Jelas

Seharusnya dipenjelasan pasal di jelask
mengenai apa yang dimaksud deng
diberlakukan surut/ pemberlakuan surut,

Tetap

Perluditambahkan
dalam penjelasan yang
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NO.

PENGATURAN/PASAL/B/
BAGIAN LAIN DARI PU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasar
Lampiran)

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

7

sebagaimana
dimaksud dalam Pas;
52, Bea Masuk
Imbalan sebagaimang
dimaksud pada ayat
(1) dapat
diberlakukan surut
terhitung sejak
tanggal pengenaan
Bea Masuk Imbalan
Sementara.

(3) Pemberlakuan surulf
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2) hanya dapat
diberlakukan
terhadap pengenaan
Bea Masukmbalan
yang pengenaannya
didasarkan pada:

RAYF | adR &
& dzNXdzi €

12

Pasal 64 ayat 1 huruf a
(1) Pengenaan Bea
Masuk Imbalan dapat
ditinjau kembali
berdasarkan:

a. permohonan dari
eksportir, eksportir

produsen, importir,

Dimensi
Kejelasan
Rumusan

Penggunanaan
bahasa, istilah,
kata

Kurang Jelas

Perlu dijelaskan dalam penjelasan pa
ini mengenai yangdimaksud kooperatif
dalam proses penyelidikan agar mak
kooperatif tidak meluas. @dhtohnya: bisa

saja dianggap tidak kooperat
sebagaimana di maksud di pasal 4
dDalam  hal  eksportir,  eksporti

produsen, pemohon atau Industri Dala

Tetap

Perlu ditambahkan
dalam penjelasan yan
RA Y I ]kaoeRatifa
dalam proses
penyelidikarg
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NO. | PENGATURAN/PASAL/B/ DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasar
Lampiran)

1 2 3 4 5 6 7
pemohon atau Industri Negeri, dan importir ranolak
DalamNegeri, dan/atau memberikan penjelasan dan/ata
importir sebagaimana dokumen atau menghalang
dimaksud dalam Pasal penyelidikan, KADI emyusun hasil
46 ayat (1) yag penyelidikan berdasarkan bukti yan
kooperatif dalam proseg RAYATATADE
penyelidikan;

13 |Pasab5c¢ Pasal 103 - Tidak ada temuan Tetap

12. PP Nomor 29 Tahun 2017 tentang C&ambayaran dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor

a. Jumlah Pasall6 Pasal

b. Berlaku PasalSeluruh pasal
c. RekomendasiPerluperubahan beberapa pasal terkait LIS Y6 | @ I NI Yy

yang mengatur mengenai pembayaran melalui sistem elektronik.

0 I NI ydenganSrenydsliaikeh dehdan MBIy A | £
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NO. | PENGATURAN/PASAL/B/ DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasar
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
1 Pasal 1 Dimensi Aspek Belum ada Pengertian pembayaran atau calUbah
Efektifitas kekosongan |pengaturan pembayaran belum ada, dan perlu ac
Pelaksanaan |pengaturan karena terkait dengan jatuh tempo. Perlu ditambahkan

PUU

t SYIASNI AL Y NI g/té RO |
PUU sbb:

Pasal 1 angka 6 UU No. 23 Tahun 19
tentang Bank Indonesia

Sistem pembayaran adalah suadistem
yang mencakup seperangkat atura
lembaga dan mekanisme, yan
digunakan untuk melaksanaka
pemindahan dana guna memenuhi sua
kewajiban yang timbul dari suatl
kegiatan ekonomi.

Pasal 1 angka 15 PP No. 65 Tak001
tentang Pajak Daerah.

Pembayaran adah jumlah yang diterimg
atau seharusnya diterima sebagai imbal
atas penyerahan barang dan/atau jag
sebagai pembayaran kepada pédiki
hotel, restoran, penyelenggara hiburat
atau penyelenggara tempat parkir.

Penjelasan Pasal 15PPNo. 94 Tahun
2010 tertang Penghitungarpenghasilan
kena pajak dan pelunasan paja
penghasilan dalam tahun berjalan

pengertian

G LISY O I éthuNg

@O Nl LISYO

disesuaikandengan PU
lainnya yang berkaitan
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NO. | PENGATURAN/PASAL/B/ DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasar
Lampiran)

1 2 3 4 5 6 7
Clhy3a RAYF{1&adzR RSy 3
pembayarag FRIf I K al
untuk melakukan pembayaran yang
didasarkan atas kesepakatan, baik ya
tertulis maupun tiak tertulis dalam
kontrak atau perjanjian atau faktur.

2 |Pasall Dimensi Aspek Belum ada Pengetian Cara Penyerahan belum ad Ubah

Efektifitas kekosongan |pengaturan dan perlu ada karena terkait dengan jaty
Pelaksanaan |pengaturan tempo.

PUU

Terkait dengan penyerahan baramgau
cara penyerahan barang, istilah terseb
ada di berbagai UU, misalnya UU Sist
Resi Gudang, UU Merek, UU Pelayar
UU Penerbangan ditetapi di berbagai
uu tersebut tidak dituliskarn
pengertiannnya.

Pengertian di KBBI dituliskan sbb:

Dalam hal inditentukan siapa yang aka
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NO.

PENGATURAN/PASAL/B/
BAGIAN LAIN DARI PU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasar
Lampiran)

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

6

menanggung biaya pengangkuta
Sehingga syarat penyerahan merupak|
suatu kesepakatan antara penjual deng
pembel tentang pemindahan hak mili
disertai biaya pengiriman barang da
sektor penjual sampasektor pembeli.

Pasal 1

Dimensi
Efektifitas
Pelaksanaan
PUU

Aspek
kekosongan
pengaturan

Belum ada
pengaturan

Pengertian jatuh tempo belum ada, ir
diperlukan karena ada kaitannya dengd
jual beli barang.
Di KBBDatuh TempdPembayaran adalal
payment due dateyaitu tanggal yang
ditetapkan sebagai batas akh
pembayaran atau transaksi; pembayar:
atau yang terjadi pada tanggal terseb
secara langsung / otontia tercatat pada
pusat pengolahan data sehingga pos
atau gambaran rekening nasabah pa
tanggal terséut.

Ubah

Perlu ditambahkan
LISy 3 S BdiuR |y
Tempo Pembayaran
dan disesaikan dengar
PUU lain

N

Pasal 2

Tidak ada temuan

Tetap

ol

Pasal 3

Penbayaran Barang
dalam kegiatan ekspor
dapat menggunakan cat
pembayaan tunai,Letter
of Credit(L/C), atau caral
pembayaran Barang

dalam bentuk lainnya.

Dimensi
Efektifitas
Pelaksanaan
PUU

Aspek
kekosongan
pengaturan

Belum ada
pengaturan

Perlu ditambahkan cara pembayara
melalui elektronik.

Menurut KBBI Uang Elektronik adalah:
Uangelektronik (atau uang digital) adala
uang vyang digunakan dalam transa
Internet dengancara elektronik Biasanyg
transaksi ini melibatkan pengguna

jaringan komputer (sepdr internet dan

Ubah

Perlu ditambahkan

pengertian
& LJS Yasan Barang
aSOIFI N StS

disesuikan dengan PU
lain (Contoh: PP PMS
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NO. | PENGATURAN/PASAL/B/ DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasar
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
sistem penyimpanan harga digita
Electronic FundsTransfer (EFT) adala
sebuah contoh uanglektronik.
Pembayaran barang secara elektrg
perlu diakui sebagai salah satu je
pembayaran barang dalam kegial
ekspor. Yang perlu diastpasi dalam&
commerce adalah potensi pelanggar
pembayaran barangdengan kewajiba
penggunaan Rupiah untuk transaksi
dalam wilayah Indonesia (pasal 21
Mata Uang). Apakah pembayar
misalnya, dalam bentukpoint rewards
sesuai dengan kewajiban peggnaar
Rupiah atau tidak?
6 |Pasal & Pasal 10 - - - Tidak ada temuan Tetap
7 |Pasal 11 ayat (1) Dimensi Aspek Belum ada ICC mengatur hdlal terkait: Ubah
Pengawasan terhadap |Efektifitas kekosongan |pengaturan 1. Pembagian/pengalihan isiko anta
pelaksanaarcara Pelaksanaan |pengaturan penjual dan pembeli. Pengaturamengenai

pembayaran Barang
tertentu dan cara
penyerahan Barang
tertentudalam kegiatan
Ekspor dan Impor
dilakukan oleh Menteri
yang menyelenggarakatr

urusan

PUU

2. Pembagianpengalihan beban biay
pengiriman barang.

3. Pengaturan tanggung jawab a
barang pada saat pengiriman.

Untuk kelancaran transaksi perlu disiap
Infrastruktur dan mekanisme pengawas

pembayaran secara daring, digital, a

Infrastruktur dan
mekanisme pengawas
pembayaran secara
daring, digital, atau
elektronik (PP PMSE)
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NO. | PENGATURAN/PASAL/B/ DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasar
Lampiran)

1 2 3 4 5 6 7
pemerintahan di bidang elektronik
keuanganmenteriyang
menyelenggarakan
urusan pemerintahan di
bidangperhubungan,

Gubernur Bank
Indonesiamenteri
teknis dan/atau
pimpinanl44embaga
terkait sesuai dengan
kewenangannya.

8 |Pasal tambahan Dimensi Aspek Bdum ada PP ini mengatur hubungan/transakg Tetap
(sebelum Bab IV Efektifitas kekosongan |pengaturan langsung antara pembeli dan penjuqPerlu ditambahkan pag
Pengawasan) Pelaksanaan |pengaturan pada saat ini adaistematau cara dimang terkait

PUU antara pembeli dan penjual tidal
berhubungan langsung, tetapi ada pih
ketiga sebagai perantara, contoh:
Aplikasi Shoped]isini peran media sosig
sangat besar, dimana pembeli dan penijl
berinteraksi.

9 | PP Nomor 29 Tahun 20] Dimensi Aspekrelevansi|Belum ada Terkait dengan fasilitas dalam Ubah
tentang Cara Pembayar| Efektifitas denganhukum |pengaturan perdagangan yang bersifat privat.
dan Cara Penyerahan |Pelakanaan |yang berlaku Fasilitas Incoterms.

Barang dalam Kegiatan |PUU secara Incoterms merupakan ketentua

Ekspor dan Impor

internasional

komersial internasional yang mengat
ketertuan perdagangan dan transak

ekspor impor, yang dikeluarkan ol€
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Internasional Chamber of Commei¢€C)
di Paris.

Hal tersebut bukarhukum publikkarena
merupakan kesepakatan 2 pihak yai
pembeli dan penjual

13. PP Nomor 24 Tahun 20X8engenaiPelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

a. Jumlah Pasal
b. Berlaku Pasal
c. Rekomendasi

: 107 Pasal

: Seluruh Pasal

: Perluadanya pasal peralihan terkait mengenai Pengelola dan Penyelenggara OSSeandadilakukanoleh
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomiatalihkanke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Konsideran/Dasar
1 | Hukum

Dimensi
Penilaian
ketepatan jenis
PUU

Melaksanakan
ketentuan
Undang
Undang

Diperintahkan
secara tegas
dalam rangka
melaksanakan
melaksanakan
ketentuan

Pengaturan dalam tingkat Perature

Pemerintah  sudah tepat karen
merupakan turunan dari  Undang
Undarg. Perlunyaperluasan konsep yan
dimaksud pelayananerpadu satu pintu

pada pasal 25 UU Penanaman Mog

Tetap
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Pasal 25
Undang
Undang
Nomor 25
Tahun 2007
tentang
Penanaman
Modal serta
Pasal 6 dan
Pasal 7
Undang
Undang
Nomor 23
Tahun 2014
tentang
Pemerintahan
Daer

dapat

juga dilakukan secara dalg
jaringan 6nline -Sebelumnya telah terbi|
Peraturan Presiden Nomor 91 Tah|

2017 tentang Percepatan Pelaksa
Berusaha yang tela mengamanatkar
perlunya penerapan Siste Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektro
(OnlineSingle Submissi.

Judul Dimensi Kesesuaian Judul Judul telah mencerminkan isi PUU, ya| Tetap
Penilaian dengan mencerminkan| terkait pelayanan perizinan berusat
Kejelasan sistematika isi PUU terintegrasi secara elektronik
Rumusan dan 146eknik
penyusunan
PUU
Bab | Ketentuan Dimensi Aspek Pembagian Mengacu pada Undargndang Nomor Ubah
Umum (Pasal 1) Perilaian koordinasi kewenangan |25 tahun 2007 tentang Penaman
Pasal 1 butir 11: efektivitas kelembagaan/ | dan tugasnya | Modal seharusnya ditambahkan jug¢ Perlu ditambahkan

Lembaga Pengelola

pelaksanaan

tata organisasi

pengertian BKPMaitu: Badan Koordinas

pasal peralihan
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NO. | PENGATURAN/PASAI DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAB/BAGIAN LAIN
DARI PUU (Judul,
Konsiderans,
DasarHukum,
Penjelasan, Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
dan Penyelenggara | PUU Penanaman Modal yang selanjutn] mengenai Pengelola
OSS yang selanjutny disebut BKPM adalah Lemba| dan Penyelenggara
disebut Lembaga OS Pemerintah Non Kementerian yar OSS dilakukan oleh
adalahlembaga memiliki tuga melaksanakan koordina] Kementerian
pemerintah non kebijakan dan pelayanandi bidang| Koordinator Bidang
kementerian yang penanaman modal berdasarkar| Perekonomian ke
menyelenggarakan ketentuan peraturan perundang BKPM.
urusan pemerintahan undangan.
di bidang koordinasi
penanaman moda Selama masa transisi, Pengelola ¢
Penyelenggara OSS dilakukan o
Kementerian Koordinator Bidan
Perekonomian, namun nantiay akan
diserahkan kembali ke BKPM. Ol
karena itu perlu ditambahkan gsal
peralihan.
Seharusnya penyelenggaraan perizir
penanaman modal dilakukan melal
PTSP yang dilakukan oleémbagaatau
instansi yang berwenang di bidar
penanaman modal.
4 | Pasal 1 butir 8: Dimensi Penggunaan | Konsisten Pengertian I1zin Usaha yang terdapat | Ubah
Izin Usaha adalah izii Penilaian bahasa, istilah| antar Pasal 1 butir 8, Pasal 38 ayat (1) huru Perlunya penyesian
yang diterbitkan oleh| kejelasan kata ketentuan dan Pasal 79 Ayat (1) yang ma| pengertian / definisi
Lembaga OSS untuk| rumusan berbeda, khususnya terkait apakah 17 tentang Izin Usaha

dan atas nama

Usaha hingga sebelumpelaksanaan

pada Pasal 1 butir 8,
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menteri, pimpinan
lembaga gubernur,
atau bupati/wali kota
setelah Pelaku Usaha
melakukan
Pendaftaran dan
untuk memulai usaha
dan/atau kegiatan
sampai sebelum
pelaksanaan
komersial atau
operasional dengan
memenuhi
persyaratan dan/atau
Komitmen

komersial/ operasional atau

proses produksi.

hingg

Pasal 38 ayat (1) huru
h dan Pasal 79 Ayat (!

5 | Pasal Z Pasal 17 - - - Tidak ada temuan Tetap

6 | Babll Dimensi Kewenangan | Adanya Mengacu pada lampiran Peraturg Ubah
Jenis, Pemohon, dan| Penilaian (penerbit pengaturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20
Penerbit Perizinan | potensi perizinan yang sama bahwa terdapat beberapa perizinan yar
Berusaha disharmoni berusaha) pada merupakan kewenangan daerah sesl
Pasal 18 ayat (1) pengaturan peraturan dengan amanat Undargndang Nomofr

Perizinan Beisaha
sebagaimana
dimaksud dalam
pasal 5 diterbitkan
oleh menteri,

pimpinanlembaga

yang berbeda
hierarki, tetapi
memberikan
kewenangan
yang berbeda

23 Tahun 2014 tentang Pemerinta
Daerah. Namun saat ini di prosi
perizinan melalui OSS pemerintah puse

148



gubernur, atau
bupati/wali kota
sesuai
kewenangannya

Pasal 1% Pasal 24

Tidak adgemuan

Tetap

Bab llI

Pelaksanaan
Perizinan Berusaha
Pasal 25:

NIB sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) berlaki selama
Pelaku Usaha
menjalankan usaha
dan/atau kegiatannyg
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang
undangan.

Pasal 27:
TDPsebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 26 huruf a,
berlaku ketentuan
sebagai berikut:
a.NIB merupakan

pengesahan TDP;

Dimensi
Potens
diharmoni
pengaturan

Kewajiban
(pelaksanaan
perizinan
berusaha)

Adanya
pengaturan
mengenai
kewajiban
yang sama
pada 2
peraturan
yang berbeda
hierar

Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor
Tahun 2018 menyatakan bahwa N
berfungsi sekaligus sebagai pendema
TDP serta berlaku selama jangka wa
keberlakuan NIB (jangka waktu N
adalah selama pelaku usaha menjalank
usahanyaPas&25)

Perlunya penyesuaian UU TDP ¢
Permendag Nomor 8 Tahun 2017 tenta
Perubahan Kedua atas Permend
Nomor 37 Tahun 2007enhtang Tandg
Daftar Perusahaan yang menyatak
keberlakuan TDP selama 5 tahun se
bentuk dan format formulir yang belur|
sejalandengan OSS

Ubah

Sinkronisasi dengan
UU TDP dan
Permendag No 8
Tahun 2017.
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9 | Pasal 26: Dimensi Kewajiban Adanya Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nan2d | Ubah
NIB sebagaimana Potensi pengaturan tahun 2018 menyatakan NIB berlaku ju
dimaksud dalam disharmoni PUU hal yg sama | sebagai API (Angka Pengenal Impol Sinkronkan dengan
Pasal 2 berlaku juga pada 2 atau Untuk API telah dilakukapenyesuaian Permendag No 75
sebagai: lebih PUU yg | peraturan dengan terbitnya Permenddq Tahun 218
b. API sebagaimana berbeda Nomor 75 Tahun 2018 tentang Ang
dimaksud dalam hierarki Pengenal Importir
peraturan
perundangundangan
di bidang
perdagangan
10 | Pasal 2& Pasal 37 | - - - Tidak ada temuan Tetap
11 | Pasal 38: Dimensi Penggunaan | Konsisten Lihat Analisa Pasal 1 angka 8 Ubah
1. Pelaku Usaha yang Penilaian bahasa, istilah,| antar
telahmendapatkan | kejelasan kata ketentuan
Izin Usaha rumusan
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 32 dapat
melakukan kegiatan:
a.pelaksanaan
produksi
12 | PasaB9¢ Pasal 78 - - - Tidak ada temuan Tetap
13 | Pasal 79 ayat 1: Dimensi Penggunaan | Konsisten Lihat Analisa Pasal 1 angka 8 Ubah
I1zin Usaha berlaku Penilaian bahasajstilah, | antar )
selama Pelaku Usahg kejelasan kata ketentuan
menjalankan usaha | rumusan
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NO. | PENGATURAN/PASAI DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAB/BAGIAN LAIN
DARI PUU (Judul,
Konsiderans,
DasarHukum,
Penjelasan, Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
dan/atau
kegiatannya, kecuali
diatur laindalam
undangundang.
14 | Pasal 8@ Pasal 83 - - - Tidak ada temuan Tetap
15 | Bab IV Dimensi Penggunaan | Tidk Pada proses sebelumnya mengacu pg Ubah
Reformasi Perizinan | Penilaian bahasa, istilah| menimbulkan | Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tall Perlu
Berusaha Sektor kejelasan kata ambiguitas/m | 2017 dimana proses perizinan memu| penyederhanaan lebih
Pasal 84 rumusan ultitafsir usaha terdiri dari Pendaftara| lanjut untuk proses
4) Penahapan untuk Penanaman Modal dan Izin Usaha awal perizinan
memperoleh Proses perizinan secaranline dan
perizinan berupa komitmen, sehingga dapat terb
sebagaimana dalam wakt 1 hari, namun demikian dal
dimaksudpada ayat sisi prosedur, perlu penyederhanasd
(2) huruf b terdiri lebih lanjut untuk proses awal perizing
atas: dengan melakukan penghapusan istil
a. Pendaftaran; Izin  Komersial/  Operasional vyai
b. pemberian Izin sebetulnya adalah iziizin terlait yang
Usaha; dan dikeluarkan oleh K/L. Sehingga seal;
c. pemberian Izin olah menimbulkan persepsi adanya i
Komersial atau baru.
Operasional
16 | Pasal 8% Pasal 87 - - - Tidak ada temuan Tetap
17 | Pasal 88 Dimensi Aspek Pengaturan Pasal 88 ayat 5 Peraturan Pemerint Ubah
5. Standar Perizinan | Efektivitas operasional dalam Nomor 24 Tahun 2018 menyebutke
Berusaha Pelaksanaan atau tidaknya | peraturan bahwa menteri dan pimpinanlembaga
sebagaimana Pengaturan peraturan masih belum | menyusun dan menefikan NSPk
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dimaksud pada ayat | Perundang dilaksanakan | perizinan berusaha disekor masing

(1) ditetapkan paling | undangan secara efektif | masing paling lama 15 hari sej
lama 15 (lima belas) diundangkanng Peraturan Pemerintal
Hari sejak tersebut.

diundangkannya Hingga saat ini  belum semu
Peraturan Kementerian/ Lembaga memiliki NS|
Pemerintah ini. untuk semua jenis perizinan yar

menyesuaikan dengan OSS. Hal
berdampak pada legalitas perizinan C
yang telah terbit tanpa NSPK dsektor.

18 | Pasl 89 Dimensi Aspek SDM Terdapat risiko tidak Ubah

(1) Dalam rangka Efektivitas Aspek sarana terimplementasikannya pasal tersebi
pelaksanaan pelaksanaan dan prasarana khususnya di daerah yang penetap
standar Perizinan | pengaturan regulasinya melallPerda dan juga belun
Berusaha perundang siapnya sarana,prasarana (perangka
sebagaimana undangan keras, perangkat lunak, jaringan dj
dimaksud dalam perangkat pendukung) serta SDM.
Pasal 88menteri,
pimpinan
152embaga,

gubernur, dan
bupati/wali kota
mencabut dan
menyatakan tidak
berlaku seluruh
peraturan dan/ata
keputusan yang
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mengatur
mengenai norma
standar, prosedur,
dan kriteria
Perizinan
Berusaha yang
menjadi
kewenangannya,
yang tidak sesuai
dengan Peraturan
Pemerintah ini.

(2)Pencabutan

peraturan
dan/atau
keputusan
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1)
ditetapkan paling
lama 15(lima
belas) Hari sejak
diundangkannya
Peraturan
Pemerintah im

19 | Pasal 90 - - - Tidak ada temuan Tetap
20 | Bab VOnlineSingle | Dimensi Penegakan Adanya Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor| Ubah
Submission Potensi hukum pengaturan tahun 2018 menyatakan salah sa
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NO. | PENGATURAN/PASAI DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAB/BAGIAN LAIN
DARI PUU (Judul,
Konsiderans,
DasarHukum,
Penjelasan, Lampiran)

1 2 3 4 5 6 7
Pasal9l Disharmoni mengenai standar integrasi sistemOSS mencaku| Perlu dilakukan reviu
3. Standar Pengaturan aspek standar keamanarbersamadan tanda| atas aspek legalitas
154integrasisistem penegkan tangan digith antar sistem Perizinan| bentukizin tanpa
OSS deagaimana hukum yang | Berusaha deran sistem OSS. Saat irf tanda tangan digital
dimaksud pada ayat sama pada 2 | perizinan OSS hanya mencantumkan | dan hanya memuat QR
(2) mencakup paling pertauran code sebagai standar keamanan d code.
sedikit: yang berbeda | tidak ada tanda tangan digital
d. standar keamanan hierarki
154bersamadan Ini berpotensi bertentangan denga
tanda tangan digital Pasal 52 Undangndang Nomor 3(
antar sistem Tahun 2014 tentang admstrasi
Perizinan Berusaha pemerintahan yang mencantumka
denganl54sistem bahwa syarat sahnya keputusan antg
0SSs; lain meliputi ditetapkan oleh pejaba

berwenang (dalam hal ini dapdtartikan
berupa tanda tangan dari pejab:
berwenang)

21 | BAB X Dimensi - Aspek Saat inibelum semua perizinan yang a¢ Tetap
Ketentuan Peralihan | Efektivitas operasional di lampiran Perturan Pemerintah Nomol

Pelaksanaan atau tidaknya 24 tahun 2018 dapat diurus melal
Pengaturan peraturan sistem OS§ Belum adanya NSPK dari K
Perundang - Aspek sarana dan Pemerintah Daerat Belum siapnye
undangan dan prasarana infrastruktur dan sumber daya untu
(Dimensi 5) pelimpahan sistem OSS ke BKPM;

Terdgat beberapa perizinan yan
menjadi pending isges karena tidak

dapat diproses di OSS dan juga P]

154



Pusatg Aspek legalitas dari izin OSS ye
belum diterbitkan NSPK dari K/L ataup
daerah ¢ Terdapat Kketidakjelasal
penerbit izin selama masa transisi O
untuk perizinan yang belum dap:
dilayani melali OSS, sehingga per
dibuatkan pasal pengururusan iz
selama masa transisi.

Berusaha Terintegrag
Secara Elektronik

peraturan puu

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahi
2017 terkait fungsi NIB sebag
pendaftaran penanaman modal

22 | Pasal 92, Pasal 107 | - - Tidak ada temuan Tetap
23 | PP Nomor 24 Tahun | Dimensi Belum ada NIB juga berlaku selgai pendaftaran Ubah
2018 mengenai Penilaian pengaturan penanaman modal ehingga perlu
Pelayanan Perizinan | efektivitas ditambahkan butir baru pada Pasal !
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14. PP Nomom4 Tahun 2@8 tentangSistemStandardisasdan Penilaian Kesesuaian

a. Jumlah Pasal : 115 Pasal

b. Berlaku Pasal : Seluruh Pasal

c. Rekomendasi : Perluperubahan beberapa pasal terkait

NO. | PENGATURAN/PASAL/B4 DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI

BAGIAN LAIN DARI PUU
(dudul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan,
Lampiran)

1|2 3 4 5 6 7

1 |Pasal X Pasal 6 - - - Tidak ada temuan Tetap

2 |Pasal 7 Dimensi Pengginaan Menimbulkan |Perlu  ditambahkan pada  bagig Tetap

Kejelasan bahasa, istilah,|ambiguitas/ |penjelasa terkait pasal 7 huruf |Perlu penambahan

a. Dalam penyusunan |Rumusan kata multitafsir mengenai keyakinan beragama agar tid dalam Penjelasan Pas

PNPS sebagaimana
dimaksud dalam Pas
5 dan Pasal 6 harus
memperhatikan:kebij
akan nasional
Standardisasi dan
PenilaianKesesuaian

b. perlindungan
konsumen;

c. kebutuhan pasar;

d. perkembangan
Standardisasi
internasional;

e. kesepakatan regiona
dan internasional;

f. kemampuan ilmu

pengetahuan dan

menimbulkan multitafsir.

mengenaistilah
Keyakinan Beragama.
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BADIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUU
(dudul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan,
Lampiran)
1|2 3 4 5 6 7
teknologi;
g. kondisi flora, fauna,
dan lingkungan hidug
h. kemampuan dan
kebutuhanindustri
dalam negeri;
i. keyakinan beragama
dan
j. budaya dan kearifan
lokal
3 |Pasal & Pasal 51 - - - Tidak ada temuan Tetap
4 |Pasal 52 Dimensi Penggunaan |Jelas Belum terdapat penjelasan terkait apgTetap
Kejelasan bahasa, istilah, yang dimaksud dengan Uji Petik. Perlu penambahan
Kegiatan pemantauan |Rumusan kata dalam Penjelasan Pas
efektivitas penerapar®NI mengenai istilah Uji
sebagaimana dimaksud Petik.
pada ayat (1) dapat
dilakukanmelaluuji petik
kesesuaian terhadafNI
5 |Pasal 53 ayat 2 Dimensi Penggunaan |Jelas Belum terdapat penjelasan terkaitpa |Tetap
Kejelasan bahasa, istilah, yang dimaksud dengan ruang lingk|Perlu penambahan
LPK sebagaimana Rumusan kata yang sesuai. Istilah tersebut terdap|dalam Penjelasan Pas

dimaksudpada ayat (1)
wajib berbadan
hukumIndonesia sesuai
dengan peraturan

perundarg-undangan

tidak hanya pada pasal 53 ayat 2 sg
tetapi juga terdapatdalam pasal 54 aya
1, 54 ayat 3, 55 ayat 1, dan pasal 57.

mengenai istéh ruang
lingkup yang sesuai.
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BADIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI

BAGIAN LAIN DARI PUU
(dudul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan,
Lampiran)

1|2 3 4 5 6 7
dan telah diakreditasi
oleh KAN dengaruang
lingkup yang sesuai.

6 |Pasal 54 Pasal 99 - - - Tidak ada temuan Tetap

7 |Pasal 100 ayat 2 huruf g Dimensi Aspek Pengaturan Dalam  paktiknya, pelaku UMKM Tetap

Efektivitas operasiond&atay dalam peratura| mengeluhkan mahalnya biaya sertifikg

Pembinaan sebagaiman Pelaksanaan |tidaknya masih belum |SNJ sehingga menjadi hambatan unty
dimaksud pada ayat (1) | Peraturan peraturan dilaksanakan |produk pelaku UMKM memperole
paling Perundang secara efektif |sertifikasi. Itu berarti failitas pembiayaar
sedikit meliputi: undangan sertifikasi yang diatur dalam pasal i

a. pemberian bimbingar
teknis penerapan
Standar untuk
PelakuUsaha dan
masyarakat;

b. pemberian insentif
dan/atau
pendampingan dalam
proses Sertifikasi
serta penggunaan
TandaSNI
dan/atau Tanda
Kesesuaian bagi
usaha mkro dan
kecil;

c. fasilitasi pembiayaan
dan pemeliharaan

Sertifikasi

masih belum berjalan efektif karen
masih sulit dijangkau oleh UMKM yan
modalnya terbatas
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NO.

PENGATURAN/PASAL/B/
BAGIAN LAIN DARI PUU
(dudul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan,
Lampiran)

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

. pengenbangan LPK;

. peningkatan

. peningkatan

untuk usaha mikro
dan kecil;

edukasi masyarakat
untuk meningkatkan
kepercayaan
konsumen terhadap
produk bertandaSNI
dan/atau

Tanda Kesesuaian;
edukasi masyarakat
untuk meringkatkan
kepercayaan
terhadap hasil
Penilaian Kesesuaiar
dari LPK yang
telah diakreditasi
KAN;

kompetensi sumber
daya manusia di
bidang Standardisasi
dan Penilaian
Kesesuaian;

kompetensi dan
kapasitas Pemangku
Kepentingardalam
memenuhi
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NO.

PENGATURAN/PASAL/B/
BAGIAN LAIN DARI PUU
(dudul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan,
Lampiran)

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

Persyaratan Acuan
untuk Penilaian
Kesesuaian;
peningkatan
pemahaman
terhadap pentingnya
infrastruktur mutu
bagi Pemangku
Kepentingan;
peningkatan peran
serta masyarakat
dalam kegiatan
Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaiar|
pengembangan
infrastrukturdan
peningkatan
kompetensi Kalibrasi
pembuatan Bahan
Acuan,
danpenyelenggaraan
uji profisiensi; dan
menumbuhkembangk
an budaya standar
melalui
16Qpendidikan formal
dan non formal.

Pasal 10% Pasal 115

Tidak ada temuan

Tetap
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15. Perpres Nomor 98 Tahun 2014 tentang Réman untuk Usaha Mikro dan Kecil

a. Jumlah Pasal 7 Pasal
b. Berlaku PasalSeluruh pasal

c. Rekomendast Perlu perubahanpasal terkaitistilah 6 I y R |

tSAFEAGl ae

8Fy3 € KANJ

RI NX

pengaturanyang demikian selaras dengasistem hukumindonesiadan tidak menghambat kemudahaberusaha pelaku
usaha Mikro dan Kecil

NO. | PENGATURAN/PASAL/B/ DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
1 |Judul, Konsideran, Dasa Dimensi Mengatur lebih | Diamanatkan j@a. Analisis terhadap namaddul Ubah
Hukum,Penjelasan Ketepatan Jeni{lanjut untuk diatur  |Di dalam petunjuk Nomor 3 Lampiran
Peraturan ketentuan UUD dengan atau UU No 12 Tahun 2011 tentaiBagian memnbang
Perundang NRI Tahun 194|dalamUU, dan| Pembentukan Peraturan Perundarperaturan disesuaikan
undangan yang disebutkan undangan maka dapat dikatakidengan aturarLampiran
diamanatkan |secara tegas bahwa judul UU tersebut sudgll UU 12 tahun 2011
secara tegas |materinya memenuhi petunjuk yang teiapat di|yaitu memuat satu

Di

dalam Lampiran 1l UU No 12 Tah
2011 yaitu dengan hany
menggunakan kata secara sing
namun secara esensial maknanya te
dan mencerminkan isi seluruh matg
muatan peraturan perundang
undangan
Analisis

mengingat
dalambagian dasahukum mengingat
disebutkan pasal 5 aydét UUD 1945
Undangundang Nomor 32 Tahun 20(

terhadap dasar hukum

pertimbangan yang
berisi uraian ringkas
mengenai perlunya
melaksanakan ketentug
pasal atau beberapa
pasal dari Undang
undang atau Peraturan
Pemerintah yang
memerintehkan
pembentukan Peratura
Presiden tersbut.
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
tentang Pemerintahan Daers

sebagaimana telah diubah terakk
dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentg
Perubahan Kedua atas UU No.
Tahun 2004 tentang Pemeriritan
Daerah, Undangindang No. 20 Tahu
2008 tentangUsaha Mikro, Kecil da
Menengah, UU No. 7 Tahun 20
tentang Perdagangan, Peratur
Pemerintah Nomor 17 Tahun 20
tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tal
2008 tentang Usaha Mikro Kecil d
Menengah

Berdasakan Undangundang Nomor 17
Tahun 2011 bahwa dasahukum
pembentukkan Peraturan Presidg
adalah Pasal 4 ayat 1 UUD 1945.

Dari uraian tersebut di atas jika dilih
dari materi muatan secar
keseluruhan, Peraturan Presid
Nomor 98 Tahun 2014 tentar
Perizhan Untuk Usaha Mikro dan Ke|
telah sesuai antargenis hirarki dan
materi muatannya, sehingga mema
tepat diatur dengan Peratura
Presiden.
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NO.| PENGATURAN/PASAL/B/ DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
d. Analisis terhadap Politik Hukum (ar
pengaturan)
Dalam Peraturan Presiden terdapat
(empat) poin konsidem perlunya
pemberian izin usaha pelaku usa
mikro dan kecil. Konsideran Peratur:
Presiden berdasarkan Undatmdang
12 Tahun 2011 ditegaskan cuk
memuat satu pertimbangan yang ber
uraian ringkas mengenai perlun
melaksanakan ketentuan pasal at
beberapa pasal dari Undangndang
atau Peraturan Pemertah yang
memerintahkan pembentuka
Peraturan Presiden tersebut. Maka d
itu bagian menimbang perl
disesuaikan menjadi sal
pertimbangan  sebagaimana ya
ditetapkan UU 12 tahun 2011.
2 |Pasal 1 angka 3 Dimensi Kewajiban Adanya 1. Sebelum adanya izin IUMK ini terlet Ubah
Izin usaha mikro dan keg Penilaian pengaturan dahulu sudah ada perizinan usaha I
selanjutnya disingkat Potens mengenai yang berkekuatamukum seperti Sura{ Perluditinjau mengenai
dengan IUMK adalah Disharmoni kewajiban Izin Usaha Perdagangan (SIUP) gdefinisi IUMK sebagai
tanda legalitas kepada |Pengaturan yang sama Surat Keterangan Domisili Usaa G yREF € S31
seseorang atau pelaku pada 2 (dua) (SKDU). Permendag 4641
usaha/kegiatan tertentu atau lebih Dag/Per/9/2009 tentang perubahag
dalam bentuk izin usaha peraturan yang atas Permendag No. 364V
mikro dan kecil dalam berbeda Dag/PER/9/2007 tentang Penerbit
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NO.| PENGATURAN/PASAL/B/ DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7

bentuk stu lembar hierarki, tetapi| SIUP megatur mengenai SIUP Mik

member yang diterbitkan Camat setempa

kewajiban Untukperusahaan perdagangan mikrg

yang berbeda

. Dalam defisininya disebutkan bahvar

Belum diaturnya perbedaan UM
dengan SIUP terkait hak maup
benefit yang akan diterima dap
berpotensi menimbulkan kebingungs
di masyarakat/pelaku usaha Mk dan
Pelaku Usaha Kecil daieberusaha.

Selain itu apabila sebagian sud
memiliki surat ljin usaha lai
(SIUP/SKDU) belum diatur kewajil
untuk  mendaftarkan IUJK  dg
sebaliknya jika sudah mempunyai IU
belum diatur mengenai keharusg
membuat SIUP/SKD Hal ini perly
diatur sesuai dengan semangg
kemudahan berusaha pelaku usa
kecil dan pelaku usaha Mikro
Indonesia.

usaha mikro dan keci(lUMK) adalal
tanda legalitas] SLJ Rl X @

dimaksud dengan laditas di sini
Apakahtanpa IUMK pelaku usal@baik

individu maupun badan usaha tidak
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NO.| PENGATURAN/PASAL/B/ DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
dapat melakukan kegiat
LISNRIF3IFy3IlFyK WAL
bertentangan, antara lain, dengan pg
28A UUD NRI Tahun 1945 (Perubg
Kedua): Setiap orang berhakintuk
hidup serta berak mempertahanksg
hidup dan kehidupannya.
SQatu izin memang dibutuhkan unt
administrasi hukum Namun jika iz
G4 SNE& S o dzii YSyal RA
maka pengaturan yang demik
tidaklah benar menurutsistem hukun
Indonesia.
3 |Pasal 1 angka 4, 5, 6 da|Dimensi Penggunaan |Konsisten Salah satu dasarhukum mengingat Ubah
Desa atau yang disebut | Penilaian Bahasa, Istilah, antar Perpres 98 Tahun 2014 yaituJUINomor
dengan nama lain, Kejelasan Kata ketentuan 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah|- Menyesuaikan definig
selanjutnya disebut desg Rumusan Daerah. Dengan lahirnya UNomor 23| yang berkaitan denga

adalah kesatuan
masyarakatl65hukum
yang memiliki batas
batas wilayah yang
berwenang untuk
mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan
asatusul dan adat

istiadat setempat yang

Tahun 2014 tentang Pemerintah:
Daerah makaUU Nomor 32 Tahun 209
dinyatakan menjdi tidak berlaku. Maka
itu beberapa defisini yang berkaits
dengan Pemerintahan Daerah antara |
Pasal 1 angka 4 (Pemerintah),
(Pemerintah Daerah), 6 (Kecamatan) ¢
8 (Desa) agar disesuaikan dengan
Nomor23 Tahun 2014

Pemerintahan Daeral
dengan UWNomor23
Tahun 2014 tentang
pemerintahan Daeral
antara lain Pasal 1
angka 4 (Pemerintah
5 (Pemerintah
Daerah), 6
(Kecamatan) dan 8
(Desa) agar
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PUL
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasan
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
diakui dan dihormati disesuaikan dengan
dalamsistem - Merubah Konsideran
Pemerintahan Negara UU Pemda yang lama
Kesatuan Republik (UU 32 Tahun 2004)
Indonesia dengan UU Pemda
baru
4 |Pasal 2 - - - Tidak ada temuan Tetap
5 |Pasal 3ayat 4 Dimensi Penggunaan |Jelas CNI} &l &t SYOSNRLF yé |Ubah
Pemberian IUMK kepada Kejelasan 166bahasa IUMK diberikan dalam hal:
usaha mikro dan kecil |Rumusan istilah, kata 1. Permohonan bary Perlu dijelaskan dalam
dibebaskan atau 2. Permohonan pendaftaranulang, |KI f | LJ & LJ§
diberikan keringanan 3. Permohonan perubahan dan/atau |[IUMK dilakukan
dengan tidak dikenakan 4. Pemohonan penggantian
biaya, retribusi dan/atau
pungutan lainnya. Mengingat pengaturan ini  berk&n
dengan aspek biaya maka perlu dib
penjelasan/penegasan mengenai frg
Gt SYOSNALFYé RA LI
tentunya untuk melindungi agar pelal
usaha terhindar dari praktigraktik
pungutan liar yang menghamb
kemudahan berusaha akiba
ketidakjdasan bunyi rumusan pas
tersebut.
6 |Pasal & Pasal 7 - - - Tidak ada temuan Tetap
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16. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 20Ehtang Peta Jalan SistifRerdagangan Nasional BerbasiglEflonik (Road MapE-commercé

a. Jumlah Pasal
b. Berlaku Pasal
c. Rekomendasi

111 Pasal
: Seluruh Pasal

: Perlu perubahan beberapa pasal terkait

commerce yang a@
masih bersifat parsia
dan belerapa regulas
dalam tahan
Penyusunan dar
peralihan. Di sisi lai
Indonesia menghadag
tuntutan global untuk
bergerak cepatHal ini
yang  mengakibakan
pengembangan E
commercebelum dapat
berjalan cepat,

NO. PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans
DasarHukm, Penjelasan, Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
1 | Peraturan Presiden Nomor 74 Tah| Dimensi Aspek rasio Indonesia belum | Tetap
2017 tentang Peta Jalan Sisti| Penilaian beban dan memiliki kebijakan dar
Perdagangan  Nasional  Berba Efektivitas manfaat(c_ost strategi nasional terkail - Menggandeng
Elektronik Road MagE-commerce Pelaksanaan ant_JI benefit pengem_bangan N BPS untuk
Peraturan ratio) ekonomi digitall memperoleh
Perundang (termasuk ecommerce| data akurat
undangn yang komprehensif daj transaksie
terintegrasi. Arah| commerce
kebijakan
penganbangan E
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keterbatasan ruang
gerak negosias
perjanjian
Internasional, tingkat
pemahaman K/L yan
tidak sama.

Dampak dari kehadira
E-commerce di tahun
2022 ada 26 juts
lapangan pekerjaal
timbul dari E
commerce Selain itu
lahir berjuta-juta UKM
dan dari UKM itu
melahirkan  lapangar
pekerjaan yang lain. In
membuat  ekspektas
terciptanya 26 juta
lapangan pekerjaardi
Indonesia

Dalan mewujudkan
cita-cita tersebut
dibutuhkan daya
dukung tid& hanya
dari segi SDM
melainkan  dukungar
Data jumlah transaks
Ecommerce Namun
data tersebut hingga
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NO.

PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN
LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans
DasarHukm, Penjelasan, Lampiran)

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

6

kini  belum tersedia
Untuk pekerjaan
profiling masih
menggunakan  studi
studi pihak luar. Salal
satu penyebabnya
karena masih tingginy
presistensi dari pelak
usaha. Data  dari
Kemenkoperekonomiar
tahun 2017 bersamg
dengan BPS meliha
adanya 155 triliun
transaksi (barang da
pembayaran tagihan
yang berasal dari |
marketplace Jika
semua  marketplace
menyerahkan datg
tentu akan lebih
memudahkan
Pemerintah dalam
menyusun  kebijakan
yang lebih efektif, tpat
sasaran darstrategisdi
bidangE-commerce

Pasal k Pasal 3

Tidak ada temuan

Tetap

Pasal 4

Dalam rangka pelaksana®&eta Jalan
SPNBE 2017019 sebagaimana

Dimensi
Pernlaian
Efektivitas

Aspek
Kekosongan
Pengaturan

Belum ada
pengaturan

PP 74  rerupakan
peraturan yang secar
langsung mengature

Tetap

- Swsialisasi
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NO. PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans
DasarHukm, Penjelasan, Lampiran)

1 2 3 4 5 6 7
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pelaksanaan commerce yang| kepada
dibentuk Komite Pengarah Pelalan | Peraturan sifatnya to do list dan  pelaku usaha
SPNBE 2017019 yang selanjutnya | Perundang langsung pada action| untuk
disebut dengan Komite Pengarah | undangan plan yang dilakukaq mengikepada

secara tean terdiri dari K/L terkait
Pasal 10 Komite Pengaralf agar
Segala biaya yang diperlukan dalan Ketua, Wakil Ketug diperoleh
pelaksanaan tugas KomiRengarah, Anggota berjumlah 2] kesamaan
Tim Pelaksana, Narasumber Utama anggota. pemahaman
(Prominent), dar. Manajemen terhadap
Pelaksana dibebankan kepada: a. Pasal 10 menyebutka  jmplementasi
anggaran Keenterian Koordinator bahwa dalam  perpres 74
Bidang Perekonomian; dan b. pelaksanaar_l pekerjaal  Tahun 2017
pendanaan lainnya yang sah sesua tersebut biaya yang jp;
dengan ketentuan peraturan diperlukan dibebankar
perundangundangan kepada anggaral

Negara sertg

pendanaan lain yan

sah. Perlu

dikaji/fevaluasi

mengenai tugas dai

fungsi Komite Pengara
sejauh mana implikag
sejumlah 21 anggot;
K/L terhadap
keberhasilan  sasara
yang hendak ditujy
dengan
mempertimbangkan
pengaruhnya terhadaj
beban anggaran Negat
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PENGATURAN/PASAL/BAB/BAGIAN DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
LAIN DARI PUU (Judul, Konsiderans
DasarHukm, Penjelasan, Lampiran)

2 3 4 5 6 7

di setiap pelaksanaa
pekerjaan. Selair
menyasar padatujuan
tercapainya  citecita
percepatan dan
pengembangan syster
perdagangan, diusulkal

untuk dilakukan
kajian/evalasi secarg
berkelanjutan agal

tidak hanya terpaky
pada pelaksanaan Pel
Jalan SPNBE (Pasal
ayat 2c) melainkan jug
memperhatikan kinerjg
satu per satu anggota
dari Komite Pengara
demi terwujudnya
efektivitas dan efisiens
beban anggaran Negar

Pasal & Pasal 11 - - - Tidak ada temuan | Tetap
5 | Lampiran Peraturan Presiden Dimensi Aspek Belum ada Untuk mengukur; Ubah
Penilaian Kekosongan | pengaturan keberhasilan program
Efektivitas Pengaturan yang direncanakat
Pelaksanaan dalam  Perpres 74
Peraturan Tahun 2017 belum
Perundang terdapat indikator
undangan kinerja. ~Selain itu

Perpres ini  belum
mengkomair  aturan
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mengenai kegiatar
pemantauan untuk
mengindentifikasi serta
mengantisipasi

permasalahan  yang

mungkin timbul
sehingga dagt diambil
tindakan sedini
mungkin untuk

menjamin pelaksanaan
peta jalan berjalan
sesuai dengan yan
diharapkan.
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17. PeraturanMenteri Perdagangan Nomor 47/MDAG/PER/6/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

: 10 Pasal

: Seluruh pasal

. Perlu perubahampasaluntuk mengawasi kebijakan Penggunaandeéiuk Dalam Negeragar sesuai perkembangan model
bisnis Ecommercedengan mempertimbangkan kemampuarmpelaku usaha dalam melakukastock management product

a.Jumlah Pasal
b. Berlaku Pasal
c. Rekomendasi

yangberbedabeda.
NO.| PENGATURAN/PASAL/B/ DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Pgelasan,
Lampiran)

1 2 3 4 5 6 7

1 |Pasal langka 2 Dimensi Penggunaan |Tepat Pasal ini menjelaskan  batasg Ubah
Barang adalah setiap |Penilaian bahasa, istilah pengertian/definisi  tentang barang
benda, baik berwujud |Kejelasan dan kata diantaranya dap U 4G RA LI
maupun tidak berwujud,| Rumusan GRAIdzy | 1| yé a1 d
baik bergerak maupun karena ketiganya memiliki makna ya
tidak bergerak, baik sama. Rrlu adanya kejelasan rumusg
dapat dihabiskan mengenai definisi barang denga
maupun tidak dapat mempertimbangkan perlunya memua
dihabiskardan dapat seluruh frasdrasa tersebut.
diperdagangkan, dipakal
digunakan, atau
dimanfaatkan oleh
konsumen atau pelaku
usaha.

2 |Pasal 2 ayat 2 Dimensi Penggunaan |Tepat Pada pasal 1 angkaddhyatakan bahwa Ubah
Menteri belkkoordinasi | Penilaian bahasa, istilah Menteri adalah menteri yang ruan
dengan menteri terkait |Kejehsan dan kata lingkup tugas dan tanggungjawabny
untuk tingkat nasional, |Rumusan meliputi bidang perdagangan. Namu
gubernur untuk tingkat tidak terdapat penjelasan mengen
provinsi, dan bupati/wali GYSyYy G SNR 0 $ipednl diapa
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NO. | PENGATURAN/PASAL/B/ DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Pgelasan,
Lampiran)

1 2 3 4 5 6 7

kota untuk tingkat &l y3 RAYI 1 4adzR R

kabupaten/kota dalam GSNJ FAGE RIE Y pdsil

melakukan keberpihaka 7 ayat 1. Pasal ini memberikg

sebagaimanaa dimaksu kewenangan keberpihakan melal

pada ayat (1) melalui
kebijakan dan/atau
penyelenggaraan
programsesuai tugas
pokok dan fungsinya

Pasal 7 ayat 1

Menteri bersama
menteri terkait
gubernur dan
bupati/wali kota
melakukan pembinaan
dan pengawasan
pelaksanaan
peningkatan Produk
Dalam Negeri sesuai
dengan tugas pokok dar
fungsinya.

kebijakan kemudian pembinaan da
pengawasan pelaksanaan peningkat
penggunaan Produk Dalam Neg
sehingga sefiknya dirumuskan secar
jelas pihak yang berwenang selg
Menteri yang dim&sud oleh Pasal
angka 9. Ketidakjelasan rumus;
menyebabkan tumpang tindil
kewenangan dalam pelaksananaanny

Dalam rangka pelaksanaan peningkat
Penggunaan Produk Dalam Negéahir
Keppres 24 tahun 2018 tentang Timn
Peningkatan Penggunaan Produildm
Negeri (Tim Nasional P3DN). Susur
keanggotaannya terdiri dari 16 mente
2 jabatan setingkat menteri, dan

kepala badan/kepala lembaga. Apak
yang dimaksud menteri terkaiialah
menteri dalam di Timnas P3DN
Bagaimana dengan anggota n
menteri gakah tetap menerima tuga
pembinaan serta pengawasan? Pe
diperhatikan pula dasar menimbar

lahirnya Timnas P3DN adalah |
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NO. | PENGATURAN/PASAL/B/ DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Pgelasan,
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
3/2014 tentang Perindustriar
sedangkan Permendag 47 him 2016
ialah UU tentang Perdagangan
3 |Pasal 3 huruf ¢ Dimensi Penggunaan |Tepat Pada pasal 3 huruf ¢ merupakan sa|Ubah
Promosi sebagaimana |Penilaian bahasa, istilah satu bentuk melaksanakan promo
dimaksud delam Pasal 4 Kejelasan dan kata yaitu menggunakan Produk Dala Perlu pefelasan terkait
ayat (1) huruf a Rumusan Negeri pada acara Pemerintahda I OF NI G S NJa§
dilaksanakan paling dan/atau aara tertentu secara kal, |nasional maupun
sedikit dalam bentuk: nasional maupun internasiml. YangA Y G SNY I A2y |
c. Penggunaan Produk RAYIl 14adzR RSy 3l y |initidak jelas apakah
Dalam Negeri pada acal secara l&al, nasional maupurmenunjuk acara non
pemerintahan dan/atau AYUGSNY LI aAazyl fé RI |Pemerintah.
acara tertentu secara apakah menunjuk acara no
local, nasional maupun Pemerintah? rumusan ini sangat ba
internasional tetapi memerlukan penjeksan lebih
lanjut dalam penerapannya
4 |Pasal 4 ayat 2 Dimensi Apek relevansi | Pengaturan Penyediaan dan penggpaianinformasi | Ubah
Penyediaan dan/atau | Efektivitas dalam peraturalpada ayat 2 menyebutkan rupapa
penyampaian informasi | Pelaksanaan masih relevan |medianya secara limitative. Sebaikn|Saat ini banyak sekali
sebagaimana dimaksud|Peraturan untuk tidak dirumuskan secara terbatgberkembang medigang
pada ayat (1) dilakukan | Perundang diberlakukan |karena dalam perkembangannya sgmempunyai manfaat yang
melalui: undangan secara efisien |ini banyak sekali berkembang medlebih luas untuk dipakai

a. media cetak berupa
majalah,Koran, buku,
leaflet, pamphlet,
briosur, poster dan
spanduk

b. media elektronik

yang mempunyai manfaat yang leb
luas untuk dipakai dalam menytakan
penggunaan produk dalam negeri. Sal
satu contoh mengenai media onlin
Menurut  situsBusiness  Dictionayy

pengertian mediaonline adalah medial

dalam menyuarakan
penggunaan produk dalan
negeri. Sebaiknya frasa

GYStfdzAé RA
Gl yadrF NI fFAY
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NO. | PENGATURAN/PASAL/B/ DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Pgelasan,
Lampiran)

1 2 3 4 5 6 7
berupa televisi, radio, digital yang nencakup teks, foto, vided
billboard, dan film dan musik, yang didistribusikan mela

c. mediaonlineberupa jaringan internetsehingga selain selai
media social media sosial ada juga situs blog, sil
d. pertemuan tatap forum komunitas, dll yang bis
mukaberupa dimanfaatkan secara optimal.
workshop, seminar,
diskusi, forum
komunikasi,
bimbingan teknis dan
penyuluhan
5 |Pasal 5 - - - Tidak ada temuan Tetap
6 |Pasal6a Dimensi Aspek Pengaturan Pasal 6a  menyatakan perihal |[Ubah
Penerapan kewajiban |Efektivitas Operasional |dalam peraturalpeningkatan penggunaan Produk Dala
menggunakan Produk |Pelaksanaan |atau tidaknya |masih belum |Negeri terutama pengadaan Barat
DalamNegeri sesuai Peraturan peraturan dilaksanakan |dan/atau Jasa milik Pemerintah dg
dengan ketentuan Perundang secara efektif |Badan Usaha Milik Negara/Badan Usg
peraturan perundang |undangan Milik Daerah. Dalam pelaksanaa

undangan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2
ayat (1) huruf d
dilaksanakan paling
sedikit dalam bentuk:
a. Peningkatan
penggunaan Produk
Dalam Negeri terutama
untuk pengadiaan
Bararg dan/atau Jasa

milik Penerintah dan

program ini masih memiliki beberap
kendala khususnya bagi perusaha
BUMN yang sudahgo public karena
terbentur pada pemegang saham ya
tidak semuanya dipegang olg
Pemerintah. Selain itu juga perusaha
BUMN memiliki payung hukumny
sendiri yaitu peraturan dar
Kementerian BUMN.

UndangUndang No 3 Tahun 201
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NO.

PENGATURAN/PASAL/B4
BAGIAN LAIN DARI PU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Pgelasan,
Lampiran)

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

6

Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha
Milik Daerah

tentang Perindusian, dalam pasal 8¢
ayat satu poin b disebutkan BUMI
BUMD dan badan usaha swasta dal
pengadaan Barang jasa ya
pembiayaannya berasal dari Anggar,
APBN/APBD atau pekerjaann
dilakukan melalui pola kerja sam
antara pemerintah dengan badan usat
swasta dan mengusahakan sumb
daya yang dikuasai negeri waj
menggunakan produk dalam negeri. J
itu dilanggar, maka pejabatnya bis
dikenakan sanksi (pasal 86 ayat 2)

Penetapan sanksi sebagai upa
mendorong penggunaaproduk dalam
negeri dalam hal inperlu diikuti suatu
mekanisme yang jelas serta tegas d
Pemerintah yang bersifat langsung ji
pengadaan tender tertentu tidal
terjangkau vendor dalam negeri hal i
mengingat keputusan tertinggi di BUM
tidak sama dengn Pemerintahan
Pemegang saham tiénggi BUMN ialah
Rapat Umum Pemegang Saham (RUHR

Pasal 6 a
Penerapan kewajiban

menggunakan Produk

Dimensi
Efektivitas
Pelaksanaan

Aspek
Operasional
atau tidaknya

Pengaturan
dalam peratura
masih belum

Pasal 6 a menyebutkan kewajiba
menyediakan barang dagangan prod

Dalam Negeri paling sedikit80%

Ubah

Perlu adanya penegasan
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NO. | PENGATURAN/PASAL/B/ DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Pgelasan,
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
Dalam Negeri sesuai  |Peraturan peraturan dilaksanakan |(delapan puluh perseratus) dari jumlg mengenai penerapan dan
dengan ketentuan Perundang secara efektif |dan jenis barag yang diperdagangkal serta pergawasan terhada
peraturan perundang |undangan di tingkat eceran. Dalan kebijakan ini agatlapat

undangan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2
ayat(1) hurufd
dilaksanakan paling
sedikitdalam bentuk:

c. Peningkatan
penyediaan barang
dagangan Produk Dalan
Negeri paling sedikit 809
(delapan puluh
perseratus) dari jumlah
dan jenis barang yang
diperdagangkan di
tingkat eceran

menerapkannya, pelaku usaha ditunt
harus mempunyai kemampuarstock
management yang baik dan secar
komprehensif  senantiasa  menil
proposi produk deam dan luar negeri
Di tataran implementasi perdagangé
(Ecommercé dengan gempuran baran
import dengan harga murah,stock
management ini merupakan sebual
tantangan karena banyakya pebisnis
onlinetidak melakukan restock barang
ataupun menyewa gudang(model
dropship).

Kebijakan ini berkaitan pula denga
daya saing pelaku usaha local/lUMK]I
Market place untuk mendapatkar
investasi harus meningkatkan valud
untuk mendapatkan valuasi harus ag
user traction Untuk Ecommerceuser
traction  bisa didapat dengan
menyediakan banyak merchant. UMK
banyak yang belum online, disini
terdapat gap yang dimanfaatkan olg
beberapa marketplace bahwa untuk

meramaikan merchantnya merek

berjalan efektif
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NO. | PENGATURAN/PASAL/B/ DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Pgelasan,
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
mengundang pedagang luar nege
sehingga isunya bukan transal
perdaganganya  tetapi  termasuk
barangnygbarang impor)
Berdasarkaruraian diatas dandengan
lahirnya PP 80 Tahun 2019 vyar
mengatur kewajiban pelaku usaha @i
commerce untuk membantu program
Pemerintah  menyediakan fasilits
promosi barang dan/atau jasa has
produksi dalam negeri makdiperlukan
pengaturan yang tegas dan jel
mengenai  penerapan dan  sert
pengawasan terhadap kebijakan ini ag
dapat berjalan efektif
8 |Pasal 7 ayat 2 Dimensi Penggunaan |jelas Pasal 7 ayat 2menyatakan kegiatanUbah
Dalam melakukan Kejelasan bahasa, istilah, pembinaan dan pengawasa
pembinaansebagaimang Rumusan kata bekerjasama dengan dunia usahPerlu dijelaskan siapa yar
dimaksud ayat (1), asosiasi usaha, dll dilakukamleh |[RA Yl 1 adzR &S0
Menteri, gubernur dan Menteri, Gubernur dan/G SNJ F A (¢

bupati/walikota dapat
bekerjasama dengan
dunia usaha, asosiasi
usaha, perguruan tinggi
dan pemangku
kepentingan lainnya.

Bupati/walikota. Dalam pasal ini tidal
meme SodziT daSyidSNR
pihak yang ikut terlibat Sementara pag
ayat 1 selain dengan Gubernu
bupati/walikota kegiatan pembinaa
dan pengawasan dilakukan bersa
sama dengan  Menteri terkait

Pertimbangan apa yang mendasari tid
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BA4 DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
BAGIAN LAIN DARI PU
(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Pgelasan,
Lampiran)

1 2 3 4 5 6 7

0 SNI A0l (SNSRI UGN yF (A
kerjasama dengan dunia usaha, asos
usaha,dll?

9 |Pasal & Pasal 11

Tidak ada temuan Tetap

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tah2@il7 tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor

a. JumlahPasal : 27 Pasal
b. Berlaku PasalSeluruh pasal

c. Rekomendasi Perlu perubaharpasal sehingga konsisten dalam mengatal & LISt | {1 dz dzal Kl ¢ 4l dz aail 1l dzal KI
NO.| PENGATURAN/PASAL/BAI DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
AGIAN LAIN DARI PUU (Ju
Konsiderans, DasarHukum
Penjelasan, Lapiran)
1 2 3 4 5 6 7
1 |Pasal 1 - - - Tidak ada temuan Tetap
2 |Pasal 2 ayat (3) Dimensi Penggunaan |konsisten antar] Tidak konsisten dalam penggunai Ubah
PermendadNo. 83/2017 |Kejelasan Bahasa, istilah,| ketentuan istilah terkait dengan &aku Usahal
dengan UU No. 29/2018 |Rumusan kata (penggolongan  usaha) dengg Penggunaan istilah harus
Peraturan lain. konsisten untuk kepastian
Pasal 2 ayat (3) hukum. Selai itu, harus jugg
Menteri mendelegasikan Permendag No. 83/2017 diperhatikan konsistensi
pelaksanaan pembinaan menggunakan istilah: LISy 3 G dzNT yY
terhadap Pelaku §hha - pelaku usaha skalanasional |F GFdz ail I &
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BAI DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI

AGIAN LAIN DARI PUU (Ju

Konsiderans, DasarHukum

Penjelasan, Lapiran)
1 2 3 4 5 6 7

untuk pengembangan - pel&ku usaha skala provinsi
ekspor sebagaimana - pelaku usaha skalg (Inkonsistenspengaturan
dimaksud pada ayat (1) kabupaten/kota GLISE | {dz dza | K

kepada:

a. Direktur Jenderal
untuk pembinaan
terhadap Pelaku
Usaha skala nagial;

b. Gubernur dalam hal
ini Kepala Dinas
Provinsi untuk
pembinaan terhadap
Pelaku Usaha skala
provinsi; dan

c. BupatiWali Kota
dalam hal ini Kepala
Dinas Kabupaten/Koti
untuk pembinaan
terhadap Pelaku
Usaha skala
kabupaten/kota.

Pasal 1 angka-4 UU No.

20 Tahun 2008 tentang

UMKM

1. Usaha Mikro adalah

usaha produktif milik
orang
perorangandan/atau
badan usaha

perorangan yag

Sedang UU No. 20/2008 tentar
UMKM menggunakan istilah:

- usaha nikro

- usaha kecil

- usaha menengah

- usaha besar

Tidak konsisten dalam penggunaq
istilah terkait dengan Pelaku Usal
(penggolongan  usaha) dengg
Peraturan yang sama.

Pasal 4 Permendag NO. 83/2017

Pembinaan sebagaimana dimaks
dalam Pasal 2 ayat (2)iberikan
kepada Pelaku Usaha vyarn
berorientasi ekspor dengal
mengutamakan Pelaku Usaha ke
dan menengah.

Pasal tersebumemakai istilah :
- pelaku usaha kecil
- pelaku usaha menengah

adzal KFo
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NO.

PENGATURAN/PASAL/BAI

AGIAN LAIN DARI PUU (Ju

Konsiderans, DasarHukum
Penjelasan, Lapiran)

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

memenubhi
criteriaUsaha Mikro
sebagaimana diatur
dalam UndangJndang
ini.

2. Usaha Kecil adalah
usaha ekonomi
produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan
oleh orang perorangan
atau badan usaha yan
bukan merupakan ana
perusahaan atau buka
cabang perusaman
yang dimiliki, dikuasai,
atau menjadi bagian
baik langsung maupun
tidak langsung dari
Usaha Menengah atauy
Usaha Besar yang
memenuhi kriteia
UsahaKecll
sebagaimana dimaksu
dalam UU ini.

3. Usaha Menengah
adalah usaha ekonomi
produktif yang berdiri
sendiii, yang dilakukan
oleh orang perorangan

atau badan usaha yan
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NO.| PENGATURAN/PASAL/BAI DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
AGIAN LAIN DARI PUU (Ju
Konsiderans, DasarHukum
Penjelasan, Lapiran)
1 2 3 4 5 6 7

bukan merupakan ana
perusahaan atau
cabang perusahaan
yang dimilikidikuasai,
atau menjadi bagian
baik langsung maupun
tidak langsung dengan
Usaha Kecil atau Usah
Besar dengan jumlah
kekayaarbersih atau
hasil penjualan
tahunan sebagaimana
diatur dalam UU ini.

4. Usaha Besar adalah

usaha ekonomi
produktif yang
dilakukan olefbadan
usaha dengan jumlah
kekayaan bersihatau
hasil penjualan
tahunan lebih besar
dari Usaha Menengah,
yang meliputi usaha
nasional milik negara
atau swasta, usaha
patungan, dan usaha
asing yang melakukan
kegiatan ekonomi di
Indonesia.
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NO. | PENGATURAN/PASAL/BAI DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
AGIAN LAIN DARI PUU (Ju
Konsiderans, DasarHukum
Penjelasan, Lapiran)

1 2 3 4 5 6 7

3 |Pasal Zayat (4) Dimensi Aspek Pengaturan Pembinaan terhadap pelaku usaha jUbah
Dalam melakukan Efektivitas operasional atal dalam peratural kurang optimal, dan di tiatiap sektor
pembinaan sebagaimana| pelaksanaan |tidaknya masih belum |juga melakukan pembinaan, sehing(- Koordinasi tiap sektor ag
dimaksud pada ayat (2), |PUU peaturan dilaksanakan |tidak searah atau sejalan, tana tidak | pembinaan yang dilakuk
Direktur Jenderal secara efektif |berkoordinasi. lebih efektif dan efisien
Gubernur dalam hal ini Kalau tiap sektor berkoordinasi akg- Menambahkan kata
Kepala Dinas Provinsi, terbentuk suatu pembiaan yang| G 6l 2A0€é RI f
dan/atau Bupati/Wali memperliatkan mata rantai dari hul{ berkoordinasi
Kota dalam hal ini Kepala ke hilir, sehingga tidaubazr.
DinasKabupaten/Kota Oleh karena itu UMKM saat ir
dapat bekerja sama melakukan pembinaan sendsendiri.
dengan perguruan tinggi, Perlu  ditambahkan kata \jih
dunia usaha, asosiasi, da berkoordinasi dengan Kementeria
pemangku kepentingan lain.
lain.

4 |Pasal 3; Pasal 27 - - - Tidak ada temuan Tetap

5 |Peraturan Menteri Dimensi Aspek Belum ada Perlu ditambahkan Pasal vyar Ubah
Perdaganga Nomor 83 | Efektivitas Kekosongan |pengaturan mengatur masalah pembinan terkdit
Tahun 2017 tentang pelaksanaan |Hukum commerce
Pembinaan Terhadap PUU
Pelaku Usaha Dalam
Rangka Pengembangan
Ekspor

6 |Peraturan Menteri Dimensi Aspek Belum ada Belum diatur mengenai pembuata| Ubah
Perdagangan Nomor 83 |Efektivitas Kekosongan |pengaturan laporan kerja, &rena setiap kegiatar
Tahun 2017 tentang pelaksanaan |Hukum yang menggunakan APBN atau AP|Pengaturan tentang

Pembinaan Terhadap
Pelaku Usaha Dalam

PUU

diwajibkan untuk membuat laporan.

Dimana dalam laporan terseby

pembuatan laporan kerja
sebagai sebagai bentuk
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NO.| PENGATURAN/PASAL/BAI DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
AGIAN LAIN DARI PUU (Ju
Konsiderans, DasarHukum
Penjelasan, Lapiran)
1 2 3 4 5 6 7
Rangka Pengembangan memuat datadata yang bisa pertanggungjawaban saat
Ekspor digunakan untuk evaluasi kegiatan. |dievaluasi

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan

a. Jumlah Pasatl 52 Pasal

b. Berlaku PasalSeluruh pasal

c. Rekomendasi Perlu perubahan beberapa pastrkait persiapan infrastruktur dan mekanissnpengawasan barang digital

NO. | PENGATURAN/PASAL/B/ DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI

BAGIAN LAIN DARI PU

(Judul, Konsiderans,
DasarHukum, Penjelasar
Lampiran)
1 2 3 4 5 6 7
1 |Pasal X Pasal 2 - - - Tidak ada temuan Tetap
2 |Pasal 3 Dimensi Penggunaan |Tidak Tidak ada penjelasan mengenai a Ubah
Kejelasan bahasa, istilah,|menimbulkan |[yang dimaksud dengan bahgPerlu ditambahkan
(3) Selain Gubernur Rumusan kata ambiguitas/mul| berbahaya. LISYISNIALY &

sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), bupati
atau wali kota
mempunyai wewenang
melakukan pengawasan
kegiatan Perdagangan
bahan berbahayalan

itafsir

0 SND I KI & IsdikarR
dengan PUU lain
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